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BAB I 

PENDAHULUAN 

   
1.1 Latar Belakang  

Banjir merupakan bencana yang paling sering melanda dunia. Tiap musim 

penghujan ataupun tiap tahunnya ada saja Negara yang mengalami bencana banjir 

tersebut. Masalah perubahan iklim yang tak menentu, masalah keterbatasan 

ketersediaan penyerapan air hujan, dan yang paling kuarsial yaitu penggundulan 

hutan oleh oknum-oknum yang pempunya kepentingan menjadi beberapa faktor 

umum penyebab terjadinya bencana banjir. Banjir seperti sudah mendarah daging 

untuk selalu hadir pada setiap Negara yang notabenenya memiliki penduduk 

berkapasitas padat atau Negara yang wilayah permukaan tanahnya sangat gambut dan 

tidak memiliki daerah resapan air hujan. Banjir ini sendiri merupakan salah satu 

reaksi alam berupa meluapnya aliran sungai akibat air melebihi kapasitas tampungan 

sungai, sehingga debit air meninggi dan menggenangi daratan atau daerah yang lebih 

rendah di sekitarnya. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling sering terjadi bencana 

banjir. Bila dirujuk dari segi geografis, Indonesia memiliki potensi menjadi tempat 

pencegah banjir akan tetapi realita yang terjadi adalah menjadi negara yang paling 

sering mengalami banjir itu sendiri. Masalah pemicu yang dapat dilihat langsung 

adalah karena kepadatan penduduk yang dipaksakan dan menyebabkan ketersediaan 

pepohonan pun mulai menipis. Selain itu produksi sampah rumah tangga yang 
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semakin tak terkendali menjadikan sampah-sampah tersebut menumpuk yang 

akhirnya masyarakat memilih alternatif untuk membuang sisa rumah tangga tersebut 

ke sungai-sungai dan menyebabkan aliran sungai menjadi terhambat. Menurut 

Purwendro dan Nurhidayat “Bayangkan saja, jika setiap individu di kota 

menghasilkan sampah 0,50-0,65 kg per orang per hari dengan kepadatan 200kg/m
3
, 

maka berapa besar total volume sampah yang dihasilkan di kota-kota. Seperti Jakarta 

yang menghasilkan sampah lebih dari 6.000 ton setiap harinya atau setara dengan 

sekitar 25.687 m
3
.”

1
 Sehingga, sampah-sampah yang ada di Jakarta sebagai salah satu 

faktor penyebab banjir. 

Jakarta merupakan Ibukota Negara yang terletak di Barat bagian dari pulau 

Jawa kurang lebih 7 meter diatas permukaan laut. Area kota yakni 740.29 km
2
.
 

Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan dan berbatasan dengan 

Jawa Barat dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Banten.
2
 Banjir di Jakarta 

seperti menjadi sebuah musim tersendiri yang diantisipasi oleh masyarakat  sekitar 

yang daerahnya rawan terkena banjir. Mengapa dikatakan demikian, hampir terjadi 

berulang kali setiap tahunnya tanpa ada penyelesaian yang konkrit dari pemerintah 

maupun masyarakat yang tidak memiliki komitmen untuk menjaga lingkungan itu 

sendiri. 

                                                 
1
 SetyoPurwendro dan Nurhidayat, Mengolah Sampah Untuk Pupuk dan Pestisida Organik Sampah, 

2009, Jakarta: Penebar Swadaya, hlm. 10. 
2
 “Pemerintahan DKI Jakarta”, http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_DKI_Jakarta, diakses 

tanggal 27 September 2010. 
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Banjir di Jakarta sebenarnya bukan hanya terjadi pada dekade belakangan ini. 

Dalam sejarahnya, ketika Jakarta masih disebut sebagai Batavia kota ini sudah pernah 

dilanda banjir. Seperti yang dikemukakan oleh Sakethi: 

Banjir terjadi pada tahun 1621, 1654, 1873, dan tahun 1918 pada masa kolonial 

Belanda. Pada dekade terakhir ini, banjir terjadi pada tahun 1979, 1996, 1999, 2002, 

dan 2007. Jakarta sebagai Ibukota Negara selama 15 tahun terakhir telah dilanda 

setidaknya empat kali dikepung banjir besar. Banjir tahun 1996 terjadi yakni pada 6 

Januari dan 10 Februari. Kemudian awal tahun 1999, banjir melanda Jakarta dan 

sekitarnya, merendam ribuan rumah, menyebabkan 30.000 jiwa mengungsi dan enam 

orang meninggal. Banjir merendam Jakarta kembali pada 29 Januari 2002, 

menyebabkan 40.000 jiwa mengungsi dan dua orang tewas. Dan pada awal Februari 

2007, banjir menggenangi 60 persen wilayah DKI Jakarta.
3
 

 

Sebenarnya upaya pengendalian banjir Jakarta umurnya hampir setua dengan 

kota ini. Pada zaman pemerintahan kolonial Belanda frekuensi banjir berkisar setiap 

20 tahun  sekali, kemudian menjadi 10 tahun, dan kini menjadi 5 tahun sekali. Hal ini 

tak lepas dari dampak perubahan iklim global serta kurang tepatnya penataan 

lingkungan Jakarta dan daerah peyangganya. Menurut beberapa sumber yang ada, 

sekitar 40 persen wilayah DKI Jakarta atau 26.000 hektar ketinggian permukaan 

tanahnya lebih rendah dari elevansi pasang laut. Wilayah ini disebut sebagai dataran 

banjir sungai, yang tentu saja rawan banjir. Lokasi ini umumnya daerah rendah, 

dimana awalnya lokasi tersebut diindikasikan sebagai tempat penampungan air 

sementara. Pada perkembangannya kini daerah tersebut menjadi daerah pemukiman 

yang relatif padat penduduk. 

Dari tabel I.1 terlihat jelas bagaimana sungai-sungai tersebut telah 

dikelompokkan ke dalam fungsinya masing-masing dan sangatlah potensial untuk 

kehidupan masyarakat sekitarnya. Tetapi karena sungai-sungai tersebut tidak 

                                                 
3
 Team Mirah Sakethi, Mengapa Jakarta Banjir: Pengendalian Banjir Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta, Jakarta: PT Mirah Sakethi, 2010, hlm. 8. 
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diberdayakan sesuai dengan fungsinya, maka tidak sedikit pula sungai-sungai tersebut 

yang terlihat tidak terpelihara dengan baik karena akibat pembuangan dari  sampah 

maupun pendirian pemukiman liar yang ada di sepanjangnya. Untuk itu banyak 

sungai di Jakarta yang tercemar oleh perilaku warga masyarakat sendiri dan hal inilah 

nantinya menjadi salah satu penyebab dari timbulnya banjir di Jakarta. Berikut adalah 

peta area potensial banjir di enam jalan sungai utama di Jakarta. 

Tabel I.1 

 Fungsi Area sungai Berdasarkan Alokasinya  

 

No. Nama Sungai Panjang ( m ) Area ( m
2 
) Alokalisasi Sungai 

1.  Ciliwung 46200 1155000 Urban Business 

2. Krukut 28750 172500 Core of Drinking 

water 

3.  Mookervart 7300 233600 Core of Drinking 

water 

4. Kali Angke 12810 583200 Urban Business 

5. Kali 

Pesanggrahan 

27300 354900 Fishery 

6. Sungai Grogol 23600 165200 Fishery 

7. Kali Cideng  17800 284810 Urban Business 

8. Kalibaru Timur 30200 392600 Urban Business 

9. Cipinang 27350 464950 Urban Business 

10. Sunter 37250 1080000 Urban Business 

11. Cakung 20700 414000 Urban Business 

12. Buaran 7900 158000 Urban Business 

13. Kalibaru Barat 17700 177000 Core of Drinking 

Water 

14.  Kali Cengkareng 11200 672000 Urban Business 

15. Kramat Jati 3800 19000 Urban Business 

16. Kali Cakung 12850 771000 Urban Business 

17. Ancol 8300 240700 Urban Business 

18. Banjir Kanal 

Barat 

7600 380000 Fishery 

19. Banjir Kanal 

Timur 

23000 1380000 Fishery 

Sumber: www.bps.jakarta.go.id (diakses tanggal 27 September 2010) 

 

http://www.bps.jakarta.go.id/
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Dari gambar I.1, terlihat diantaranya bahwa kelima daerah Ibukota seperti 

Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur dan Pusat, kesemuanya rata dengan kawasan 

potensial banjir dengan tingkatan daya banjir tinggi dan menengah. Bukan hanya itu 

saja sungai-sungai seperti Kali Sunter, Kali Pesanggrahan, Kali Angke, Kali 

Ciliwung, Kali Cipinang, dan Kali Krutu merupakan enam dari tiga belas sungai yang 

melintasi di kawasan Ibu Kota. Dan keenam sungai tersebut termasuk sungai besar 

yang memiliki pengaruh untuk menampung luapan air, tetapi keenam sungai ini 

justru menjadi sungai yang memiliki potensi banjir pula. Jumlah situ, waduk dan 

rawa yang berfungsi sebagai daerah resapan air wilayah DKI Jakarta telah lenyap. 

Dan kesemuanya inilah merupakan suatu penyebab banjir yang merendam hampir di 

seluruh wilayah Jakarta. 

Gambar I.1 

Peta Area Potensial Banjir di Jakarta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Arsip Dinas Pekerja Umum Provinsi DKI Jakarta, 2010. 
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Ketika bicara mengenai pembangunan kota Jakarta yang bebas banjir secara 

holistik, maka harus bicara mengenai banyak hal. Misalnya, hak warga untuk hidup, 

hak sungai untuk terus mengalir, serta hak tanah untuk tetap hidup dan menjadi 

wahana bagi setiap orang. Dengan demikian maka akan terbangun suatu lingkungan 

yang mampu dari permasalahan banjir yang jelas sangat merugiakan Jakarta sebagai 

Ibukota Negara. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah apakah telah ada langkah 

strategis untuk mencapai hal ini semua. Jika berbicara cangkupan masalah banjir di 

kota Jakarta juga tidak dapat dilepaskan dari bicara mengenai sistem tata ruang kota 

yang harus dikelola dengan baik.  

Sistem tata ruang menjadi referensi pembangunan bagi pemerintah, swasta 

maupun rakyat dalam proses pembangunan yang pro lingkungan. Selama sistem tata 

ruang tidak disusun dengan baik, berdasarkan relasi-relasi fungsional, maka tidak 

akan pernah tertata dengan baik. Relasi fungsional bisa kita lihat misal seperti 

pembangunan tempat pemukiman. Ketika pemukiman tersebut dibangun, kehidupan 

di sekitarnya juga terkait. Pusat pemukiman dibangun tanpa harus mengganggu 

lingkungan pemukiman di sekitarnya. Tapi, bagaimana lingkungan sekitarnya bisa 

dipelihara dengan baik.  Maka dari itu dalam pembangunan kota, ada proses 

pelembagaan. 

Dalam konteks masalah banjir ini, Pemerintah kota, dapat memanfaatkannya 

secara maksimal dan memutuskan secara pragmatik. Pembangunan kota dalam 

masalah pengendalian banjir harus bisa melihat problem yang tidak bisa ditunda 

waktu solusinya. Misalnya, dengan telah bertambah di bangunnya tempat 

pemukiman, seharusnya pemerintah kota mencari alternatif untuk menambah tempat 
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atau daerah resapan air buatan seperti waduk ataupun danau. Kenyataan yang sedang 

terjadi adalah pembangunan yang pesat di Jabodetabek dalam 25 tahun terakhir ini 

penyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Daerah yang sebelumnya hutan kota 

nan hijau, justru kini menjadi hutan beton.  

Kemudian langkah strategis dilakukan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri akhirnya mencanangkan proyek sebagai 

suatu upaya mengendalikan banjir yaitu dengan membangun Banjir Kanal Timur 

(BKT) yang sebetulnya sudah masuk dalam Rencana Induk tahun 1973. Dalam 

Laporan  Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya menjelaskan:  

Selain mengurangi ancaman banjir di 13 kawasan genangan, yaitu kelurahan-

kelurahan Cipinang Besar, Cipinang Muara, Pondok Bambu, Duren Sawit, Pondok 

Kopi, Pondok Kelapa, Malaka Sari, Malaka Jaya, Pulogebang, Ujung Menteng, 

Cakung Timur, Rorotan, dan Marunda. BKT ini pun melindungi permukiman, 

kawasan industri, dan pergudangan di Jakarta bagian Timur dan Utara seluas 15.401 

hektar, BKT juga berfungsi sebagai prasarana konservasi air untuk pengisian kembali 

air tanah dan sumber air beku, juga sebagai sarana transportasi air. BKT sendiri 

diharapkan dapat meningkatkan keseimbangan ekosistem, memperkuat insfrastruktur 

pengendalian sumber daya air di wilayah Timur-Utara Jakarta yang pada gilirannya 

dapat menjadi penggerak pertumbuhan wilayah di sepanjang kanal tersebut baik itu 

sosial, ekonomi, maupun lingkungan.
4
 

 

 Secara khusus, pembangunan BKT mempunyai tujuan yang meliputi (1) 

menunjang penanganan pengendalian banjir di wilayah Utara dan Timur Jakarta 

dengan mengendalikan aliran lima sungai dari 13 sungai yang melewati wilayah 

Jakarta ; (2) mengurangi 13 kawasan genangan banjir di wilayah Timur Jakarta, ke-13 

kawasan genangan air di Jakarta Timur dan Jakarta Utara adalah AMI ASMI Perintis, 

Kebon Nanas, Rawa Bunga, Cipinang Jaya, Cipinang Indah, Cipinang Muara, Pulo 

Mas, Bulu Perindu, Malaka Selatan/ Pondok Kelapa, Ujung Menteng, Kelapa 

                                                 
4
 Dalam Laporan  Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya,“Penjelasan Singkat Proyek Pengendalian 

Banjir, Banjir Kanal Timur, Jakarta Raya”, Jakarta: Dinas Pekerja Umum Provinsi DKI Jakarta, 2006. 
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Gading, Kompleks Walikota utara dan Babek TNI Rorotan; (3) melindungi kawasan 

industri, pergudangan dan permukiman yang terletak di Jakarta Timur dan Jakarta 

Utara seluas 15.401 hektar; (4) sebagai prasarana konservasi air untuk pengisian 

kembali air tanah dan sumber air baku; (5) prasarana transportasi air dan rekreasi 

serta ; (6) sebagai motor pertumbuhan wilayah Timur dan Utara Jakarta dengan 

konsep water front city. 

 Pembangunan BKT yang menjadi terusan sistem kanal di Jakarta dalam 

mengendalikan masalah banjir telah berkembang ke arah yang luas. BKT pada 

sekarang ini telah berkembang menjadi proyek pembangunan nasional. Hal ini karena 

pembangunan BKT melibatkan aktor dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. 

Pemerintah Daerah dalam hal ini tentu saja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta 

sementara aktor dari Pemerintah Pusat yang turut andil dalam pembangunan BKT ini 

yakni Kementrian Pekerjaan Umum serta Badan Perencana Nasional (Bappenas). 

Berkembangnya pembangunan BKT menjadi pembangunan nasional menandakan 

bagaimana BKT sangat diharapkan fungsinya agar dapat benar-benar mengendalikan 

masalah banjir di pusat Ibukota Negara Indonesia. 

 BKT merupakan proyek yang dicanangkan pemerintah sejak lama. Realisasi 

pembangunan BKT memiliki dinamika yang cukup kompleks. Mulai dari masalah 

biaya yang besar, soal pembebasan tanah, soal tender, dan lainnya. Sangat 

kompleksnya masalah yang dihadapi dalam pembangunan BKT menyebabkan 

pembangunan BKT mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya. Meskipun 

demikian pada saat ini pembangunan BKT bisa dikatakan hampir mendekati selesai. 

Proses pengerukan sudah berjalan semuanya dan proses pembangunan fisiknya pun 
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sudah berjalan dan sudah mulai terbangun. Secara jelas dalam areal trase basah BKT, 

proses pembangunan fisik BKT sudah selesai. Bahkan sekarang ini, BKT mulai 

beroperasi dalam ruang penangkapan dan penyaluran air guna mengendalikan 

terjadinya banjir di wilayah DKI Jakarta. 

 Pembangunan fisik BKT yang telah selesai, menjadi suatu hal yang menarik. 

Menarik dilihat sejauh mana implikasi pembangunan BKT sampai dengan saat ini 

terhadap pembangunan kota Jakarta. Telah berfungsinya BKT tentu secara langsung 

dapat melihat bagaimana peranan proyek Nasional BKT ini. Implikasi tentu dapat 

dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi ekologi serta sosial. Implikasi ekologi tentu 

melihat sejauh mana BKT mampu menanggulangi permasalahan banjir selain itu juga 

dilihat sisi lingkungan yang lain, misal soal kesadaran lingkungan masyarakat sekitar. 

Sementara itu sisi implikasi sosial melihat apakah dan bagaimana BKT 

mempengaruhi tatanan struktur sosial di masyarakat sekitarnya. Sementara secara 

umum juga dilakukan suatu evaluasi pembangunan dari BKT itu sendiri. 

 Evaluasi dari pembangunan BKT perlu dilakukan guna membangun suatu 

studi komprehensif mengenai pembangunan BKT. Selama ini yang sering diangkat 

dalam pembangunan BKT yakni proses dari pembangunan BKT itu sendiri yang 

memiliki berbagai dinamika. Hal ini terutama berkaitan dengan persoalan 

pembebasan tanah atau ganti rugi lahan. Sementara itu pada sekarang ini 

pembangunan BKT telah selesai, maka perlu adanya kajian evaluasi sejauh mana 

efektivitas pembangunan BKT. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Masalah banjir yang sering terjadi di wilayah Jakarta menuntut perlu adanya 

langkah strategis yang dilakukan. Langkah strategis ini dalam artian bagaimana hal 

tersebut mampu mendorong penyelesaian atau paling tidak pengendalian masalah 

banjir Jakarta selama jangka panjang. Banjir yang terjadi di wilayah Jakarta tentu 

merupakan catatan hitam yang menyimpan berbagai macam kerugian. Ini mengingat 

Jakarta sebagai Ibukota Negara serta pusat atau sentral kegiatan ekonomi di wilayah 

Indonesia. Sementara itu banjir yang menjadi masalah sekarang ini telah meluas 

menjadi isu nasional bukan sekedar lokal Jakarta saja. 

Dalam mengendalikan masalah banjir di Ibukota Jakarta dalam term jangka 

panjang, pemerintah mencanangkan proyek pembangunan Banjir Kanal Timur 

(BKT). BKT adalah kanal buatan yang berfungsi untuk mengatasi banjir akibat hujan 

lokal dan aliran dari hulu di jakarta bagian timur. BKT sendiri merupakan konsep 

pengendalian banjir yang telah ada pada masterplan (rencana induk) Jakarta pada 

tahun 1973, tepatnya dalam Pola Induk Pengandalian Banjir dan Sistem Drainase 

Jakarta yang dibuat oleh Nedeco. Sutiyoso pun menjelaskan:  

BKT melayani sistem drainase pada wilayah seluas 20.700 hektar  dan mengurangi 

13 kawasan rawan genangan di Jakarta Utara dan Timur hingga mencapai panjang 

23.575 meter ini yang kemudian disebut sebagai panjang kanal yang ada untuk BKT. 

BKT adalah proyek monumental, kebanggaan bangsa Indonesia. BKT sepanjang 

23,5 km ini dibangun oleh kontraktor Indonesia dan dari kantong Indonesia (APBN 

dan APBD). BKT menjadi model bagi pembangunan proyek infrastruktur strategis 

lainnya di Indonesia, anggaran dikucurkan sekaligus agar proyek berjalan cepat.
5
 

 

                                                 
5
 Sutiyoso, Megapolitan:Pemikiran Strategis Pengembangan Kawasan Terpadu dan Terintegrasi 

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007, 

hlm. 130. 



11 

 

 

 

Pada saat ini pembangunan BKT telah hampir rampung. Bahkan sekarang ini 

BKT telah mulai dioperasikan guna mengendalikan masalah banjir di Jakarta. Proses 

pembangunan BKT merupakan perjalanan panjang yang penuh kompleksitas 

masalah. Akan tetapi ketika pembangunan ini telah selesai maka perlu suatu upaya 

melakukan evaluasi dari pembangunan BKT. Ini dilakukan untuk melihat sejauh 

mana efektivitas dari pembangunan BKT itu sendiri. Dinamika yang begitu kompleks 

saat proses pembangunan BKT apakah akan membawa output yang positif atau malah 

sebaliknya. Untuk itulah diperlukan studi yang dapat menjawab hal ini semua. 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka point-point pokok permasalahan yang 

akan dijelaskan dalam penelitian ini berkisar pada studi implikasi dari pembangunan 

BKT. Kerangka pendekatan evaluasi pembangunan digunakan untuk dapat 

menangkap fenomena apa saja yang terbentuk pasca pembangunan BKT. Meskipun 

demikian dijelaskan juga secara sedikit mengenai bagaimana awal mula dan proses 

pembangunan BKT itu sendiri. Ini dilakukan guna mendapat gambaran secara 

integral. Studi yang dilakukan oleh peneliti mengacu pada pertanyaan-pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Banjir Kanal Timur (BKT) dalam mengendalikan Banjir 

di Jakarta khususnya di Kelurahan Cipinang Muara? 

2. Implikasi sosial ekologi apa yang terbentuk dari pasca pembangunan 

Banjir Kanal Timur (BKT) di Kelurahan Cipinang Muara? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami lebih dalam 

peran Banjir Kanal Timur (BKT) dapat menjadi solusi pengendalian banjir Jakarta. 

Dalam hal ini, erat kaitannya dengan konteks fenomena sosial dan kemitraan antara 

masyarakat dengan pemerintah daerah setempat. Sebagaimana tema yang diangkat 

baik pemerintah dan masyarakat daerah setempat memiliki peranan masing-masing 

dalam upaya menuju pembangunan kota yang lebih baik. Dengan demikian, secara 

terperinci tujuan dari penelitian sebagai berikut: 

 Menggambarkan sejauh mana efektivitas pembanguan BKT sebagai media 

pengendali banjir di Kelurahan Cipinang Muara. 

 Menggambarkan implikasi sosial ekologi yang terbentuk  dari pembangunan 

BKT di Kelurahan Cipinang Muara. 

 

1.4 Signifikansi Penelitian 

Penelitian ini berupaya untuk mengisi celah jarangnya studi terhadap evaluasi 

pembangunan di Jakarta, khususnya berkenaan dengan pembangunan Banjir Kanal 

Timur (BKT) DKI Jakarta. Evaluasi ini dalam artian bagaimana mengamati implikasi 

sosial serta ekologi dari pembangunan proyek BKT Jakarta. Dengan pendekatan studi 

kasus diharap mampu mendapat dekripsi empiris mengenai bagaimana efektivitas 

pembangunan BKT terutama di wilayah Kelurahan Cipinang Muara. Apakah 

pembangunan BKT dapat benar-benar mengendalikan masalah banjir di Jakarta 

ataukah ada suatu gejala sosial baru yang terbentuk dari pembangunan proyek ini. Di 
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sinilah studi ini diharap bermanfaat dalam mendorong kajian mengenai evaluasi 

pembangunan secara sosial ekologi di perkotaan. Selain itu studi ini juga berupaya 

mengedepankan perspektif ilmu sosial dalam kacamata sosiologi dengan melihat 

dinamika sosial ekologi pembangunan BKT. Ini diharap menjadi suatu tiang bagi 

berkembangnya studi sosiologi ini bagi dunia akademisi. 

Dalam tataran teknis, studi ini diharap dapat menjadi pertimbangan dalam 

kebijakan mengendalian permasalahan banjir yang kerap kali terjadi di wilayah 

Jakarta umumnya, dan Cipinang Muara khususnya. Dari penelitian ini diharap dapat 

mendorong peningkatan perhatian terhadap masyarakat dan stakeholder 

pembangunan di Jakarta maupun Nasional. Hal ini karena aktor-aktor tersebut 

memiliki peran sentral dalam mendorong pembangunan Nasional. Untuk itulah suatu 

penelitian ilmiah diperlukan untuk membawa sektor ini ke ranah publik, tidak 

termarjinalkan. 

 

1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis 

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji kembali sekaligus 

membandingkan dengan beberapa buah penelitian yang serupa mengenai konteks 

kajian dinamika pembangunan maupun studi masalah banjir dan pengendaliannya. 

Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Sastramihardja
6
 dengan mengambil 

tema yakni “Dinamika Pembangunan Kawasan Pantai: Perbandingan Antara Pantura 

Tegal Dan Cianjur Selatan” menjadi suatu yang perlu ditinjau dalam ranah relasi 

                                                 
6
 Lihat Tonny P. Sastramihardja, “Dinamika Pembangunan Kawasan Pantai: Perbandingan Antara 

Pantura Tegal dan Cianjur Selatan”, Laporan hasil penelitian Puslitbang Geoteknologi-LIPI, 1998. 
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dengan studi mengenai BKT ini.  Penelitian yang dilakukan pada tahun 1998 di 

daerah Pantura Tegas dan Cianjur Selatan mempelajari interaksi antar ketersediaan 

sumber daya dengan intervensi manusia. Penelitian yang dilakukan di daerah Tegal 

memperlihatkan adanya panambahan dan penyusutan daratan yang berkaitan dengan 

dinamika perubahan garis pantai dengan kecepatan sampai 5 meter setahun. 

Kecepatan di Pantura dengan sudut pandang ketersediaan sumber daya alam nir-

hayati tampaknya belum dapat diantisipasi dengan tepat sehingga dikhawatirkan 

sukar untuk dapat berkelanjutan. Sementara itu untuk kawasan Jawa Barat Selatan, 

pembangunan jalan lintas Selatan telah berhasil mengundang pihak swasta untuk 

menanamkan investasi. Persoalan yang perlu ditangani adalah bagaimana modal 

dasar yang ada di kawasan tersebut dapat dipoles secara professional sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Persoalan lainnya adalah upaya untuk 

menghindari pembangunan tanpa menggusur, terutama dalam kasus pembebasan atau 

pembelian tanah oleh pengusaha kepada rakyat dengan harga tidak wajar serta 

banyaknya lahan tidur yang tidak tergarap. 

Kemudian kedua adalah studi yang dilakukan oleh Waryanto dan kawan-

kawan
7
 pada tahun 2002 dengan tema “Banjir, Penyebab dan Solusinya”. Studi ini 

memusatkan perhatian pada kecenderungan masyarakat membuang sampah di sungai. 

Pada dasarnya merupakan perwujudan dari persepsi yang selama ini dianut oleh 

orang awam tentang sungai. Sebagaian masyarakat masih memandang  sungai 

sebagai tempat pembuangan sampah. Perilaku masyarakat untuk terus membuang 

                                                 
7
 Lihat Wuryanto, dkk, “Banjir, Penyebab dan Solusinya”, Departemen Kehutanan Badan Penelitian 

dan Pengembangan Kehutanan, 2002. 
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sampah di sungai sama sekali tidak mendapat teguran ataupun sanksi baik dari 

masyarakat lainnya atau bahkan pemerintah daerah sebagai penguasa wilayah. Sejauh 

ini belum ada peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur tentang sanksi 

pembuangan sampah di sungai. Kekosongan aliran ini memberikan kebebasan kapada 

masyarakat untuk terus melanjutkan tanpa harus menakutkan kepada masyarakat akan 

adanya sanksi yang akan diterima.  

Penelitian yang dilakukan oleh Yogaswara dan kawan-kawan
8
  mengenai 

“Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam, 

Kalimantan Timur” menjadi suatu pembanding dalam melihat keterlibatan 

masyarakat dalam pengelolaan banjir. Studi yang dilakukan pada tahun 2003 ini 

mengkaji beban eksploitasi yang cukup besar oleh industri-industri di kawasan DAS 

Mahakam telah menimbulkan pencemaran air dan sedimentasi di bagian muara atau 

hilir sehingga mengakibatkan meluapnya Sungai Mahakam. Beberapa kelemahan 

pengelolaan sungai yang masih bersifat parsial atau sektoral, juga perencanaan tata 

ruang maupun perencanaan pembangunan lainnya. Di lain sisi program jangka 

pendek yang dimiliki pemerintah daerah maupun pusat ternyata tidak melibatkan 

masyarakat dengan indikator tidak tahunya masyarakat terkait program tersebut. 

Adapun inisiatif pengelolaan DAS Mahakam berupa forum-forum, proyekan inisiatif 

lainnya yang disebut dengan „embrio‟ menuju pengelolaan DAS Mahakam yang 

terpadu dan memberikan ruang yang luas untuk pembangunan kedepan. 

                                                 
8
 Lihat Herry Yogaswara, Fajri Alihar, dkk, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan DAS 

Mahakam, Kalimantan Timur”, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, 2003. 
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 Studi yang dilakukan oleh Suryana dan Rahmat
9
 dengan tema “Warga Jakarta 

Menghadapi Banjir: Menuju Sinergi dan Komplementaritas Negara-Negara” 

memiliki sisi yang sangat menarik. Studi ini mengangkat bagaimana banjir di satu sisi 

memiliki dampak positif. Studi yang dilakukan di daerah Kelurahan Bukit Duri, 

Jakarta Timur ini mengkaji bagaimana banjir meninggalkan berkah terselubung 

berupa menguatnya modal sosial. Modal sosial yang terbentuk berbasiskan 

ketetanggaan karena distimulasi oleh perasaan senasib akibat banjir, maupun 

terbentuk karena munculnya solidaritas dari masyarakat luar. Modal ini membentuk 

kemandirian warga. Kemandirian adalah salah satu dimensi civil society, khususnya 

yakni dimensi partisipasi. 

 Dari keempat penelitian sejenis yang dipaparkan di atas maka novelty dari 

studi yang dilakukan penulis yakni pada studi evaluasi pembangunan BKT. Dalam 

artian studi penulis akan melihat bagaimana implikasi sosial dan ekologi dari 

pembangunan BKT. Studi implikasi dari pembangunan BKT menurut penulis masih 

jarang hal ini karena kebanyakan yang diangkat yakni perihal proses selama 

pembangunan BKT itu. Mulai dari tahap pembebasan tanah, pengerukan, soal dana 

atau tender menjadi soal yang sering diangkat. Untuk itu agar terbangun suatu 

pandangan berimbang dan integral maka proses evaluasi dari pembangunan BKT 

juga diperlukan. Ini penting untuk melihat sejauh mana efektivitas proyek 

pembangunan BKT itu sendiri kepada masyarakat Jakarta dalam soal pengendalian 

banjir. 

                                                 
9
 Lihat Abdi Rahmat dan Asep Suryana, “Warga Jakarta Menghadapi Banjir: Menuju Sinergi dan 

Komplementaritas Negara-Warga”,  Jurnal Komunitas, Volume 3 No.1 April 2008. 
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1.6 Kerangka Konseptual 

1.6.1 Evaluasi Program Pembangunan 

Dalam pelaksanaan program pembangunan tidak hanya membicarakan dalam 

tahap perancanaan maupun implementasi semata. Akan tetapi juga harus diteruskan 

ke tahap berikutnya yakni proses evaluasi. Proses evaluasi pembangunan merupakan 

tahapan di mana kita melakukan proses penilaian sejauh mana efektivitas  

pembangunan yang telah dilakukan. Dalam proses pembangunan, proses evaluasi 

menjadi titik penting dalam menjamin berjalannya pembangunan secara 

berkelanjutan dan optimal. 

Menurut Nursyatif evaluasi dapat dilakukan dengan 3 jenis pilihan sesuai 

dengan waktunya, ketiga jenis evaluasi tersebut adalah:
10

 

1. Evaluasi yang dilakukan sebelum suatu program/kegiatan dilaksanakan (ex 

ante evaluation); 

2. Evaluasi yang dilakukan pada saat berlangsung program/kegiatan (on-going 

evaluation); dan 

3. Evaluasi yang dilakukan sesudah program/kegiatan dilaksanakan (ex-post 

evaluation). 

Nursyatif pun menjelaskan secara waktunya, evaluasi mencakup 2 hal, yakni:
11

 

 Evaluasitfformatif: untuk melihat dan meneliti pelaksanaan suatu program, 

mencari umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program. 

                                                 
10

 Hanif  Nursyatif, dkk,  Pembangunan Partisipatif Pembangunan Daerah, Jakarta: PT. Grasindo, 

2009, hlm. 136. 
11

 Ibid., hlm. 137. 
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 Evaluasi sumatif: dilaksanakan pada akhir program untuk mengukur apakah 

tujuan program tersebut tercapai. 

Dalam evaluasi pembangunan dikenal instrument kebijakan yang dikenal 

dengan istilah program dan kegiatan. Randy dan Nugroho menjelaskan:  

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat, yang 

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta 

memperoleh alokasi anggaran. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang 

dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian 

sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan terdiri atas sekumpulan tundakan 

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia) maupun 

yang berupa barang modal termasuk peralatan dan teknologi sebagai masukan (input) 

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
12

 

 

 Purba pun menjelaskan dalam hal Implikasi evaluasi pembangunan terhadap 

pembangunan dilihat dalam hal rasionalitas. Implikasi evaluasi pembangunan tersebut 

yakni:  

Pertama, secara langsung  mempengaruhi tujuan (scope dan fokus) dari program dan 

proyek dengan menggaarisbawahi rasionalitas. Kedua, kebutuhan nyata dari 

evaluator untuk mengerti logika nyata dari proyek dan tindakan perencana dan 

manager untuk membuat keputusan yang adil dan relevan. Ketiga, rasionalitas yang 

berbeda dari berbagai stakeholder tentang program akan menyebabkan masalah 

kolaborasi. Keempat, pentingnya alasan pribadi evaluator dalam menilai apa yang 

penting perlu dilakukan dalam proyek.
13

 

 

Pada dasarnya proses evaluasi pembangunan memiliki manfaat yang cukup 

banyak. Manfaat dari proses evaluasi yakni pertama, mengurangi subyektivitas 

pengelola program. Kedua, menampung berbagai persepsi yang berbeda dari berbagai 

stakeholder. Ketiga, menyediakan umpan balik pengetahuan dan ide untuk 

perencanaan selanjutnya.  Keempat, dapat menjadi proses memberdayakan, karena 

                                                 
12

 Randy R, Riant Nugroho, Manajemen Pembangunan Indonesia, Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo, 2006, hlm. 131-132. 
13

 Jonny Purba (ed), Pengelolaan Lingkungan Sosial,  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm. 

79-40. 
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keterlibatan beneficiaries dalam memberikan persepsinya . Kelima, ada analisis 

kuantitatif dan kualitatif untuk melihat jangkauan program dan penjelasan proses 

pemberdayaan. Keenam, ada tendensi untuk menggunakan metode yang kurang rigid 

dan standard lewat pendekatan participatory dan wawancara semi- terstruktur. 

Dalam proses evaluasi pembangunan, salah satu kerangka yang dapat 

digunakan dalam melihat hasil dari pembangunan itu yakni kerangka proses 

monitoring dan evaluasi. Dalam proses monitoring dan evaluasi ini dilihat bagaimana 

implikasi dari pembangunan itu. Kita bisa melihat sejauhmana implikasi dari 

pembangunan dengan kerangka ini. Berikut merupakan skema dari kerangka evaluasi 

pembangunan yang melihat dari sisi implikasi pembangunan yang dihasilkan.  

Skema I.1 

 Kerangka Proses Monitoring dan Evaluasi  

 

 

Sumber: Hanif Nursyatif, dkk, Pembangunan Partisipatif Pembangunan Daerah, Jakarta: PT. 

Grasindo, 2009, hlm. 139-140. 

 

 

Skema di atas menjelaskan mengenai tahapan dalam proses pembangunan 

yang dilekatkan dengan proses evaluasi. Dalam tahap inputs merupakan tahapan 
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mengenai perencanaan pembangunan mulai dari persiapan sisi ekonomi, sosial, 

lingkungan, sumber daya, maupun lainnya. Tahap process merupakan tahapan di 

mana proses analitik pembangunan dilakukan dalam hal ini juga berarti implementasi 

program pembangunan. Tahapan outputs (keluaran) berkaitan dengan tujuan 

keluaran. Outputs membicarakan mengenai manfaat langsung dari suatu pekerjaan 

yang telah dilakukan.  Tahap Outcomes berkaitan dengan efek/manfaat atau tujuan 

kegiatan. Impact lebih berbicara mengenai tujuan pembangunan jangka lama.
14

 

Skema I.2 

Proses Monitoring dan Evaluasi  

 

Sumber: Randy R, Riant Nugroho, Manajemen Pembangunan Indonesia, Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo, 2006, hlm. 133. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Hanif  Nursyatif, Ibid., hlm. 139-140. 
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1.6.2 Pembangunan berkelanjutan 

Berhubungan dengan bahasan manusia sebagai perancang keberlanjutan 

lingkungan, konsep masyarakat berkelanjutan (sustainable society) menjadi 

kebutuhan penting. Fritjof Capra menyatakan bahwa “masyarakat berkelanjutan 

adalah masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa mengurangi 

kesempatan generasi-generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhan mereka.”
 15

 

 Capra mendefenisikan keberlanjutan bukan menggambarkan kenyataan 

kondisi masyakakat dan lingkungan saja. Namun, justru yang dipentingkan 

masyarakat nanti atau ke depan. Ia lebih menandaskan nasihat moral penting sebagai 

keinginan „suci‟ kominitas dunia dalam ikut memelihara keberlangsungan lingkungan 

global. 

Oleh karena itu, berbeda dengan etika-etika lingkungan seperti biosentrisme, 

ekosentrisme dan ekofeminisme. Sustainable society tidak berisikan kaidah-kaidah 

subjektif-teknis individu bagaimana memperhatikan lingkungan secara bijak. Bukan 

pula agenda teknis kelompok masyarakat bagaimana melawan para perusak 

lingkungan. Akan tetapi, cakupan yang dimaksud lebih kepada proyek rekayasa sosial 

(social engineering) sistem yang berorientasi masa depan. 

 Sebagai bagian yang saling terkait, laju pembangunan harus dikendalikan 

sebab jika tidak, pembangunan tidak lagi sebagai cara (instrument) untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, justru memproduksi kerusakan-

kerusakan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. 

                                                 
15

 Fritjof Capra, Hidden Connection: Strategi Sistemik untuk Melawan Kapitalisme Baru., Yogyakarta: 

Jalasutra, 2003, hlm. 250. 
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 Menurut Budiharjo “inti dari pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development) yakni penghormatan interksi harmonis, antara sistem diantaranya 

sistem biologis dan sumberdaya alam, sistem ekonomi dan sistem sosial. Atau yang 

popular diistilahkan sebagai triple P (Planet, People, Profit).”
 16

 

 Sementara itu, Susilo mengatakan “asumsi-asumsi dasar dan ide-ide pokok 

yang mendasari pembangunan berkelanjutan, yaitu pertama, proses pembangunan itu 

mesti berlangsung secara berlanjut, terus menerus, kontinu, ditopang oleh sumber 

alam, dijamin dengan kualitas lingkungan, dan manusia yang terus berlanjut.”
 17

 

 Pembangunan berkelanjutan bukan hanya menghormati lingkungan tetapi 

masih memikirkan bagaimana keberlanjutan turut diperhitungkan sebagaimana yang 

dijelaskan. Yaitu kehidupan manusia merupakan pusat perhatian pembangunan 

berkelanjutan. Pada kehidupan yang produktif dan sehat dalam hubungan harmonis 

dengan alam. 

 Kesadaran inilah yang dicakup dalam konsep pembangunan berkelanjutan, 

pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai sejenis pembangunan yang disatu 

pihak mengacu pada pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumber daya 

manusia secara optimal, dan di lain pihak serta pada saat yang sama memelihara 

keseimbangan optimal di antara berbagai tuntutan yang saling bertentangan terhadap 

sumber-sumber tersebut. 

 Susilo pun menjelaskan “Sustainable development muncul dengan terlebih 

dahulu menjelaskan pandangan-pandangan tentang lingkungan yang dimiliki oleh 

                                                 
16

 Eko Budiharjo, Kota Berkelanjutan, Bandung:Alumni, 2005, hlm. 18. 
17

 Rachmad K. Dwi Susilo, Sosiologi Lingkungan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 187. 
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masyarakat, yang meliputi tiga tahapan yakni lingkungan adalah untuk membangunan 

ekonomi (eco-developmentalism), lingkungan untuk keperluan manusia (eco-

humanism) dan terakhir lingkungan untuk lingkungan (eco-environmentalism).”
18

 

Kelemahan pandangan pertama dan kedua telah dievaluasi karena ia terbukti 

menghasilkan kondisi lingkungan yang bisa dikatakan mengkhawatirkan. Baik bagi 

kehidupan manusia maupun bagi kehidupan alam dan lingkungan, meskipun bisa 

diperbaiki, mungkin hanya bisa diberlakukan dengan menggabungkan kelebihan-

kelebihan yang terdapat dalam kesemuanya itu. Terutama prinsip yang menyatakan 

bahwa lingkungan juga harus diperuntukan bagi lingkungan pula. 

Bagan I.1 

Tiga Dimensi Pembangunan Berkelanjutan 

 

 

Sumber: Rachmad K. Dwi Susilo, Sosiologi Lingkungan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 191.  

 

 Dari sini sebenarnya telah muncul kesadaran bahwa persoalan pembangunan 

memiliki dua sisi yang seharusnya selaras. Pada satu sisi, ia dianggap sebagai 

indikator kemajuan umat manusia sebab manusia telah memiliki upaya-upaya 

                                                 
18

 Rachmad K. Dwi Susilo, Ibid., hlm. 190. 
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sistematis tertentu demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Sementara itu, 

pada sisi lain keberlanjutan lingkungan (ekologis) dan bentuk perubahan masyarakat 

(pengembangan sosial) menjadi penting dan merupakan agenda yang tidak bisa 

diabaikan begitu saja. Bentuk perubahan masyarakat (pengembangan sosial) dan 

variabel lingkungan harus dimasukkan dalam setiap upaya pembangunan. 

 Apa artinya perolehan target-target ekonomi jika harus mengorbankan nasib 

lingkungan dan alam kedepannya. Lingkungan yang baik juga menghasilkan bentuk 

masyarakat yang kokoh. Kesadaran baru yang harus muncul bahwa pembangunan 

sebagai sebuah proses tidak boleh gelap mata pada nasib lingkungan ke depan. 

Seharusnya terdapat hubungan yang tidak saling mendominasi antara manusia dengan 

alam. Justru yang harus diperhatikan dan tetap dijaga hubungan yang harmonis antar 

keduanya. 

 Bagan I.1 memperlihatkan bagaimana pembangunan berkelanjutan merupakan 

pembangunan yang melibatkan isu sosial, ekonomi, dan lingkungan secara integral 

dan saling mempengaruhi. Pembangunan berkelanjutan bukanlah pembangunan yang 

bukan hanya menekankan produktivitas dari sisi ekonomi saja. Akan tetapi 

bagaimana membangun kekuatan sumber daya manusia dan daya keberlanjutan dari 

pembangunan itu sendiri. Maka dari itulah sisi atau dimensi sosial dan lingkungan 

juga menjadi penting. Jika ketiga hal ini mampu digabungkan dan dijalankan secara 

proporsional maka akan membangun produktivitas pembangunan yang mampu 

menopang kehidupan masa depan yang berkualitas. 
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1.7 Metodologi Penelitian 

1.7.1 Pendekatan dan Lokasi Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif menurut Cresswell adalah ”prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Penelitian kualitatif memerlukan ketajaman analisis, objektivitas, 

sistematik, sehingga diperoleh ketetapan dalam interpretasi. Dalam metodologi 

penelitian kualitatif berlaku logika induktif.”
19

 Kategori muncul dari informan, bukan 

diidentifikasikan sebelumnya oleh peneliti. Metodologi kualitatif memberikan ruang 

kepada peneliti untuk berbicara tentang langkah-langkah pembuktian informasi 

dengan informan atau dikenal dengan teknik “triangulasi” antara sumber-sumber 

informasi yang berbeda, jika muncul pertanyaan tentang keakuratan informasi dari 

penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kelurahan Cipinang Muara. Cipinang 

Muara merupakan salah satu wilayah pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT), 

selain itu wilayah Cipinang Muara juga termasuk wilayah yang sering juga terjadi 

banjir. Fokus lokasi penelitian yakni di wilayah Kelurahan Cipinang Muara yang 

terkena proyek pembangunan BKT, misalnya seperti RW 02 dan RW 14 Cipinang 

Muara. Meskipun demikian, ini tidak membatasi penulis dalam menggali data dari 

para informan lain di luar wilayah tersebut.  

 

                                                 
19

  J.W. Cresswell, Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches. London: SAGE 

Publicational, 1998, hlm. 6. 
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1.7.2 Teknik Pengumpulan Data Subjek Penelitian 

Dalam penyusunan studi ini, penulis mendapatkan data dari berbagai sumber. 

Baik melalui pengamatan atau observasi, wawancara, studi pustaka, maupun opini 

masyarakat sekitar Cipinang Muara. Wawancara dilakukan secara dua jenis. Pertama 

wawancara mendalam, biasanya peneliti melakukan terhadap informan kunci. 

Kemudian wawancara lepas atau sambil lalu gunanya menggali informasi serta 

sebagai media validasi data juga. Observasi dilakukan dengan mengamati secara 

cermat setiap tindakan, gejala atau fenomena yang ada, baik itu fisik maupun 

nonfisik. Ini dilakukan untuk menangkap tanda-tanda bermakna yang ada, sehingga 

mampu dikembangkan dalam mengolah data lebih dalam dan valid. 

Dalam penelitian ini informan yakni para masyarakat Cipinang Muara yang 

tinggal di dekat BKT, selain itu juga coba dikaji dari ranah masyarakat yang tinggal 

di wilayah Cipinang Muara secara umum maupun daerah dekat lainnya yang 

berhubungan dengan BKT Cipinang Muara ini. Informan kunci berasal dari ranah 

pemerintah dalam hal ini yakni Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta maupun 

pemerintahan akar rumput. Untuk penentuan informan serta penggalian informasi 

yang lebih luas dan dalam akan digunakan teknik snow ball. Secara jelas jumlah 

informan ada 10 orang. Perinciannya yakni 5 orang informan masyarakat Cipinang 

Muara disertai masyarakat Jakarta Timur, 2 informan kunci yang merupakan petugas 

Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Sementara informan kunci dari kelurahan 

Cipinang Muara dan tingkat RW atau RT terdiri dari 2 orang. Ada juga 1 orang 

informan kunci dari Manajer kontraktor PT Adhi Karya, tbk, selaku kontraktor 

pembangunan BKT Cipinang Muara. 
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Sementara itu pengertian studi pustaka adalah mengambil dan mengkaji teori-

teori yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, berupa tinjauan, sintesis atau 

ringkasan kepustakaan tentang masalah penelitaian. Kegiatan ini mencakup mencari, 

mengidentifikasi, mempelajari, menganalisa dan mengevaluasi literatur yang relevan 

dengan masalah penelitian. Pengumpulan data yang diperlukan melalui metode 

tersebut memberi kesempatan kepada penulis untuk mempertajam fokus penulisan 

ditambah melalui berbagai media, seperti buku-buku teks, jurnal-jurnal ilmiah, 

ataupun artikel-artikel dari internet yang berkaitan dengan masalah yang akan 

dibahas. Selain itu penulis juga melakukan kegiatan diskusi dengan dosen 

pembimbing dan rekan-rekan mahasiswa lain. 

1.7.3 Peran Peneliti 

Posisi awal penulis ketika melakukan studi ini yakni orang yang benar-benar 

berada di luar lingkungan atau lokasi penelitian. Penulis tidak memiliki ikatan atau 

kedekatan dengan aktor-aktor di lokasi penelitian maupun hal-hal lainnya. Akan 

tetapi kemudian penulis mencoba pada tahap awal yakni sebagai pengamat lapangan. 

Peran ini penulis lakukan dengan cara melakukan studi literatur wilayah Kelurahan 

Cipinang Muara berserta persoalan Banjir Kanal Timur (BKT) serta observasi 

langsung secara mendalam. Dari aktivitas observasi langsung yang dilakukan penulis 

dapat berkenalan dengan beberapa masyarakat serta stakeholder dalam pembangunan 

BKT. Dari sini penulis mencoba mengetahui secara lebih dalam mengenai proyek 

pembangunan BKT itu sendiri, khusunya di wilayah Cipinang Muara. 

Sebagai orang yang berada awal dalam proyek pembangunan BKT, penulis 

menemui istilah-istilah baru yang ada di pembangunan BKT Jakarta ini. Inilah yang 
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menjadi sisi positif dalam peran peneliti, di mana rasa ingin tahu penulis cukup besar 

terhadap beberapa hal baru. Peran penulis kemudian meluas di mana mencoba 

mencari tahu serta mengkaji mengenai proyek pembangunan BKT Jakarta secara 

umum, dan BKT di Cipinang Muara secara khusus. Meskipun demikian penulis 

hanya bisa mengikuti dalam ruang mengkaji, mengobservasi, dan mewawancarai, 

karena penulis tidak membantu dan terlibat dalam proses-proses pembangunan BKT 

tersebut. Di sisi lain penulis tetap mendapatkan data juga dari obrolan-obrolan santai 

yang dilakukan. 

Meski posisi awal penulis bisa dikatakan dari titik nol, tetapi penulis berupaya 

mendapatkan data yang berkualitas. Studi literatur dan wawancara penulis lakukan 

guna mengkonstruksi pemahaman akan latar sosial, ekonomi, dan lingkungan lokasi 

penelitian. Penulis banyak membaca dari studi sejenis mengenai BKT maupun 

Cipinang Muara serta studi mengenai masalah banjir lainnya.  

Penulis menjalankan perannya secara lebih terbuka, karena penulis selalu 

ditanya keperluannya, maka selalu penulis jawab untuk penelitian tugas. Penulis 

melakukan wawancara sambil lalu kepada beberapa masyarakat Cipinang Muara, 

terutama yang tinggal di RW 002 maupun RW 14. Penulis dalam melakukan 

penelitian atau observasi tidak menetap lama, akan tetapi lebih ke arah datang secara 

rutin ke lokasi penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis kembangkan juga 

memang tidak menuntut untuk menetap dan menggali informasi terus-menerus 

selama waktu itu. Penulis mengumpulkan data secara bertahap menurut rancangan 

bab yang ada dan didiskusikan dengan dosen pembimbing. 
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1.7.4 Prosedur Pengumpulan Data dan Analisis Data 

Untuk memudahkan dalam pengumpulan data yang diperlukan, penulis 

pertama kali membedakan dua bagian informasi/data. Diferensiasi sumber informasi 

atau data ini penulis lakukan secara imajiner. Bagian pertama informasi/data dari 

kalangan bukan masyarakat, atau dalam hal ini lebih ke arah pemerintah yang ada. 

Informan bagian pertama ini yakni dari pihak Kelurahan Cipinang Muara, dinas  

Pekerja Umum DKI Jakarta, maupu Kementrian Pekerja Umum. Sementara bagaian 

kedua yakni informan/data dari kalangan masyarakat Cipinang Muara itu sendiri. 

Proses pengumpulan data terdiri dari tiga tahap. Setiap tahap mencakup 

proses analisis, reduksi, dan kemudian rekonstruksi data dalam bentuk tulisan awal. 

Penulis berusaha secara konsisten untuk langsung menuliskan apa yang di dapat 

dalam sebuah laporan. Bentuk ini terekspresikan dalam potongan-potongan bab yang 

penilis lakukan. 

Pada tahap awal, penulis mengumpulkan data melalui sumber-sumber bacaan 

literatur sejenis di wilayah Cipinang Muara. Ini dilakukan guna memahami seluk-

beluk deskripsi lokasi maupun setting sosial ekonomi di dalamnya. Selain itu dlam 

tahap awal ini penilis juga telah melakukan observasi secara informal ke wilayah ini. 

Di dalam observasi ini penulis berhasil mendapatkan beberapa data yang tidak 

tersistematis tetapi bermanfaat ketika berbicara santai kepada salah satu warga sekitar 

BKT Cipinang Muara yang tengah bersantai. Penulis cukup beruntung karena di awal 

observasi ini penulis bertemu dengan salah satu warga yang sangat terbuka ketika 

penulis bertanya beberapa hal. Padahal pada saat itu posisi penulis hanya sebagai 

orang yang datang dari luar saja, belum ada kepentingan. 
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Kemudian penulis juga langsung membuat Surat perizinan untuk penelitian 

yang ditujukan kepada salah satu Rukun Warga (RW) di Kelurahan Cipinang Muara, 

Kelurahan Cipinang Muara, Dinas Pekerja Umum DKI Jakarta, Badan Perencana 

Daerah DKI Jakarta, dan Kementrian Pekerja Umum. Pihak Kelurahan memberikan 

data Kelurahan dan deskripsi lokasi penelitian penulis. Selain itu penulis juga 

langsung dapat mewawancarai pegawai Kelurahan walaupun suasananya non-formal. 

Akan tetapi, dari sisni penulis mendapat data-data penting lainnya. Setelah itu penulis 

juga mengajukan izin kepada Dinas Pekerja Umum DKI Jakarta dan langsung dibantu 

diberikan data-data yang dibutuhkan serta diskusi menegenai topik penelitian kepada 

beberapa pegawai yang berwenang di sana. Selain itu penulis melakukan studi 

pustaka mengenai sejarah banjir di Jakarta secara umum. Dari data-data yang 

diperoleh melalui sumber literatur serta diskusi/wawancara tadi penulis segera 

melakukan konstruksi penulisan Bab II. Penulisan cukup lancar karena data yang 

diberikan kepada penulis dirasa cukup. Meskipun demikian, cukup banyak beberapa 

data yang penulis tidak fotokopi dikarenakan tidak diizinkan tetapi hanya penulis 

catat. 

Tahap kedua penulis melakukan riset untuk menggali temuan lapangan. 

Dalam mencari data ataupun informasi yang dibutuhkan, penulis melakukan mula-

mula dengan wawancara. Wawancara penulis lakukan kepada salah satu pegawai 

yang berwenang pada Kementrian Pekerja Umum, Dinas Pekerja Umum DKI Jakarta, 

manajer kontraktor PT. Adhi Karya selaku kontraktor pembangunan BKT Cipinang 

Muara, kelurahan, serta beberapa masyarakat Cipinang Muara. Dalam wawancara ini 
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penulis lebih banyak melakukan wawancara mendalam  tetapi ada pula yang 

dilakukan dengan wawancara sambil lalu.  

Selain dari wawancara dalam mencari temuan lapangan ini penulis melakukan 

studi dokumen maupun studi pustaka mengenai rencana sampai dengan realisasi 

pembangunan BKT serta sistem pembangunan BKT secara umum. Studi dokumen 

antara lain arsip klipingan yang berisikan surat kabar oleh Kementrian Pekerja 

Umum, laporan singkat proyek pembangunan BKT oleh Dinas PU DKI Jakarta, , 

laporan perkiraan dan kerugian pasca banjir tahun 2002, prosedur pembebasan tanah 

Dinas PU DKI Jakarta, data hasil pembebasan tanah Kelurahan Cipinang Muara, 

dokumen oleh kontraktor PT. Adhi Karya dan sebagainya. Penulis juga melakukan 

observasi kepada beberapa fenomena dan gejala yang memiliki tanda-tanda bermakna 

bagi penulis. Dari sini kemudian penulis melakukan penulisan Bab III dengan lancar 

dengan diimbangi diskusi kepada dosen pembimbing. 

Pada tahap selanjutnya penulis melakukan evaluasi pasca pembangunan BKT 

dengan melihat implikasi apa yang terbentuk pasca pembangunan. Setelah itu penulis 

analisis ke dalam teori sosiologis. Secara umum penelitian lapangan dilakukan secara 

efektif mulai dari bulan Februari sampai Agustus 2011. Meskipun demikian pada 

bulan Januari penulis telah ke lapangan, tetapi hanya melakukan observasi lokasi 

penelitian sambil pengumpulkan refrensi mengenai Cipinang Muara. Proses 

penulisan laporan dimulai sejak Januari-Oktober 2011, diawali dengan konstruksi 

Bab I pada Desember 2010-Januari 2011.  Sementara Bab II diselesaikan pada akhir 

April 2011. Sementara Bab III diselesaikan pada pertengahan Juni. Namun pada 

bulan juli-Agustus penulis mengalami kendala kemandekan untuk melanjutkan 
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penulisan hasil penelitian dikarenakan belum adanya inspirasi dalam menuliskan Bab 

IV. Penulis melanjutkan penulisan lagi pada bulan September-Oktober 2011, dan 

pada saat iti pula penulis beranjak untuk memperbaiki proposal skripsi yang diubah 

menjadi Bab I. Fokus penulisan Bab I ini adalah memberikan bingkai isu teoritis dari 

temuan penelitian harus dieksplanasikan, sekaligus bagaimana temuan tersebut 

dikonseptualisasikan, direkonstrusikan, dan dipahami.  

Analisis data dalam penelitian menggunakan pisau analisa pendekatan 

evaluasi pembangunan dengan kerangka monitoring dan evaluasi. Secara jelas hal ini 

dijelaskan dalam bagian kerangka konseptual mengenai evaluasi program 

pembangunan. Purba mejelaskan: 

Untuk melakukan evaluasi diperlukan indikator kinerja, agar pelaksanaan 

kegiatan/program dapat diukur dengan baik. Indikator kerja adalah ukuran 

keberhasilan suatu kegiatan/program, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang secara 

khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan 

skala/tingkatan, yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan evaluasi, baik 

kinerja inputs, process, outputs, outcomes, maupun impact sesuai dengan sasaran 

rencana kegiatan/program.
20

  

 

Skema I.3 

Alur Analisis Data Penelitian 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, 1994. 

                                                 
20

 Jonny Purba, Op.Cit., hlm. 92. 
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Analisis data juga mencakup tiga alur kegiatan ini berjalan secara bersamaan 

di mana memiliki keterkaitan dalam konstruksi data antara alur satu dengan alur yang 

lain. Tiga alur kegiatan tersebut yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi.
21

 Reduksi data menekankan kepada proses pemilihan, 

pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar 

yang ada dalam catatan lapangan maupun hasil observasi penelitian. Sedangkan 

penyajian data diarahkan untuk mengumpulkan dan menyusun informasi sehingga 

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan.  

Sementara itu proses penarikan kesimpulan dimulai sejak permulaan hingga 

berakhirnya pengumpulan data. Kesimpulan dilihat dengan melihat makna-makna 

tindakan, mencatat keteraturan, pola-pola, maupun alur sebab-akibat yang ada. 

Kesimpulan-kesimpulan selanjutnya diverifikasi selama proses penelitian 

berlangsung.  

Dalam melakukan validasi data temuan penelitian, studi ini menggunakan 

strategi triangulasi. Triangulasi yakni peneliti menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data yang berlainan untuk memperoleh bukti atau konfirmasi data, 

menguji keabsahan data, atau mencari keterkaitan dengan studi lain.
22

 Ada empat 

macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

peneliti, dan teori.
23

 Pada penelitian ini, dari keempat macam penelitian tersebut, 

penekanan lebih kepada penggunaan triangulasi metode dan sumber data. Triagulasi 

                                                 
21

 Lihat Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis , California: SAGE 

Production, 1994, hlm. 10-12. 
22

 J.W. Cresswell , Op.Cit., hlm. 248. 
23

 Moloeng, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda, 2004, hlm. 330. 
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data dilakukan kepada informan kunci yaitu Rukun Warga (RW), Pemerintah 

Kelurahan, Dinas Pekerja Umum Provinsi DKI Jakarta, Kontraktor PT. Adhi Karya, 

tbk. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri atas lima bab: satu bab pendahuluan, dua bab uraian empiris, 

satu bab analisis, dan satu bab kesimpulan. Bab pertama adalah pendahuluan, 

berisikan fokus riset, posisi riset ini di tengah studi sejenis yang telah dilakukan, 

kerangka konseptual yang menjelaskan studi yang dilakukan penulis. Bab ini juga 

berisikan mengenai pilihan metodologi kualitatif yang menggunakan pendekatan 

studi kasus dan sistematika penulisan. 

Bab dua dan tiga merupakan uraian empiris yang terfokus kepada temuan 

penelitian. Bab dua lebih mengarah kepada setting sosial ekonomi lokasi penelitian 

yakni wliayah Cipinang Muara. Di bab ini penulis juga menjelaskan secara umum 

mengenai studi sejarah pengendalian banjir di wilayah Jakarta guna meningkatkan 

muatan kapasitas narasi penelitian ini. Selain itu hal ini diperlukan guna mendapatkan 

suatu pemahaman atau deskripsi utuh mengenai masalah pengendalian banjir di 

ibukota sehingga pembaca seakan dapat melihat secara langsung masalah 

pengendalian banjir di Jakarta dari masa ke masa. Fokus mengenai bagaimana 

dinamika proses pembangunan BKT secara umum dan BKT di wilayah Cipinang 

Muara secara khusus dipaparkan di bab tiga. Bab ini menjelaskan rencana 

pembangunan BKT kemudian berkembang pada realisasi pembangunannya. Bab ini 

juga memaparkan bagaimana deskripsi narasi BKT di wilayah Cipinang Muara.  
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Lalu di bagian akhir bab tiga memaparkan bagaimana dialektika proses 

pembebasan tanah BKT di Cipinang Muara. Masuk juga penjelasan mengenai 

gambaran proses pembebasan tanah, aktor yang terlibat, serta masalah yang ada. Bab 

empat berisikan konseptualisasi temuan penelitian yang dirancang sebagai jawaban 

eksplisit atas pertanyaan penelitian, dan kontribusi teoritis-praktis berkenaan dengan 

implikasi sosial ekologis pembangunan BKT di wilayah Cipinang Muara. Sementara 

itu bab terakhir adalah kesimpulan serta beberapa saran yang kiranya dapat berguna 

dalam membangun studi mengenai evaluasi pembangunan BKT dan pembangunan 

kota Jakarta secara umum. 
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BAB II 

PENGENDALIAN BANJIR  

DI KELURAHAN CIPINANG MUARA 

 

2.1 Pengendalian Banjir Jakarta  

2.1.1 Berbagai Upaya Kendalikan Banjir dari Masa ke Masa 

Banjir di wilayah DKI Jakarta telah berkembang menjadi permasalahan 

tersendiri. Hal ini karena banjir menyebabkan cukup banyak kerugian. Ketika banjir 

datang maka roda perekonomian bisa terhenti, hal ini kita lihat dari banjir tahun 2002 

yang lalu. Pada saat itu Jakarta dilanda banjir besar dan cukup parah, akibatnya 

kegiatan perekonomian lumpuh. Selain ekonomi, banjir juga menyebabkan masalah 

dalam hal keamanan dan ketertiban. Hal ini karena peluang bagi pencurian menjadi 

semakin terbuka. Banjir juga berkembang menyebabkan masalah kesehatan, di mana 

banyak warga masyarakat terkena penyakit pada saat dan pasca banjir. Kerugian-

kerugian akibat banjir terjadi di Jakarta telah cukup lama,selama catatan sejarah 

banjir di wilayah Ibukota ini. Untuk itulah agar masalah ini dapat diatasi berbagai 

upaya pengendalian banjir terus dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah 

maupun pemerintah pusat. 

Upaya pengendalian banjir di daerah DKI Jakarta telah cukup lama 

dilaksanakan. Upaya pengendalian ini sejalan dengan sejarah terjadinya banjir di 

wilayah Jakarta dari masa ke masa. Berbagai macam kebijakan dan program 

diformulasikan dalam rangka pengendalian terjadinya banjir. Bahkan pada saat 

Jakarta masih bernama Batavia, upaya pengendalian banjir telah digulirkan. Ini 
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karena sejak masa itu pula banjir telah terjadi dan menjadi permasalahan tersendiri. 

Bagian ini akan menjelaskan secara umum mengenai berbagai upaya pengendalian 

banjir yang telah dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Dalam menjelaskan upaya-upaya 

pengendalian ini maka akan dikelompokkan berdasarkan waktu-waktu tertentu. 

Tulisan ini mengelompokkan berbagai upaya pengendalian banjir dalam empat 

periode, yakni (1) Pengendalian banjir di Batavia pada masa Hindia Belanda, (2) 

Periode 1965-1985, (3) Periode 1985-1999, (4) Periode 1999 sampai sekarang. 

 

1. Pengendalian Banjir di Batavia pada masa Hindia Belanda 

Banjir telah menjadi masalah sejak masa Hindia Belanda. Jakarta yang pada 

saat itu bernama Batavia pernah dilanda banjir besar. Soehoed menjelaskan “banjir 

terjadi pada tahun 1671, 1699, 1711, 1714, dan 1854. Penyebab banjir pada saat itu 

dikarenakan intensitas hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan air sungai 

meluap.”
1
 Meluapnya air sungai disebabkan debit air yang meningkat dengan tajam 

dan dalam waktu yang cepat. Selain itu terjadinya banjir juga disebabkan karena 

adanya pembukaan hutan di daerah pegunungan selatan Bogor yang akan dijadikan 

perkebunan teh. Soehoed pun menjelaskan dalam bukunya yg lain: 

Akibat Batavia dilanda banjir besar pada tahun 1918, maka pada tahun itu pula di 

bulan Februari pemerintah Hindia Belanda membentuk Tim Penyusun Rencana 

Pencegahan Banjir, Departemen Waterstaat. Tim yang dipimpin oleh Prof. Ir. 

Herman van Breen ini membuat suatu rencana perbaikan tata air Ibukota Batavia. 

Rencana yang dikenal dengan nama rencana van Breen ini mulai dilakukan sejak 

Februari 1918. Inti dari rencana van Breen adalah pembangunan terusan yang dibuat 

dengan posisi melintang, memotong alur sungai yang melintasi Batavia. Terusan atau 

kanal yang direncanakan van Breen adalah terusan yang akan membelokkan arus air 

sungai yang datang dari selatan ke sisi Barat dan Timur Kota Batavia. Terusan 

                                                 
1
 A.R. Soehoed, Banjir Ibukota: Tinjauan Historis dan Pandangan ke Depan, Jakarta: Djambatan, 

2002, hlm. 5-6. 
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melintang itu dimaksudkan untuk melindungi wilayah Kota Batavia yang terbangun, 

dari banjir yang ditimbulkan luapan air sungai. Wilayah kota yang disebut dalam 

rencana van Breen ini kurang lebih yang sekarang disebut sebagai Jakarta Pusat dan 

Jakarta Utara.
2
  

 

Rencana van Breen terusan banjir adalah inti dari tahap permulaan bagi 

pengendalian banjir sekaligus sebagai pengaman pasokan air untuk memenuhi 

kebutuhan pembersihan kota pada musim kemarau yang kelak secara berangsur-

angsur akan diperluas. Soehoed menjelaskan “substansi konsep van Breen adalah 

mengendalikan aliran air dari hulu sungai, membatasi volume air masuk kota, dan 

selanjutnya dialirkan ke laut melalui tepi Barat kota. Saluran kolektor yang dibangun 

memotong Kota Jakarta dari Pintu Air Manggarai hingga Muara Angke itu kini 

dikenal sebagai Banjir Kanal Barat (BKB). BKB selesai dibangun pada tahun 1922.”
3
 

2. Periode 1965-1985 

Pada tahun 1967, ketika masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin 

ditetapkanlah Rencana Induk Jakarta 1965-1985. Salah satu yang menjadi fokus dari 

rencana induk Jakarta tersebut yakni mengatasi banjir di wilayah Jakarta. Menurut 

rencana induk itu, usaha-usaha mengatasi banjir yang dilaksanakan untuk jangka 

panjang adalah: (a) pengendalian banjir dari hulu sungai, (b) memperbesar kapasitas 

pengairan air dari kali-kali dan saluran-saluran air, (c) pembuatan waduk-waduk 

penampungan air hujan lokal, (d) penambahan air penggelontor dan air minum, dan 

(e) pembentukan suatu badan yang mengurus tata pengairan di daerah Jakarta.  

                                                 
2
 A. R. Soehoed, Membenahi Tata Air Jabotabek: Seratus Tahun dari Bandjir Kanal hingga Ciliwung 

Floodway, Jakarta: Djambatan, 2004, hlm. 40. 
3
 Ibid., hlm. 46-47. 
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Sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Induk Jakarta 1965-

1985, pada tahun 1972 dilakukan studi masalah pengendalian banjir. Gunawan 

menejelaskan “hasil studi penanganan banjir dilakukan atas kerjasama antara 

Netherlands Engineering Consultans (Nedeco) dengan Proyek Pengendalian Banjir 

Jakarta Raya, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Hasilnya adalah 

Masterplan for Drainage and Flood Control of Jakarta. Prinsip dasar Rencana Induk 

1973 adalah penanggulangan banjir Jakarta yang diakibatkan oleh luapan sungai 

maupun genangan.”
 4

 Cara yang dilakukan adalah:
 
 

a. Memotong aliran sungai 

Aliran Sungai dipotong sebelum memasuki kota Jakarta dan mengalirkannya 

langsung ke laut melalui pembangunan saluran Banjir Kanal Barat (BKB) dan 

Banjir Kanal Timur (BKT). 

b. Drainase utama 

Memanfaatkan bekas sungai yang terpotong sebagai prasarana drainase 

utama, khususnya untuk mengalirkan air secara gravitasi dari daerah-daerah 

yang elevansinya tinggi. 

c. Polder 

Pada daerah-daerah yang letaknya relatif lebih rendah dari muka air di sungai 

atau daerah-daerah yang telah ditanggul sehingga menghalangi masuknya 

aliran drainase dalam waduk untuk selanjutnya dipompa ke sungai. 

 

                                                 
4
 Restu Gunawan, Gagalnya Sistem Kanal: Pengendalian Banjir Jakarta dari Masa ke Masa, Jakarta: 

Buku Kompas, 2010, hlm. 288-289. 
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Tabel II.1 

Rencana Induk Pengendalian Banjir 1973 dan Drainase di Jakarta 

 

Urutan Proyek Perkiraan Biaya 

(Rp juta) 

I. JAKARTA TIMUR 

1. Banjir Kanal Timur (BKT) 

2. Perbaikan sungai-sungai yang masuk 

3. Saluran pembuang utama Timur 

4. Pengurukan tanah di atas 400 ha 

5. Saluran Terusan Sunter 

6. Saluran Sunter Barat 

7. Polder Sunter Barat 

8. Polder Sunter Timur 

9. Polder Marunda 

Jumlah 

 

6.730 

80 

2.540 

3.200 

100 

500 

1.820 

3.350 

3.610 

21.930 

II. JAKARTA TENGAH 

1. Perbaikan saluran pembuang Cideng Hilir 

2. Perbaikan saluran pembuang Ciliwung 

3. Perbaikan sistem drainase Taman Sari 

4. Saluran By-Pass 

Jumlah 

 

2.400 

1.500 

260 

1.290 

5.450 

III. JAKARTA BARAT 

1. Perbaikan Kali Angke 

2. Perpanjangan Banjir Kanal Barat 

3. Perbaikan sungai yang masuk 

4. Pengurukan di atas 400 ha 

5. Pengubahan BKB menjadi Saluran Utama Karang 

Drain 

6. Penggabungan saluran Grogol dengan Karang Drain 

Jumlah 

 

1.000 

5.850 

60 

3.200 

650 

 

40 

 

11.420 

IV. JAKARTA BARAT BAGIAN LUAR 

1. Drainage dan pengendalian banjir daerah 

Cengkareng 

2. Drainage dan pengendalian banjir daerah Kebon 

Jeruk 

Jumlah 

 

2.500 

 

3.000 

 

5.500 

Jumlah Keseluruhan 44.300 
 

Sumber: Rencana Besar Pengendalian Banjir di Ibukota yang Belum Terlaksana, dalam Restu 

Gunawan, “Gagalnya Sistem Kanal: Pengendalian Banjir Jakarta dari Masa ke Masa”, 

2010, hlm. 294-295. 
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3. Periode 1985-1999 

Pada tahun 1984 Gubernur DKI R. Soeprapto menerbitkan Perda Nomor 5 

Tahun 1984, tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) DKI Jakarta. Perda ini 

disahkan sebagai landasan dan pedoman pelaksanaan pembangunan Jakarta untuk 

jangka waktu 20 tahun, hingga tahun 2005. Kebijakan pengendalian banjir dan 

drainase menurut Perda Nomor 5 Tahun 1984
5
 adalah sebagai berikut: 

a. Melanjutkan program pengendalian banjir untuk melindungi daerah kota yang 

sudah terbangun terhadap banjir periode 100 tahun. Sedangkan untuk Wilayah 

Pembangunan (WP) Barat Laut dan WP Timur Laut dikembangkan 

pengendalian banjir untuk periode 10-25 tahun. 

b. Mengendalikan pembangunan di WP Selatan untuk tidak menambah beban 

banjir di daerah hilir (WP Pusat dan WP Utara). 

c. Mempercepat pembangunan dam Depok, khususnya untuk melindungi WP 

Utara dan WP Pusat dari banjir periode 100 tahun. 

d. Mengembangkan fungsi situ-situ di daerah hulu sungai sebagai alat 

pengendali banjir. 

e. Memperbaiki pintu-pintu air penggelontor pada sistem makro.  

f. Meningkatkan koordinasi dengan instansi yang bersangkutan, dalam rangka 

memelihara kebersihan sungai-sungai dari kotoran sampah rumah tangga dan 

buangan industri.  

Pada masa ini juga ditetapkan kesepakatan bersama untuk membagi tanggung 

jawab atas semua sarana pengendalian banjir. Meskipun dalam pelaksanaannya masih 

                                                 
5
 A.R. Soehoed, Op.Cit., hlm. 80-84. 
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perlu waktu dan persiapan matang. Departemen Pekerjaan Umum (PU) yang 

membangun sebagian besar prasarana pengendali banjir. Tugas Departemen PU 

adalah membangun dan bukan memelihara apa yang sudah dibangun itu. Di pihak 

lain, DKI Jakarta yang bertugas memelihara semua prasarana pengendali banjir.
6
 

Soehoed menjelaskan: 

Pada tahun 1996, ketika Jakarta dilanda banjir cukup besar, Presiden Soeharto 

memerintahkan aparatnya untuk melihat kembali penggunaan lahan di kawasan 

Puncak, Bogor. Kemudian pada tahun 1997, pemerintah pusat mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional. Dalam PP itu wilayah Bogor-Puncak-Cianjur dikategorikan sebagai 

kawasan yang bernilai strategis dan butuh penanganan khusus. Hal ini karena 

kawasan ini sebagai pemberi perlindungan wilayah yang berada di bawahnya yakni 

daerah Tangerang dan DKI Jakarta.
7
 

 

Soehoed pun menjelaskan pada tahun 1997, atas permintaan Departemen PU, 

Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperatioan Agency (JICA) 

melakukan studi pengendalian banjir dengan wilayah yang lebih luas. Bahkan 

wilayah penelitiannya sampai melampaui batas-batas administratif DKI Jakarta. Studi 

yang dilakukan tim JICA menghasilkan The Study in Comprehensive River Water 

Management Plan in Jabodetabek pada bulan Maret 1997. Hasil studi ini kemudian 

dikenal dengan sebutan Master Plan 1997.
8
 

Dalam Master Plan 1997, kunci penanggulangan banjir di bagian barat 

Jakarta bertumpu pada Banjir Kanal Barat (BKB) dan Cengkareng Drain, sehingga 

diusulkan untuk memperbaiki BKB. Caranya yakni dengan melakukan pengerukan 

lumpur, pelebaran saluran, perbaikan dan pembangunan jembatan serta perbaikan 

saluran drainase yang terkait. Prinsip dasar Master Plan 1997 adalah (1) membagi 

                                                 
6
 Lihat Kesepakatan Bersama Dirjen Pengairan Departemen PU dan Pemda DKI Jakarta (1994). 

7
 A.R. Soehoed, Op.Cit., hlm. 82. 

8
 Ibid., hlm. 96. 
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wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane menjadi delapan sub-satuan wilayah sungai, (2) 

Mengacu pada Master Plan 1973 tetapi dimensi sungai/saluran disesuaikan dengan 

hasil perhitungan terbaru, (3) pengalihan sebagian debit banjir Sungai Ciliwung ke 

Sungai Cisadane melalui pembangunan terowongan.
9
 

Tabel II.2 

Rencana Induk Pengendalian Banjir 1997 

 

No. Sistem Sungai Desain 

Skala (th) 

Area Tangkapan 

Air (km
2
) 

Debit Rencana 

(m
3
/detik) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

8. 

Cidurian 

Cimanceuri 

Cirarab 

Cisadane 

Cengkareng Floodway 

- Cengkareng Floodway 

- Kanal Mookervart 

- Angke 

- Pesanggrahan 

- Grogol 

Banjir Kanal Barat 

- Banjir Kanal Barat 

- Ciliwung 

- Krukut 

Banjir Kanal Timur 

- Banjir Kanal Timur 

- Cipinang 

- Sunter 

- Buaran 

- Jatikramat 

- Cakung 

Cikarang-Bekasi-Laut Floodway 

- CBL Floodway 

- Bekasi 

- Cisadane 

- Cikarang 

- Lembahabang 

25 

25 

25 

50 

 

100 

25 

100 

100 

25 

 

100 

100 

25 

 

100 

25 

25 

25 

25 

25 

 

50 

50 

25 

25 

25 

596 

415 

147 

1.248 

 

459 

67 

224 

137 

30 

 

421 

337 

84 

 

207 

50,5 

73,1 

13,0 

16,5 

34,5 

 

877 

389 

135 

216 

121 

650 

290 

75 

1.900 

 

510 

125 

160 

290 

85 

 

450 

410 

135 

 

370 

85 

105 

50 

45 

60 

 

780 

590 

130 

210 

55 

Sumber: The Study in Comprehensive River Water Management Plan in Jabodetabek, Master Plan 

1997. 

 

 

 

 

                                                 
9
 A.R. Soehoed Ibid.,  hlm. 89-90.   
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4. Periode 1999 sampai sekarang 

Dalam Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999, tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2010, kebijakan pengendalian banjir diuraikan sebagai 

berikut. Pertama, peningkatan kapasitas dan daya tampung prasarana pengendalian 

banjir 100 tahunan. Untuk BKB menjadi 500 m
3
/detik, peningkatan daya tampung 

Cengkareng Drain menjadi 510 m
3
.detik, dan pembangunan saluran penghubung 

sungai Sunter-Cakung dengan kapasitas 220 m
3
/detik. Kemudian juga dimulainya 

pelaksanaan Banjir Kanal Timur (BKT) dengan kapasitas 370 m
3
/detik serta 

optimalisasi dan normalisasi 13 sungai utama serta pengembangan sistem polder pada 

kawasan rendah.
10

 

Langkah kedua yakni penataan kembali kawasan sempadan sungai bebas dari 

bangunan dan menjadikan sungai sebagai bagian dari halaman depan (front yard). 

Ketiga, peningkatan kapasitas saluran makro, sub-makro, saluran mikro, dan lokasi 

penampungan air yang ada melalui pengerukan secara berkala. Terakhir yakni 

pembangunan dan pengembalian fungsi situ-situ dan waduk sebagai tempat 

penampungan air. 

Prinsip pengendalian banjir di DKI Jakarta pada periode ini juga dijelaskan 

oleh Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso pada saat itu. Menurut Sutiyoso prinsip 

pengendalian banjir di wilayah DKI Jakarta adalah sebagai berikut.
11

 Pertama, Aliran 

air yang terjadi akibat hujan di bagian hulu (daerah Bogor dan sekitarnya) akan 

mengalir ke DKI Jakarta melalui sungai-sungai. Sebelum aliran sungai itu melalui 

                                                 
10

 Team Mirah Sakethi, Mengapa Jakarta Banjir: Pengendalian Banjir Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta, Jakarta:PT Mirah Sakethi, 2010, hlm. 39-40. 
11

 Rubrik Fokus dalam Kompas, 10 Februari 2007, hlm. 32-36. 
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sungai di wilayah Tengah Jakarta, ia dialihkan ke saluran banjir yakni kanal, agar bisa 

langsung mengalir ke laut. Kedua, di bagian Selatan wilayah Jakarta dengan 

permukaan yang cukup tinggi, air dialirkan secara gravitasi melalui saluran-saluran 

mikro (drainase) dan makro (sungai) ke laut. Ketiga, daerah rendah di bagian pantai 

utara (pantura) di mana pengaliran ke laut secara gravitasi tidak mungkin, harus 

dengan sistem polder yaitu waduk dan pompa. Debit banjir itu ditampung di dalam 

waduk-waduk terlebih dahulu, dan selanjutnya baru dibuang ke laut dengan 

menggunakan pompa-pompanya. 

Pada awal 2002 banjir besar melanda DKI Jakarta lagi. Banjir yang terjadi 

pada awal Februari 2002, melanda lima wilayah DKI Jakarta dengan jumlah 

pengungsi 97.380 kepala keluarga, mencakup 365.435 jiwa dan 32 orang meninggal. 

Banjir awal tahun 2002 itu dinilai merupakan banjir terparah dan terluas yang pernah 

melanda Jakarta.
12

 Kemudian menurut Sawarender “pada bulan Maret 2002, 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengadakan lokakarya 

nasional untu penanggulangan banjir di Indonesia.”
13

 Lokakarya tersebut 

menghasilkan kesimpulan terkait dengan pendekatan baru dalam penanganan banjir 

yaitu: 

a. Rencana Tata Ruang Wilayah harus ditegakkan dan memperhatikan prinsip 

pengelolaah wilayah sungai dengan pendekatan holistik dengan membentuk 

forum komunikasi stakeholder/Dewan Sumber Daya Air Daerah. 

                                                 
12

 Lihat laporan Perkiraan Kerusakan dan Kerugian Pasca Banjir Awal Februari 2002 di Jabotabek, 

Bapennas, 2007. 
13

 Sawarender, Sistem Polder & Tanggul Laut: Penanganan Banjir Secara Madani, Yogyakarta: 

ILWI, 2010, hlm. 7. 
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b. Penanggulangan banjir harus menggunakan strategi “one river basin, one 

integrated plan, and one management coordination” sehingga penanganannya 

harus dilakukan dari hulu hingga hilir yang mencakup penyediaan konstruksi 

prasarana pengendalian banjir. 

c. Pengembangan sistem peringatan dini mutlak harus dikembangkan untuk 

mengeliminasi dampak kerugian banjir.  

d. Pengembangan sistem insentif-disinsentif antar daerah atau masyarakat hulu-

hilir dengan menggunakan instrumen valuasi lingkungan. 

e. Sistem mobilisasi dana masyarakat yang dikelola secara transparan untuk 

penanggulangan banjir perlu dikembangkan dengan mengoptimalkan social 

capital di samping economic capital. 

f. Reformulasi kebijakan nasional penanggulangan banjir dengan menggunakan 

rencana tata ruang sebagai payung seluruh sektor. 

g. Pemerintah harus didorong agar mampu mengelola daerah aliran sungai 

(DAS) yang dapat dimulai dari pengembangan basis data DAS dan profil 

masyarakat terkait. 

Pada tahun 2007 Jakarta kembali dilanda banjir besar. Banjir 2007 ini seakan 

menjadi bukti siklus lima tahunan bagi para warga Jakarta. Pada bulan Maret 2007, 

dibuat Rancangan Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Penanganan 

Masalah Banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur 

(Jabodetabekjur). Dalam lampiran Rancangan Instruksi Presiden tersebut terdapat 

Rekapitulasi Rencana Aksi Penanganan Masalah Banjir di Jabodetabekjur tahun 
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2007-2009. Salah satu kegiatannya adalah percepatan pembangunan Banjir Kanal 

Timur (BKT).
14

  

Tabel II.3 

Upaya Pengendalian Banjir di DKI Jakarta 

 

Periode Upaya Pengendalian Keterangan 

Batavia, masa Hindia 

Belanda 

Rencana Van Breen 

(Februari 1918) 
- Inti dari rencana van Breen adalah 

pembangunan terusan yang dibuat 

dengan posisi melintang, memotong 

alur sungai yang melintasi Batavia.  

- Substansi konsep van Breen adalah 

mengendalikan aliran air dari hulu 

sungai, membatasi volume air masuk 

kota untuk menampung limpahan air, 

dan selanjutnya dialirkan ke laut 

melalui tepi barat kota. 

Periode 1965-1985 Masterplan for 

Drainage and Flood 

Control of Jakarta 

atau Rencana Induk 

1973 (selesai dibuat 

pada bulan Desember 

1973)  

- Memotong aliran sungai, melalui 

pembangunan saluran Banjir Kanal 

Barat (BKB) dan Banjir Kanal Timur 

(BKT). 

- Drainase utama. 

- Polder. 

 

Periode 1985-1999 Master Plan 1997 Dalam Master Plan 1997, kunci 

penanggulangan banjir di bagian Barat 

Jakarta bertumpu pada Banjir Kanal Barat 

(BKB) dan Cengkareng Drain. 

Periode 1999-

sekarang 
- Rencana Tata 

Ruang Wilayah 

(RTRW) DKI 

Jakarta 2010. 

- Rancangan 

Instruksi Presiden 

(Rekapitulasi 

Rencana Aksi 

Penanganan 

Masalah Banjir di 

Jabodetabekjur) 

tahun 2007-2009. 

- Pembangunan 

Banjir Kanal Timur 

(BKT). 

 

- Peningkatan kapasitas dan daya 

tampung prasarana pengendalian banjir. 

- Penataan kembali kawasan sempadan 

sungai bebas dari bangunan dan 

menjadikan sungai sebagai bagian dari 

halaman depan (front yard).  

- Peningkatan kapasitas saluran makro, 

sub-makro, saluran mikro, dan lokasi 

penampungan air yang ada melalui 

pengerukan secara berkala.  

- Pembangunan dan pengembalian fungsi 

situ-situ dan waduk sebagai tempat 

penampungan air. 

- Percepatan pembangunan BKT. 

 

Sumber: Dirangkum dari Pengelompokkan Upaya Pengendalian Banjir dalam Empat Periode. 

                                                 
14

 “Empat Program Pengelolaan Banjir”, dalam Kompas, 14 Februari 2007. 
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2.2 Kondisi Daerah Kelurahan Cipinang Muara 

Disini akan dipaparkan mengenai profil atau setting sosial ekonomi dari 

Kelurahan Cipinang Muara. Profil Cipinang Muara yang merupakan salah satu 

wilayah yang dilalui dalam pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) dan perlu 

diketahui karena cukup penting. Pengetahuan mengenai profil Kelurahan Cipinang 

Muara akan memberikan kerangka besar kepada kita dalam melihat ruang dan setting 

sosial ekonomi dalam pembangunan BKT nantinya. Gambaran umum Kelurahan 

Cipinang Muara akan dilihat dalam konteks geografis, administratif, demografi, serta 

struktur sosial ekonomi secara umum. 

 

2.2.1 Keadaan Geografis, Administratif, dan Sosial Ekonomi Pemerintah 

Kelurahan Cipinang Muara 

Kelurahan Cipinang Muara merupakan salah satu dari 65 kelurahah yang ada 

dalam wilayah Kotamadya Jakarta Timur. Kelurahan Cipinang Muara termasuk 

dalam wilayah koordinasi Pemerintah Kecamatan Jatinegara. Kelurahan Cipinang 

Muara dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi DKI 

Jakarta Nomor 1251 Tahun 1986 tentang Pemecahan, Penggabungan dan Perubahan 

Batas-Batas Wilayah. Berdasarkan peraturan tersebut, maka luas wilayah Kelurahan 

Cipinang Muara ± 289,50 Ha. Secara administratif dan geografis Kelurahan Pluit 

memiliki batas wilayah sebagai berikut. Batas wilayah sebelah Utara yakni rel kereta 

api, Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung, sementara sebelah Selatan adalah 

Kali Malang, Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar. Batas wilayah 
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sebelah Barat yakni Jalan Cipinang Jaya, Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan 

Jatinegara, dan batas sebelah Timur adalah Sepanjang Kali Sunter. 

Kelurahan Cipinang Muara yang mempunyai luas wilayah ± 289,50 Hektar, 

sebagian besar status tanahnya merupakan tanah hak milik sedangkan tanah negara 

hanya sebagian kecil yang terdapat di lingkungan RW 06. Berdasarkan data yang 

terdapat dalam Laporan Hasil Pembinaan dan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan 

Cipinang Muara (Desember 2010), jenis tanah hak milik di daerah Cipinang Muara 

seluas 283,62 Ha dan tanah wakaf yakni seluas 1,29 Ha. Sementara itu luas tanah 

negara yakni 3,59 Ha. Kemudian juga tanah yang terdapat di Cipinang Muara 

diklasifikasi berdasarkan status peruntukannya. Status tanah menurut peruntukannya 

dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel II.4 

Status Peruntukan Tanah di Kelurahan Cipinang Muara 

 

No. Peruntukan Tanah Luas (Ha) Keterangan 

1. Perumahan 256,02 - 

2. Industri - - 

3. Fasilitas Umum 13,02 - 

4. Pemakaman 1,16 Terletak di RW 05 

5. Lain-lain 18,29 - 

Jumlah 289,50  

Sumber: Laporan Hasil Pembinaan dan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Cipinang Muara, Desember 

2010. 

 

Data di atas menunjukkan sebagian besar peruntukan tanah di wilayah 

Kelurahan Cipinang Muara adalah pemukiman penduduk. Tanah tersebut status 

kepemilikannya berupa girik, BTP, dan Sertifikat. Di wilayah Cipinang Muara tidak 

ada daerah industri yang ada hanya merupakan usaha-usaha perumahan (UKM). 

Sementara itu tanah yang digunakan untuk fasilitas umum yang terdapat di wilayah 
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Cipinang berwujud seperti Banjir Kanal Timur (BKT), taman, lapangan olahraga, dan 

lainnya. Kemudian untuk tanah pemakan letaknya terdapat di RW 05. Wilayah tanah 

pemakaman dan sekitarnya ini di kalangan masyarakat disebut dengan wilayah kober 

atau singkatan dari kuburan bersama
15

.  Pada dasarnya peruntukan tanah di wilayah 

Cipinang Muara ini cukup beragam dan memiliki fungsi masing-masing. Dan 

peruntukkan tanah ini mengalami perkembangan dari tahun sebelumnya. Hal ini 

biasanya berlandaskan karena kepentingan ekonomi serta kebutuhan masyarakat itu 

sendiri. 

Tabel II.5 

Banyaknya RT/RW di Kelurahan Cipinang Muara 

 

No. RW Jumlah RT Nama Ketua RW 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

011 

012 

013 

014 

015 

016 

15 

18 

18 

15 

8 

16 

8 

14 

6 

15 

8 

6 

12 

9 

13 

7 

Yos Sumarno 

Sidik Purnomo 

H. M. Abdullah 

Drs. H. Sardiono, MM 

H. Jamalludin 

Anang Mulyana 

Suyanto 

Sutoyo, SH 

H.G. Koesnanto 

H. Saksono 

Ir. H. Sudarsono 

Drs. E. Karnadi 

Marulloh, SH 

Ir. H. Puwanto AS. 

Drs. H. Sulaiman, M.Si. 

Suprihodo 

Jumlah 188  
Sumber: Laporan Hasil Pembinaan dan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Cipinang Muara, Desember 

2010. 

 

Wilayah Cipinang Muara yang berada dalam naungan administratif 

Kecamatan Jatinegara dan Kotamadya Jakarta Timur terbagi dalam 16 Rukun Warga 

                                                 
15

 Kuburan merupakan tempat di mana jenazah orang Islam dimakamkan. Pemakaman kober di 

wilayah Cipinang Muara ini sebagian besar diperuntukan untuk jenazah kaum agama Islam. 
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(RW) dan 188 Rukun Tetangga (RT). Dalam konteks pembangunan BKT, terdapat 

dua RW yang terkena ruang pembangunan BKT wilayah Cipinang Muara ini. Kedua 

RW itu yakni RW 02 dan 014. Kedua RW tersebut letaknya cukup berdekatan dan 

merupakan jalur dalam blue print pembangunan BKT DKI Jakarta. Sekarang di 

wilayah kedua RW tersebut telah dibangun BKT sebagai program penanggulangan 

banjir di wilayah DKI Jakarta. 

 

A. Kondisi Demografis 

Berdasarkan Laporan Kelurahan Cipinang Muara, Desember 2010, Kelurahan 

Cipinang Muara memiliki jumlah penduduk sebesar 63.552 jiwa, dengan rincian 

yakni 30.510 jiwa laki-laki dan 33.042 jiwa perempuan. Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta 2001 jumlah penduduk Cipinang Muara yakni 

sebesar 58.659 jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk disebabkan antara lain yakni 

kegiatan urbanisasi masyarakat ke daerah Cipinang Muara serta berdirinya banyak 

kontrakan yang membuka ruang tempat tinggal baru bagi para pendatang.
16

 

Sementara itu jika melihat dari angka kepadatan penduduknya, Kelurahan Cipinang 

Muara memiliki kepadatan penduduk yakni 2195 jiwa/km
2
.  

Tabel II.6 menunjukkan bagaimana sebaran penduduk di wilayah Kelurahan 

Cipinang Muara berdasarkan lingkup RW yang ada di daerah ini. Data tersebut 

menunjukkan bagaimana sebaran penduduk tersebar cukup merata. Penduduk 

jumlahnya cukup seragam dan tidak ada perbedaan yang tajam. Beberapa RW 

memang memiliki jumlah penduduk yang sedikit akan tetapi ini lebih disebabkan 
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 Hasil wawancara dengan Ibu Ida (warga RW 015 dan guru SMP), tanggal 9 Februari 2011. 
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karena luas dari lingkup RW tersebut yang memang lebih kecil. Komposisi jumlah 

penduduk terbanyak ada di daerah RW 01. Rukun Warga ini letaknya berdekatan 

dengan Kelurahan Cipinang Muara. 

Tabel II.6 

Banyaknya Penduduk di Tiap RW di Wilayah Kelurahan Cipinang Muara 

 

No RW 
Jumlah Penduduk 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 001 3.460 3.520 6.980 

2 002 1.733 1.632 3.365 

3 003 3.360 3.426 6.786 

4 004 3.100 3.225 6.325 

5 005 1.390 1.424 2.814 

6 006 2.805 2.900 5.705 

7 007 1.112 1.031 2.143 

8 008 2.215 2.362 4.577 

9 009 524 615 1.139 

10 010 1.177 1.591 2.768 

11 011 2.100 2.150 4.250 

12 012 610 711 1.321 

13 013 2.504 2.653 5.157 

14 014 1.800 2.500 4.300 

15 015 2.015 2.600 4.615 

16 016 605 702 1.307 

Jumlah  30.510 33.042 63.552 
Sumber: Laporan Hasil Pembinaan dan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Cipinang Muara, Desember 

2010. 

 

Dilihat dari segi jenis kelamin, penduduk kelurahan Cipinang Muara pada 

Desember 2010 yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 30.510 jiwa laki-laki 

sementara yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 33.042 jiwa perempuan. Data 

tersebut dapat menunjukkan bahwa perbandingan rasio jenis kelamin
17

 yakni sebesar 

92. Artinya setiap 100 penduduk perempuan ada 92 penduduk laki-laki. Kemudian 

berdasarkan Laporan Kelurahan Cipinang Muara pada Desember 2010, penduduk 

                                                 
17

 Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah 

penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. 
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kelurahan Cipinang Muara yang berumur 0-19 tahun sebanyak 27.652 jiwa 29 persen, 

sedang yang berumur 20-59 tahun berjumlah 34.416 jiwa 58 persen. Sementara yang 

berumur 60 tahun ke atas sebesar 1.452 jiwa13 persen. Sebesar 99,9 persen penduduk 

Cipinang Muara merupakan Warga Negara Indonesia Asli, sementara 0,1 persen 

adalah Warga Negara Asing (WNA). Sementara itu jumlah Kepala Keluarga (KK) 

yang terdapat di wilayah Cipinang Muara yakni sebanyak 14.775 KK. Di mana 

jumlah Kepala Keluarga terbanyak yakni di RW 003 dengan jumlah 1.502 KK.  

Bagan II.1 

Sebaran Penduduk Cipinang Muara Berdasarkan Usia 

 

                     
Sumber: Diolah dari Laporan Hasil Pembinaan dan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Cipinang 

Muara, Desember 2010. 

 

B.  Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat Cipinang Muara 

Dinamika atau perkembangan penduduk Cipinang Muara terlihat cukup 

tinggi. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh derasnya arus urbanisasi serta proses 

pembangunan di wilayah ini. Tingginya dinamika pembangunan membawa dampak 

tersendiri bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah ini. Dampak tersebut 

mempengaruhi suatu tatanan sosial ekonomi dari suatu komunitas. Dalam bagian ini 

akan dipaparkan mengenai bagaimana tatanan atau struktur sosial ekonomi 

43% 

54% 

3% 0-19 Tahun (usia
anak-anak dan
remaja)
20-59 Tahun (usia
produktif)

60 Tahun ke atas
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masyarakat Cipinang Muara. Dimensi dalam melihat struktur sosial ekonomi yakni 

pekerjaan, pendidikan, dan sosial budaya. 

Lingkup pekerjaan di Kelurahan Cipinang Muara cukup bervariasi. Hal ini 

karena pesatnya pembangunan yang ada di daerah ini serta penduduk yang semakin 

heterogen melatar belakanginya. Sebagian besar masyarakat Cipinang Muara bekerja 

sebagai karyawan, baik itu karyawan pemerintah maupun swasta. Masuk juga dalam 

ranah tersebut yakni TNI dan polisi. Hal ini salah satunya disebabkan karena wilayah 

Cipinang Muara pada dasarnya sekarang berkembang menjadi tempat pemukiman 

para karyawan yang tempat kerjanya berada di wilayah ini (Jakarta). Beberapa warga 

Cipinang Muara juga ada yang bekerja sebagai pedagang. Hal ini karena beberapa 

rumah mengembangkan fungsinya sebagai warung karena melihat potensi 

ekonominya yang cukup besar dan strategis bagi beberapa kalangan. Secara jelas, 

struktur pekerjaan masyarakat Cipinang Muara dapat dilihat dalam tabel II.7. 

Dari tabel II.7 kita dapat melihat bagaimana sebanyak 35 persen masyarakat 

Cipinang Muara  bekerja sebagai pegawai, baik itu pegawai negeri maupun swasta. 

Kemudian disusul kemudian yakni sektor perdagangan sebagai basis ekonomi 

masyarakat kedua terbanyak. Ini dapat kita lihat bagaimana di daerah Cipinang 

Muara cukup banyak pertokoan yang ada. Mulai dari sektor kuliner, elektronik, jasa, 

dan sebagainya dapat dijumpai dengan sistem sebaran berdasarkan strategis dan 

kecocokan tempat. Tabel II.7 juga memperlihatkan bagaimana ranah pekerjaan masih 

didominasi oleh laki-laki. Hampir semua sektor pekerjaan jumlah laki-laki lebih 

banyak dari pada perempuan. Meskipun demikian ternyata selisih jumlahnya tidak 
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jauh berbeda dari jumlah laki-laki yang bekerja. Ini menandakan bahwa posisi 

perempuan dalam ranah publik (kerja) cukup tinggi.  

Tabel II.7 

Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Cipinang Muara 

 

 

No 
Pekerjaan 

Jumlah Penduduk 

Laki-

laki 

Perempuan Jumlah 

1 Karyawan 

Swasta/Pemerintah/TNI 

11.957 10.267 22.224 

2 Pedagang/ wiraswasta 3.416 2.934 6.350 

3 Buruh Tani - - - 

4 Pensiun 1.025 880 1.905 

5 Pertukangan 683 587 1.270 

6 Pengangguran 4.441 3.814 8.255 

7 Fakir Miskin 2.391 2.053 4.445 

8 Lain-lain 10.249 8.801 19.049 
Sumber: Laporan Hasil Pembinaan dan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Cipinang Muara, Desember 

2010. 

 

Kemudian yang menjadi perhatian yakni bagaimana di wilayah Cipinang 

Muara ini angka pengangguran masih cukup banyak. Tentu ini menjadi satu masalah 

sosial tersendiri bagi warga serta pemerintah setempat khususnya. Meskipun belum 

ada data kualitatif yang menjelaskan ini tapi tetap perlu upaya dari berbagai kalangan 

untuk menanggulangi permasalahan ini semua. Pemerintah Kelurahan Cipinang 

Muara pada dasarnya telah memberikan pembinaan guna mengatasi masalah ini. 

Salah satunya yakni pengadaan pelatihan Usaha Ekonomi Lemah yang didanai dari 

dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kelurahan Cipinang 

Muara dengan kerja sama Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) DKI Jakarta. 

Dalam menunjang kegiatan perekonomian di wilayah Cipinang Muara, sarana 

prasarana memiliki peran penting sebagai faktor pendorong. Selain itu infrastruktur 

juga memegang peranan dalam mempermudah roda perekonomian suatu wilayah. 
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Dalam mendukung hal itu semua daerah Cipinang Muara mencoba membangun 

sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan Laporan Pembinaan dan Kegiatan 

Kelurahan Cipinang Muara, Desember 2010, sarana dan prasarana yang terdapat di 

wilayah ini meliputi: Pertama, sarana ekonomi, antara lain ritel market (12 buah), 

warung/toko (191 buah), Grosir/Agen (6 buah), Motel (3 buah). Kedua, prasarana 

Jalan, yang meliputi: Jalan Protokol sepanjang 4,5 km; Jalan Ekonomi sepanjang 3 

km, Jalan MHT sepanjang 0,7 km, dan Jalan setapak sepanjang 11,15 km. Sementara 

sarana transportasi atau angkutan jalan yang ada yakni 15 buah Mini Bus/Metro, 7 

truk, 8 Mikrolet, 375 mobil pribadi, dan 532 sepeda motor. Di daerah ini juga 

dilengkapi sarana moneter yakni pelayanan Bank. Hal ini dalam rangka menunjang 

sarana peningkatan kegiatan ekonomi serta fasilitas warga dalam mengembangkan 

minat menabung di wilayah Kelurahan Cipinang Muara. Adapun banyaknya sarana 

Perbankan di Kelurahan Cipinang Muara saat ini berjumlah 5 unit.  

Tabel II.8 

Sarana Umum Yang Ada di Wilayah Cipinang Muara 

 

No. Jenis Sarana Jumlah Keterangan 

1 Puskesmas 1 Rw 015 

2 KUA 1 RW 05 

3 Balai Pemasyarakatan 1 RW 02 

4 Pos Keamanan 86 - 

5 SPBU 3 - 

6 Gedung Pemerintah 3 - 

7 Gedung Swasta 5 - 

8 Gedung Pertemuan 1 RW 015 

9 Taman 5 - 

Jumlah 96  
Sumber: Diolah dari Laporan Hasil Pembinaan dan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Cipinang 

Muara, Desember 2010. 
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Sementara itu berdasarkan tingkat pendidikannya, masyarakat Cipinang 

Muara yang menyelesaikan wajib pendidikan dasar 9 tahun jumlahnya masih 

tergolong sudah cukup banyak. Meskipun demikian masih ada ternyata warga 

masyarakat Cipinang Muara yang tidak memiliki tingkat pendidikan formal sama 

sekali. Data kelurahan Cipinang Muara Desember 2010 menunjukkan sebanyak 4.445 

jiwa masyarakat Cipinang Muara tidak tamat sd. Sementara 13.969 jiwa tamatan SD, 

15.874 jiwa tamatan SMP, 17.144  jiwa tamatan SMA, dan 5.080 jiwa tamatan 

akademi atau perguruan tinggi. Secara jelas, tingkat pendidikan masyarakat Cipinang 

Muara dapat dilihat dalam tabel II.9. 

Tabel II.9 memperlihatkan bagaimana rata-rata tingkat pendidikan masyarakat 

Kelurahan Cipinang Muara yakni tamat SMA. Masyarakat yang berhasil 

menuntaskan program wajib belajar 9 tahun sebanyak kurang lebih 60 persen. 

Sementara itu yang melanjutkan ke jenjang akademi atau perguruan tinggi hanya 

sekitar 8 persen saja. Di lingkungan Cipinang Muara sendiri telah tersedia fasilitas 

pendidikan yang cukup banyak. Fasilitas pendidikan yang ada di wilayah Kelurahan 

Pluit meliputi gedung SD sebanyak 19 unit, gedung SMP 5 unit, dan gedung SMU 

berjumlah 4 unit. Di wilayah Cipinang Muara juga terdapat pendidikan sektor non 

formal berupa kursus kejuruan/keterampilan serta Taman Kanak-Kanak (TK). Jumlah 

lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak di wilayah Pluit yaitu 15 buah. Sedangkan 

lembaga keterampilan atau kursus yang ada jumlahnya belum diketahui. Jenis 

keterampilan atau kursus yang ada antara lain yakni bahasa inggris, montir mobil, 

komputer, kecantikan, elektronik, dan lain-lain. 
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Tabel II.9 

Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Cipinang Muara  

 

No Tingkat Pendidikan 
Jumlah Penduduk 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Tidak Sekolah 3.758 3.227 6.985 

2 Tidak Tamat SD 2.391 2.053 4.445 

3 Tamat SD 7.516 6.454 13.969 

4 Tamat SMP 8.541 7.334 15.874 

5 Tamat SMA 9.224 7.920 17.144 

6 Tamat Akademi/ PT 2.733 2.347 5.080 

Jumlah 34.163 29.335 63.498 
Sumber: Laporan Hasil Pembinaan dan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Cipinang Muara, Desember 

2010. 

 

Sementara itu berdasarkan data Kelurahan Cipinang Muara penduduk wilayah 

ini terdiri dari beberapa etnis atau suku. Etnis yang terbanyak di daerah Cipinang 

Muara yakni etnis Betawi sebesar 27 persen. Sementara itu ada juga etnis Jawa yang 

persentase jumlahnya sama yakni sebesar 23 persen. Ada juga etnis Sunda sejumlah 

14 persen, etnis Padang 8 persen dan berbagai etnis yang lainnya sebesar kurang lebih 

23 persen. Etnis itu antara lain etnis Madura, Bugis, Batak, Cirebon, Banten, Cina 

dan lainnya. Etnis Betawi merupakan etnis penduduk asli Cipinang Muara.
18

 

Kemudian datang para pendatang yang awalnya kebanyakan dari daerah Jawa. 

Pendatang ini jumlahnya hampir sama dengan penduduk asli dalam 

perkembangannya. 

Struktur agama di wilayah Cipinang Muara terlihat cukup adanya mayoritas 

salah satu pemeluk agama. Secara komposisi jumlah pemeluknya, agama Islam 

merupakan agama mayoritas di wilayah ini. Kemudian disusul oleh agama Kristen 

dan agama lainnya. Perbedaan jumlah pemeluk agama cukup tajam terutama Islam 
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 Hasil wawancara dengan Bapak H. Mahmud (tokoh masyarakat), tanggal 9 Februari 2011. 
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sangat besar jumlahnya. Hal ini didasari karena etnis asli yakni Betawi, di mana Islam 

menjadi agama utamanya. Selain itu juga ada warga Madura, Padang, dan lainnya 

yang kebanyakan memeluk agama Islam. Data Laporan Pembinaan dan Kegiatan 

Kelurahan Cipinang Muara tahun 2010 menunjukkan jumlah pemeluk agama dalam 

bagan berikut. 

Bagan II.2 

Komposisi Agama di Masyarakat Cipinang Muara 

 

                       
Sumber: Diolah dari Laporan Hasil Pembinaan dan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Cipinang 

Muara, Desember 2010. 

 

Dalam mendukung pelaksanaan ibadah para pemeluk agama di wilayah 

Cipinang Muara, dibangun beberapa tempat ibadah di wilayah ini. Dari data 

Kelurahan diketahui jumlah tempat peribadatan di wilayah Cipinang Muara dapat 

dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel II.10 

Sarana Peribadatan di Wilayah Cipinang Muara 

 

No. Sarana Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Masjid 

Musholla 

Gereja 

Klenteng 

Vihara/Kuil 

19 

31 

2 

- 

- 
Jumlah 52 

Sumber: Laporan Hasil Pembinaan dan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Cipinang Muara, Desember 

2010. 

95% 
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2.2.2 Banjir di Cipinang Muara 

Cipinang Muara merupakan salah satu wilayah di DKI Jakarta yang termasuk 

daerah rawan banjir. Jika ditinjau secara topografi daerah, beberapa wilayah Cipinang 

Muara memang memiliki topografi rendah. Banjir di wilayah Cipinang Muara sendiri 

memiliki sejarahnya sendiri. Pada awalnya daerah Cipinang Muara merupakan daerah 

yang sebagian besar merupakan rawa-rawa serta tanah lapang. Seiring kedatangan 

penduduk serta perkembangan sosial ekonomi, maka daerah ini kemudian semakin 

berkembang dengan diawali berdirinya pemukiman-pemukiman di daerah ini. Di 

awal tahun 1980-an wilayah Cipinang Muara tidak pernah terkena banjir. Hal ini 

karena wilayahnya yang masih terdapat banyak rawa dan lahan kosong juga 

dikarenakan aliran sungai cukup lancar sehingga debit air tidak melebihi kapasitas. 

“Bapak tinggal di sini dah lama mba, dah dari tahun 70-an lah kira-kira, orang tua Bapak 

emang udah asli sini, jadi wajar kalo di sini banyak etnis Betawi. Dulunya ya mba daerah sini 

rawa dan lahan kosong, Kali Muara itu masih sempit tapi airnya lancar, ga kaya sekarang 

banyak sampah. Air di kali itu berasal dari bogor, manggarai, dan tempat lain, nah kenapa 

daerah ini disebut muara, karena itu tadi,.. jadi muara aliran sungai.”
19

 

 

Dari wawancara tersebut ternyata didapatkan bahwa banjir belum menjadi 

masalah di daerah Cipinang Muara pada tahun 1960-1980 an yang lalu. Hal ini 

karena daerah masih berupa rawa dan lahan kosong. Ini menjadikan daerah resapan 

air menjadi cukup banyak dan potensi debit air dapat terkendali. Sementara itu di sisi 

lain juga aliran sungai masih lancar meskipun ruang sungainya tidak lebar. 

Mengalirnya sungai dengan lancar serta masih banyaknya daerah resapan air menjadi 

sebab mengapa daerah Cipinang Muara pada awalnya tidak terjadi banjir. Bapak H. 

Mahmud yang merupakan salah satu tokoh masyarakat yang cukup dihormati di 
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 Wawancara dengan Bapak H. Mahmud (tokoh masyarakat), tanggal 9 Februari 2011. 
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daerah ini juga menjelaskan bahwa jumlah penduduk masih sedikit dan masih 

didominasi penduduk asli yakni etnis Betawi. Hal ini berarti bahwa pemukiman juga 

masih jarang pada saat itu. 

Kemudian dalam perkembangannya wilayah Cipinang Muara mengalami 

perkembangan yang signifikan. Ini disebabkan salah satunya karena urbanisasi yang 

meningkat cukup tajam. Urbanisasi di wilayah Cipinang Muara berkembang pesat 

salah satu faktornya daerah ini dinilai cukup strategis letaknya di Jakarta. Ini sangat 

bernilai penting bagi para pekerja yang mendapatkan pekerjaan di wilayah sekitar 

Jakarta bahkan sampai penyangga Ibukota seperti Bekasi, Tangerang dan Bogor. 

Alhasil jumlah penduduk semakin meningkat terutama pada tahun 1990-an. 

Urbanisasi menyebabkan tuntutan akan fasilitas pemukiman atau perumahan 

meningkat. Maka berkembanglah daerah ini yang mulanya rawa dan lahan kosong 

menjadi lahan padat dengan pemukiman. Bahkan pada saat ini sudah jarang ditemui 

rawa dan lahan kosong karena telah berubah fungsi, baik bagi kebutuhan individu 

maupun menjadi fasilitas sosial. 

Seiring perkembangan wilayah Cipinang Muara maka masalah juga semakin 

berkembang pula. Banjir kemudian menjadi masalah yang berkembang cukup pesat 

pada tahun 2000-an. Pada tahun tersebut daerah Cipinang Muara banyak yang 

tergenang banjir. Banjir tahun 2002 sekurang-kurangnya terjadi di lima RW, yakni 

RW 05, 011, 013, 014, 015, dan 016. Pada tahun 2005 dan tahun 2007 daerah-daerah 

tersebut juga terkena banjir. Ketinggian banjir cukup beragam antar wilayah. Di RW 

05 waktu itu ketinggian banjir sekitar satu meter. Sementara di RW lain ketinggian 

banjir berkisar antara 1,5 sampai dengan 2 meter. Tingginya banjir di wilayah 
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tersebut karena RW tersebut letaknya berdekatan dengan Kali Cipinang. Sehingga 

ketinggian air sangat tinggi bahkan di beberapa tempat sampai menenggelamkan 

rumah-rumah yang ada. 

“Wah waktu itu tingginya 2 meter klo di sini (RW 015) mba, sekolahan (SMP 25) aja bukunya 

pada rusak,.. ijazah SD murid-murid beberapa ada yang rusak kerendem banjir. Tahun itu kan 

(tahun 2002) emang Jakarta lagi banjir gede-gedenya tapi klo menurut Ibu mah banjir gede 

karena kali Cipinang itu aja yg kebanyakan sampah.. Karena kebanyakan sampah, jadinya kali 

itu waktu itu jadi sempit dan dangkal, alirannya kaga ngalir.. beda kaya sekarang yang udah 

lebaran kalinya.”
20

  

 

Banjir di wilayah Cipinang Muara dilihat beberapa masyarakat sebagai siklus 

lima tahunan. Pada waktu tahun 2002 wilayah Cipinang Muara terkena banjir dan 

kemudian lima tahun berselang wilayah ini juga terkena banjir. Banjir yang terjadi di 

wilayah Cipinang Muara ini terjadi disebabkan salah satunya karena aliran sungai 

yang terhambat dan masih sempit. Kali Cipinang pada waktu tersebut fisiknya masih 

sempit selain itu sampah jumlahnya terbilang banyak di Kali Cipinang. Bahkan 

banyaknya sampah sampai membentuk suatu daratan sampah di ruang Kali Cipinang 

ini. Dampaknya ruang fisik yang semulanya sempit pada waktu itu menjadi semakin 

sempit. Sampah ini berasal dari masyarakat sekitar, bahkan tukang pengangkut 

sampah yang dipekerjakan pun terkadang membuang sampah dari gerobaknya ke 

Kali Cipinang pada waktu pagi hari (subuh).
21

 Inilah salah satu yang menyebabkan 

mengapa sampah menjadi semakin banyak dan Kali Cipinang menjadi sempit, kotor, 

dan aliran airnya tidak lancar. 

Secara umum, penyebab banjir di wilayah Cipinang Muara ini yakni 

disebabkan oleh timbunan sampah, keadaan kali Cipinang, serta kepadatan penduduk 
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 Wawancara dengan Ibu Ida (Warga RW 015 dan Guru SMP), tanggal 9 Februari 2011). 
21

 Hasil Wawancara dengan Ibu Ida (Warga RW 015 dan Guru SMP), tanggal 9 Februari 2011). 
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dan pemukiman yang semakin padat.
22

 Sampah seperti yang telah dijelaskan di atas 

menjadi permasalahan karena mengotori kali. Akan tetapi, di satu sisi ternyata 

sampah juga menjadi penyebab banjir karena menghambat saluran  atau drainase di 

wilayah Cipinang Muara ini. Beberapa drainase yang pada waktu itu tidak mengalir 

dengan lancar, disebabkan karena terhambat dari adanya sampah. Terhambatnya 

aliran drainase ini menyebabkan air melebihi kapasitas dan menjadi meluap ke luar 

ketika terjadi hujan yang lebat dan intensitasnya tinggi. Kemudian kali Cipinang juga 

menjadi masalah timbulnya banjir. Hal ini karena sungai tersebut tidak dapat 

menampung debit air pada waktu itu. Ini dikarenakan ruang fisik yang semakin 

sempit dan kotor dari adanya timbunan sampah. Terakhir, yakni kepadatan penduduk 

yang berimplikasi pada padatnya pemukiman. Bahkan beberapa daerah di pinggiran 

Kali Cipinang juga berdiri pemukiman yang semakin menambah beban dan 

permasalahan di Kali Cipinang. Padatnya pemukiman menjadikan daerah resapan air 

di wilayah Cipinang Muara menjadi sedikit. Akibatnya genangan air meningkat 

sementara aliran dan resapan air terhambat. 

Tidak semua daerah Cipinang Muara memang terkena banjir. Beberapa 

daerah tidak terkena banjir karena wilayahnya memiliki topografi yang tinggi serta 

jauh dari aliran sungai. Wilayah Cipinang Muara yang merupakan salah satu daerah 

yang rawan banjir terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) yang sangat rawan banjir. 

Untuk itulah perhatian dari pemerintah dan masyarakat setempat benar-benar sangat 

dibutuhkan. Ketika terjadi banjir biasanya pemerintah memberikan bantuan beberapa 

                                                 
22

 Hasil diskusi dengan Bapak H. Yacob (Kasi Pemerintahan Kelurahan Cipinang Muara, tanggal 11 

Februari 2011)  dan observasi penulis. 
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makanan serta penyediaan tempat pengungsian. Seperti ketika terjadi banjir tahun 

2002 dan 2007 di mana pemerintah kelurahan menyediakan bantuan makanan, perahu 

karet, dapur umum, serta tempat pengungsian. Selain itu solidaritas warga pun 

terbangun. Ini dilihat bagaimana warga memberikan bantuan sukarela baik itu tenaga 

maupun materi. Misalnya, bantuan tenaga masak, bantuan sembako, pembersihan 

pasca banjir, tempat pengungsian, dan lainnya. Wilayah Cipinang Muara yang rawan 

banjir ternyata pada dasarnya disebabkan oleh warganya sendiri, akan tetapi di satu 

sisi ketika banjir terjadi warga kembali memiliki kesadaran yang tinggi. 

“wilayah Cipinang Muara emang wilayah rawan banjir,.. yang termasuk wilayah rawan banjir 

adalah wilayah yang berada di RW 13, 14, 15, 16.. Kalo banjir datang, pihak kelurahan 

bekerja sama dengan RW, RT, Satkorlak, sama warga bareng-bareng mulai bikin tanggul 

pasir, dapur umum, dan menjaga ketertiban warga.”
23

 

 

Banjir yang terjadi di wilayah Cipinang Muara menjadi persoalan tersendiri. 

Kemudian pemerintah mencoba membangun program-program penanggulangan 

banjir pasca banjir tahun 2002 dan 2007 di wilayah Cipinang Muara ini. Beberapa 

program itu antara lain, program jumat bersih, pelebaran dan pengerukan Kali 

Cipinang, penertiban bantaran kali, penyuluhan warga akan lingkungan, dan 

pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) pada saat itu.
24

 Program-program ini telah 

berjalan sejak tahun 2002 dan 2007. Hasilnya beberapa saat ini banjir di wilayah 

Cipinang Muara telah menyusut hal ini disebabkan salah satunya kali Cipinang yang 

                                                 
23

 Wawancara dengan Bapak H. Yacob (Kasi Pemerintahan Kelurahan Cipinang Muara, tanggal 11 

Februari 2011). 
24

 Hasil wawancara dengan Bapak H. Yacob (Kasi Pemerintahan Kelurahan Cipinang Muara, tanggal 

11 Februari 2011). 
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telah lebar dan dalam, serta pemerintah kelurahan yang mengatakan karena pengaruh 

pembangunan BKT.  

Tabel II.11 

Perbandingan Keadaan Banjir di Wilayah Cipinang Muara 

 

Periode 

Tahun 

Banjir Daerah Ketinggian Penyebab Keterangan 

1990-an Tidak - - Aliran sungai lancar, 

daerah resapan masih 

cukup banyak. 

- 

2002 Banjir RW 05, 

11, 13, 14, 

15, 16 

± 1-3 meter Sampah, Aliran Sungai 

dan drainase terhambat, 

daerah resapan sedikit. 

- 

2007 Banjir RW 11, 

13, 14, 15, 

16 

± 1-2 meter Sampah, Aliran Sungai 

dan drainase terhambat, 

daerah resapan sedikit. 

RW 05 tidak 

terkena, Banjir 

tidak separah 

tahun 2002. 

2010 Tidak - - Pelebaran Kali 

Cipinang, pembangunan 

BKT. 

Masyarakat dan 

Pemerintah 

kelurahan 

menilai BKT 

mengurangi 

banjir. 

Sumber: Diolah dari Hasil observasi dan Wawancara Penulis, 2011. 
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BAB III 

DINAMIKA PEMBANGUNAN BANJIR KANAL TIMUR DI 

KELURAHAN CIPINANG MUARA 

 

3.1 Gambaran Umum Pembangunan Banjir Kanal Timur 

3.1.1 Rencana Pembangunan Banjir Kanal Timur 

  Kota Jakarta sejak dahulu dikenal sebagai daerah yang rawan terjadinya 

banjir. Hal ini dikarenakan antara lain karena memang topografi dari daerah Jakarta 

itu sendiri. Sebagian besar topografi daerah Jakarta merupakan dataran rendah. 

Jakarta memiliki topografi di sepanjang pantai dan selain itu daerah Jakarta juga 

diapit oleh berbagai kawasan sungai maupun muara sungai. Sungai-sungai itu antara 

lain Sungai Ciliwung, Cipinang, Sunter, Kalimalang, Angke, Grogol, Kramat Jati, 

dan lainnya. Daerah Jakarta pun kian masa terus mengalami penurunan topografi 

semakin rendah karena kemerosotan ekosistem yang misal karena penggunaan air 

tanah secara berlebihan. Bahkan di beberapa daerah di Jakarta memiliki ketinggian di 

bawah permukaan laut, seperti di daerah Muara Angke maupun Muara Baru.  

  Banyaknya sungai yang melintang di kota Jakarta juga didukung oleh curah 

hujan yang tinggi. Dampaknya seringkali terjadi luapan air sungai yang menyebabkan 

banjir. Ini semakin parah jika hujan dengan curah tinggi itu terjadi secara 

berkelanjutan atau sering. Selain masalah geografis Jakarta menjadi banjir juga terjadi 

karena aspek pembangunannya. Pembangunan daerah Jakarta yang kurang 

memperhatikan keseimbangan lingkungan menyebabkan banjir sering terjadi. Daerah 

resapan atau penampungan air semakin berkurang seiring dengan pesatnya 
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pembangunan Jakarta. Untuk itulah diperlukan suatu langkah pembangunan strategis 

pula untuk mengatasi problem di Jakarta ini.   

  Para ahli pembangunan sangat menekankan pentingnya sistem penangkapan 

air di Jakarta guna mengurangi masalah banjir yang sering terjadi. Sehingga yang 

relevan solusi yang ditawarkan yakni sistem Banjir Kanal Timur (BKT). Sistem BKT 

dipandang sebagai pasangan dari sistem Banjir Kanal Barat (BKB) yang berperan 

sebagai ruang penampungan air. Kedua sistem ini diharapkan dapat mencegah 

masuknya air melalui aliran sungai ke kota, disamping berbagai fungsi lainnya seperti 

peresapan air tanah dan transportasi air. 

  Pembangunan BKT semakin dirasakan penting sejak beberapa tahun lalu. Jika 

Jakarta mengalami banjir besar pada siklus lima tahunan sekarang ini telah berubah. 

Hampir setiap setahun sekali Jakarta dilanda banjir terutama jika memasuki musim 

penghujan. Dasar inilah yang membangun perlunya percepatan dalam pembangunan 

BKT sebagai pengendali banjir Jakarta. Rencana pembangunan BKT penting 

mengingat sistem tata air kedua kanal (Kanal Timur dan Kanal Barat) tersebut 

diharapkan mampu menjadi pengendali banjir dengan memanfaatkan fungsinya 

sebagai arena penangkapan atau penampungan air.   

 Adhi menjelaskan ”rencana pembangunan BKT mengacu pada Masterplan for 

Drainage and Flood Control of Jakarta 1973. Pada tahun 1980 Nikken & Ass dari 

Jepang membuat detail design BKT yang dikaji ulang tahun 1993. Pada tahun 1996. 
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Nedeco melakukan prelimenary feasibility study atas berbagai pilihan jenis 

konstruksi dan trase maupun sebagai memperkuat usul pembangunan BKT.”
1
 

 Secara khusus, pembangunan BKT mempunyai tujuan yang meliputi (1) 

Menunjang penanganan pengendalian banjir di wilayah Utara dan Timur Jakarta 

dengan mengendalikan aliran lima sungai dari 13 sungai yang melewati wilayah 

Jakarta ; (2) Mengurangi 13 kawasan genangan banjir di wilayah Timur Jakarta, ke-

13 kawasan genangan air di Jakarta Timur dan Jakarta Utara adalah AMI ASMI 

Perintis, Kebon Nanas, Rawa Bunga, Cipinang Jaya, Cipinang Indah, Cipinang 

Muara, Pulo Mas, Bulu Perindu, Malaka Selatan/ Pondok Kelapa, Ujung Menteng, 

Kelapa Gading, Kompleks Walikota utara dan Babek TNI Rorotan.; (3) Melindungi 

kawasan industri, pergudangan dan permukiman yang terletak di Jakarta Timur dan 

Jakarta Utara seluas 15.401 hektar, (4) Sebagai prasarana konservasi air untuk 

pengisian kembali air tanah dan sumber air baku; (5) Prasarana transportasi air dan 

rekreasi serta ; (6) Sebagai motor pertumbuhan wilayah Timur dan Utara Jakarta 

dengan konsep water front city.
2
 

  Rencana pembangunan BKT sebetulnya sudah dimuat dalam Perda Provinsi 

DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

2010 Provinsi DKI Jakarta. Kanal ini direncanakan bermula di kali Cipinang dan 

bermuara di Laut Jawa. Trase BKT akan melintasi 11 Kelurahan di Jakarta Timur dan 

dua kelurahan di Jakarta utara. Di wilayah Jakarta Timur, panjang trase BKT 16.905 

meter sedangkan di Jakarta Utara 6.670 meter. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

                                                 
1
 Robert Adhi Ksp, Banjir Kanal Timur: Karya Anak Bangsa, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm.  44.  

2
 Lihat laporan  Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya, Loc.Cit. 
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bertugas membebaskan sekitar 200 hektar tanah untuk pembangunan kanal ini, 

sedangkan Pemerintah Pusat (Kementrian Pekerjaan Umum) melaksanakan 

pembangunan fisik dan konstruksinya.
3
 Kelurahan yang dilewati dan panjang masing-

masing trase yang melintasinya diperlihatkan dalam Tabel berikut. 

Tabel III.1 

Kawasan Yang akan Terkana Trase BKT 

 

No. Kelurahan Panjang Kanal (m) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

 

1 

2 

Jakarta Timur 

Cipinang Besar Selatan 

Cipinang Muara 

Pondok Bambu 

Duren Sawit 

Pondok Kelapa 

Malaka Jaya 

Malaka Sari 

Pondok Kopi 

Pulo Gebang 

Ujung Menteng 

Cakung Timur 

 

Jakarta Utara 

Rorotan 

Marunda 

16.905 

770 

758 

2.072 

1.705 

193 

433 

717 

1.816 

3.538 

2.884 

2.019 

 

6.670 

3.055 

3.615 

 Total Panjang Kanal 23.575 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, 2007. 

 

  Banjir Kanal Timur (BKT) merupakan proyek yang sangat bermanfaat bagi 

pengendalian banjir dan pembangunan potensi wilayah DKI Jakarta. Kanal dari BKT 

ini akan mengalir dari daerah Cipinang Besar Selatan di wilayah Jakarta Timur 

hingga daerah Marunda di wilayah Jakarta Utara. Sakethi menjelaskan ”BKT 

memiliki kanal dengan kedalaman 3-7 meter dan lebar bervariasi antara 100, 200, dan 

300 meter. Kanal sepanjang 23,5 km ini disisi kanan dan kirinya akan disediakan 

                                                 
3
 Lihat Laporan  Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya, Loc.Cit. 
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jalan inspeksi selebar 18 meter. BKT akan memiliki kolam pelabuhan dengan lebar 

300 meter dan marina dengan lebar 200 meter.”
4
  

  BKT akan memotong Kali Cipinang, Sunter, Buaran, Kramat Jati, serta 

Cakung. Sakethi pun menjelaskan ”BKT akan memiliki 3 bendung gerak, 7 inlet, 4 

outlet, serta 24 jembatan. BKT akan melindungi wilayah Jakarta Timur dan Jakarta 

Utara yang seluas 270 km
2
 dari ancaman banjir akibat luapan dari kali-kali tersebut. 

Selain itu BKT juga akan melayani sistem drainase pada wilayah seluas 207 km
2
 dan 

mengurangi 13 kawasan genangan air.”
5
 

  Pada tabel III.2 memperlihatkan bagaimana dalam pembangunan BKT, 

wilayah Jakarta Timur memiliki kebutuhan lahan yang lebih luas dibanding Jakarta 

Utara. Pemusatan di Jakarta Timur terutama pada daerah yang sering terjadi banjir. 

Pulo Gebang merupakan wilayah terbanyak di Jakarta Timur yang nantinya banyak 

lahan dibebaskan. Sementara wilayah Jakarta Utara yang terbanyak yakni wilayah 

Marunda. Dalam pembebasan lahan kemudian pembangunan BKT akan ada dua 

kategori yakni trase basah dan trase kering (koridor). Trase basah yakni wilayah yang 

akan terkena galian proyek pembangunan kanal timur ini. Sementara trase kering 

(koridor) yakni wilayah sepanjang pinggiran atau bantaran dari kanal yang dibangun. 

Guna dari koridor bisa berupa jalan inspeksi ataupun wilayah hijau.  

  Seperti misal nantinya potongan melintang pada trase 18-300-18 sepanjang 

350 m di kawasan Kelurahan Cakung Timur. Lebar Kanal berukuran 300 m, 

berfungsi untuk sarana rekreasi dan marina. Kemudian juga potongan melintang pada 

                                                 
4
 Team Mirah Sakethi, Mengapa Jakarta Banjir: Pengendalian Banjir Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta, Jakarta:PT Mirah Sakethi, 2010, hlm. 18. 
5
 Ibid., hlm. 19. 
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trase 18-200-18 sepanjang 850 m di Kelurahan Marunda dari laut ke arah selatan. 

Lebar kanal 200 m, berfungsi sebagai pelabuhan. Pembangunan BKT ini secara 

keseluruhan membutuhkan lahan yang dibebaskan yakni 4.052.886 m2. 

Tabel III.2 

Kebutuhan Lahan untuk Banjir Kanal Timur DKI Jakarta 

 

No. Kelurahan 

Luas Tanah yang Perlu Dibebaskan 

Profil Basah 

(m
2
) 

Koridor (m
2
) Jumlah (m

2
) 

Jakarta Utara 

1. Marunda 468.679 375.960 844.639 

2. Rorotan 317.303 317.720 635.023 

Jumlah I 785.982 693.680 1.479.662 

Jakarta Timur 

3. Cakung Timur 261.900 209.976 471.876 

4. Ujung Menteng 288.400 229.096 517.496 

5. Pulo Gebang 353.800 191.052 544.496 

6. Pondok Kopi 181.600 59.076 240.676 

7. Malaka Jaya 43.300 7.794 51.094 

8. Malaka Sari  71.700 12.906 84.606 

9. Pondok Kelapa 19.300 3.474 22.774 

10. Duren Sawit 170.500 30.690 201.190 

11. Pondok Bambu 207.200 37.296 244.496 

12. Cipinang Besar Selatan 77.000 27.720 104.720 

13. Cipinang Muara 75.800 13.644 27.720 

Jumlah II 1.750.500 1.516.404 2.573.224 

Jumlah 2.536.482 2.210.084 4.052.886 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, 2007. 

 

  Selain sebagai pengendali banjir, BKT juga memiliki manfaat bagi 

pengembangan potensi wilayah antara lain sebagai sarana rekreasi dan marina, sarana 

pelabuhan dan transportasi air, kawasan sentra bisnis dan terciptanya kawasan Utara 

dan Timur Jakarta sebagai kawasan water front city. BKT memang dirancang guna 

sebagai motor penggerak pertumbuhan pembangunan yang mampu mendorong 

pengembangan potensi wilayah perkotaan, khusunya wilayah Jakarta Utara dan 

Jakarta Timur. 



72 

 

 

 

3.1.2 Upaya Menuju Pembangunan Banjir Kanal Timur 

  Rencana pembangunan BKT telah dirancang dengan sedemikian rupa. 

Konsep blue print pembangunan mega proyek yang diharap mampu menjadi 

pengendali banjir Jakarta ini telah lama jadi. Pada bagian ini akan dilihat bagaimana 

dan apa saja usaha-usaha yang ada dalam merealisasikan pembangunan BKT. Akan 

dilihat dari beberapa aspek dalam upaya pembangunan BKT ini. Terutama dilihat dari 

upaya pembangunan BKT dari masa ke masa. Sehingga diharapkan nantinya terdapat 

gambaran upaya pembangunan BKT sejak beberapa waktu lalu hingga sekarang. 

  Upaya pembangunan BKT mulai dimulai pada tahun 1970-an. Hal ini 

dilakukan sebagai langkah akan pentingnya pembangunan BKT guna menanggulangi 

masalah banjir di Jakarta. Upaya ini terbangun atas gagasan beberapa ahli-ahli 

pembangunan dari Belanda yang menilai pentingnya suatu pembangunan sistem 

kanal guna mengatasi masalah banjir di Jakarta, khusunya di bagian timur Jakarta. 

Berita mengenai rencana membangun BKT muncul pada awal tahun 1970-an. 

Menurut Gunawan dalam surat kabar Kompas, 23 Oktober 1973 halaman 1 di bawah 

judul “Perlu Dibuat Banjir Kanal lagi dengan biaya Rp 18 milyard” tertulis sebagai 

berikut : 

  “Di Jakarta (dan sebagian wilayah Jawa Barat) perlu dibuat dua Banjir-Kanal lagi untuk 

membebaskan Ibukota dari tekanan banjir. Kepada pers, Pj. Wagub DKI Ir. Prajogo kemarin 

mengungkapkan hal itu sebagai “hasil survey ahli-ahli Belanda yang diperbantukan kepada 

Proyek Pengendalian Banjir DKI” Tetapi yang lebih dulu akan dibuat adalah Banjir Kanal 

Timur, untuk mengamankan Jakarta Timur, meringankan  bebas kali Cakung, Kali Buaran, 

Kali Sunter dan Kali Cipinang. Kali-kali tersebut baru saja di bulan Januari 1973 yang lalu 

meluap, menggenangi sebagian daerah Industri Pulogadung. Pekerjaan itu akan dimulai 

tahun 1974/1975 mendatang. Tetapi tidak disebutkan kapan persisnya. Menurut Kepala Pro 

Banjir Ir. Supardi, panjang Banjir Kanal Timur direncanakan 23 Km. Biayanya menurut 

perkiraan sekarang Rp 10 milyard.”
 6
 

                                                 
6
 Restu Gunawan, Gagalnya Sistem Kanal: Pengendalian Banjir Jakarta dari Masa ke Masa, Jakarta: 

Buku Kompas, 2010, hlm. 307. 
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  Gunawan pun menjelaskan ”pada tanggal 17 Juni 1987 R. Soeprapto 

mengeluarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 

1121 Tahun 1987 tentang Penguasaan Perencanaan atau Peruntukan Bidang Tanah 

untuk Pelaksanaan Pembangunan BKT tahap I dari Kali Cipinang sampai dengan 

Kali Buaran Wilayah Jakarta Timur.”
 7

 

  Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, upaya pembangunan BKT 

menghadapi kendala dalam hal biaya. Kendala dalam upaya pembangunan BKT yang 

mengakibatkan perubahan dalam memandang solusi menangani banjir terlihat dalam 

artikel Kompas. Kendala biaya mengakibatkan rencana Pembangunan BKT tidak 

terwujudkan, bahkan hampir dilupakan. Kompas, 2 Februari 2000 halaman 18 dalam 

artikel berjudul ”Bangun Disiplin, Lupakan Dulu Kanal Timur”, menulis : 

  ”..Ancaman banjir terhadap Kota Jakarta hanya bisa diatasi secara tuntas bila 

pemerintah membangun dua kanal raksasa, yakni Banjir Kanal Barat dan Banjir 

Kanal Timur.  Sebab melalui dua kanal itu maka kelebihan air dari 13 sungai yang 

masuk ke Jakarta bisa dengan cepat dialihkan ke laut sebelum masuk ke kota 

metropolitan ini. Namun, rencana pembangunan Banjir Kanal Timur yang sudah 

lama diimpikan itu, kini agaknya mustahil bisa diwujudkan. Karena itu, lupakan saja 

pembangunan prasarana banjir yang untuk pembebasan lahanya saja diperkirakan 

akan menelan biaya tak kurang dari Rp 1 trilyun. Apalagi dalam situasi keterbatasan 

dana pemerintah saat ini. Belum lagi kemungkinan munculnya masalah sosial karena 

untuk pembangunan prasarana itu perlu memindahkan ribuan kepala keluarga....”
 8

 

 

 Kemudian pada tahun 2001 Pemerintah Daerah DKI Jakarta memulai kembali 

upaya pembangunan BKT ini. Meski masih dengan  keterbatasan dana, realisasi 

pembangunan BKT tetap diupayakan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Hal ini 

mengingat telah berjalan dan pentingnya pembangunan BKT pada saat itu. Langkah 

                                                 
7
 Restu Gunawan, Ibid., hlm. 308. 

8
 ”Bangun Disiplin, Lupakan Dulu Kanal Timur”,

 
 Kompas, 2 Februari 2000 (Dalam Arsip Kementrian 

Pekerja Umum). 
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awal yang dilakukan oleh Pemda Jakarta antara lain yakni pengerukan di beberapa 

lokasi. Hal ini ditulis dalam artikel berjudul ”Pemda DKI Mulai Garap Banjir Kanal 

Timur”  yang dimuat di Kompas, 28 November 2000 ditulis :
 
 

  ”Pemerintah DKI Jakarta tahun 2001 mulai mengeruk lokasi rencana pembangunan 

banjir kanal timur seluas 3 hektar dari 103,3 hektar yang akan dikeruk pada tahap 

berikutnya. Meski demikian kesulitan Tata Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta 

Leo Sianturi mengakui, perwujudan banjir Kanal dengan panjang 23 kilometer, dan 

lebar 100 meter tersebut, masih lama karena kurangnya dana”
 9

 

 

  Untuk mendukung upaya pembangunan BKT maka diperlukan suatu landasan 

hukum yang kuat. Ini penting karena upaya pembangunan BKT ini juga akan 

bersinggungan dengan soal pembebasan tanah. Untuk itulah landasan hukum yuridis 

formal sangat dibutuhkan guna mendorong lancarnya mekanisme pembangunan 

nantinya. Dengan landasan hukum yang kuat pemerintah dapat menjalan upaya 

pembebasan tanah kepada beberapa masyarakat yang wilayahnya terkena ruang 

pembangunan BKT. Landasan hukum pembebasan tanah ini diharap juga menjadi 

daya dorong masyarakat untuk membebaskan tanahnya dengan penuh tanggung 

jawab serta mendapatkan keadilan ganti rugi lahan yang dibebaskan. Sebagai  

landasan hukum pembebasan tanah untuk BKT, pada tanggal 24 September 2001 

Gubernur Sutiyono mengeluarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 

2714/2001 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk 

Pelaksanaan Pembangunan Trase Alur BKT dari Kali Buaran sampai dengan Laut 

Jawa.
10

 

                                                 
9
 ”Pemda DKI Mulai Garap Banjir Kanal Timur”, Kompas, 28 November 2000 (Dalam Arsip 

Kementrian Pekerja Umum). 
10

 Hasil wawancara dengan Bapak H. Tarjuki (Kepala Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air, Dinas 

Pekerja Umum DKI Jakarta, tanggal 23 Maret 2011). 
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  Dengan adanya landasan hukum perihal pembebasan tanah ini pemerintah 

mulai kembali melakukan pembebasan tanah sebagai usaha pembangunan BKT 

Jakarta. Mekanisme pembebasan tanah perlu dibuat dan dijalankan dengan baik guna 

mendapat keadilan antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itulah mekanisme 

pembebasan tanah ini perlu dijalankan dengan baik dengan menggunakan landasan 

hukum yang kuat. Mengenai pembebasan lahan di daerah Jakarta Timur dalam berita 

”Proyek Banjir Kanal Terancam Mubazir” yang dimuat di Kompas 3 Februari 2002 

halaman 29. Dalam berita itu disebutkan : 

  ”..Menurut Ayay Fusmala, Ketua RW setempat, pada tahun 1987 dan 1992 

Pemerintah DKI Jakarta saat itu membebaskan lahan seluas 2,4 hektar dari penduduk 

setempat dengan harga tanah Rp 62.000 (1987) dan naik menjadi Rp 72.000 

(1992)....”saat itu rumah saya termasuk yang dibebaskan, makanya ya pindah ke 

dekat sungai itu,” kata Ayay... Ayay mengatakan, supaya lahan yang sudah 

dibebaskan tersebut tidak digunakan untuk permukiman kumuh, maka lahan tersebut 

dikeruk dan diisi air untuk dijadikan waduk...”
11

 

 

  Artikel tersebut memperlihatkan bagaimana pada dasarnya proses 

pembebasan tanah untuk pembangunan BKT sudah dimulai sejak tahun 1992 

meskipun jumlahnya masih sedikit. Pemerintah telah membebaskan sekita 2,4 hektar 

tanah di Jakarta Timur, tepatnya di daerah Cipinang Besar Selatan. Pembebasan lahan 

itu dilakukan dengan memperhitungkan kenaikan harga pada saat harga akan 

dibebaskan guna mencapai keadilan bagi masyarakan yang terkena pembebasan 

untuk proyek pembangunan BKT. Kemudian dengan pembebasan tanah yang telah 

dilakukan pemerintah juga perlu melakukan usaha menjaga tanah tersebut. Usaha 

menjaga dalam artian dari masyarakat yang kurang bertanggung jawab dengan 

mendirikan pemukiman begitu saja di tanah yang dianggap kosong. Untuk itu 

                                                 
11

 ”Proyek Banjir Kanal Terancam Mubazir”, Kompas, 3 Februari 2002 (Dalam Arsip Kementrian 

Pekerja Umum) 
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pemerintah melakukan strategi dengan mengeruk tanah yang telah dibebaskan 

sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk pemukiman oleh masyarakat. 

  Dalam proyek pembangunan BKT, bagian hulu BKT akan berawal dari lahan 

di sekitar RW 06 Kelurahan Cipinang Besar Selatan. Lokasi tersebut sekarang telah 

menjadi waduk seluas 2,4 hektar yang terbelah dua karena dilalui oleh badan jalan 

Institut Pelayaran Negara (IPN) di bagian tengahnya. Data DPU DKI Jakarta 

menunjukkan, pada tahun 2001 lahan di Jakarta Timur yang dibebaskan seluas 

117.911 m2, terdiri dari 11 persil dengan biaya pembebasan Rp 12.861.131.470. 

Tahun 2002 dibebaskan lagi lahan seluas 15.075 m2 terdiri dari tiga persil dengan 

biaya Rp 6.918.462.800.
12

 

  Setelah melakukan pembuatan blue print atau konsep, kemudian beberapa 

usaha pembebesan tanah serta pembuatan landasan hukum dalam proyek BKT, maka 

kemudian akan dilakukan pencanangan pembangunan BKT. Pencanangan ini 

dijadikan sebagai langkah awal pembangunan fisik BKT secara keselurahan. Dengan 

biaya yang besar maka pembangunan ini akan dimulai dengan melibatkan Pemerintah 

Daerah DKI Jakarta serta Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dalam hal ini yakni 

Kermentrian Pekerjaan Umum serta Bappenas. Inilah mengapa BKT dimasukkan 

dalam proyek nasional bukan proyek Jakarta. 

  Akan tetapi dalam realitanya, seperti yang ditulis dalam berita berjudul 

”Banjir Kanal Timur Dibangun”, surat kabar Kompas, 13 Mei 2002 halaman 18 

melaporkan bahwa pencanangan pembangunan proyek BKT akan dilakukan oleh 

                                                 
12

 Hasil wawancara dengan Bapak  H. Tarjuki (Kepala Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air,  Dinas 

Pekerja Umum DKI Jakarta, tanggal 23 Maret  2011). 
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Gubernur Sutiyoso bertepatan dengan hari ulang tahun ke-475 kota Jakarta, 22 Juni 

2002. Tetapi, rencana pencanangan itu akhirnya gagal karena dana yang dijanjikan 

dari pemerintah pusat belum turun. Semula pemerintah pusat melalui Menko 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas akan mengalokasikan 

anggaran Rp 15 triliun untuk pembangunan selama 10 tahun. Artinya, setiap tahun 

akan dikucurkan dana Rp 1,5 trilyun.
13

 

  Walau pembangunan BKT tidak jadi direncanakan, pada 29 Januari 2003 

Gubernur Sutiyoso mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 

Nomor 285/2003 tentang Penguasaan Perencanaan atau Peruntukan Bidang Tanah 

untuk Pelaksanaan Pembangunan Trase Alur Banjir Kanal Timur dari Kali Buaran  

sampai dengan Laut Jawa. Dalam SK itu ditetapkan penguasaan bidang tanah untuk 

pelaksanaan pembangunan trase BKT di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, 

Jakarta Utara dengan lebar 100 meter dan 200 meter. Akhirnya pencanangan 

pembangunan BKT dilakukan tanggal 10 Juni 2003 oleh Presiden Megawati 

Soekarnoputri di Jepara, Jawa Tengah. Setelah pencanangan pembangunan BKT, 

tanggal 8 Oktober 2003 Gubernur Sutiyoso mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur 

Provinsi DKI Jakarta Nomor 3504/2003 tentang Penguasaan Perencanaan atau 

Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Trase Banjir Kanal 

Timur dan Fasilitasnya dari kali Cipinang sampai dengan Laut Jawa.
14

 Landasan 

Hukum Pembangunan Banjir Kanal Timur dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

                                                 
13

 ”Banjir Kanal Timur Dibangun”,  Kompas, 18 Juni 2002 (Dalam Arsip Kementrian Pekerja Umum) 
14

 Hasil wawancara dengan Bapak H. Tarjuki (Kepala Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air,  Dinas 

Pekerja Umum DKI Jakarta, tanggal 23 Maret  2011). 
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Tabel III.3 

Landasan Hukum Pembangunan Banjir Kanal Timur 

 

No. Landasan Hukum Keterangan 

1. Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 1984 

Tentang Rencana Umum Tata Ruang 

DKI Jakarta Tahun 2005 

2. Keputusan Gubernur DKI Jakarta 

Nomor 1121 Tahun 1987 

Tentang Penguasaan Peren-

canaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk 

Pelaksanaan Pembangunan Banjir Kanal 

Timur Tahap I dari Kali Cipinang s/d 

Kali Buaran Wilayah Jakarta Timur  

3. Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 1999 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

DKI Jakarta 

4 .Keputusan Gubernur DKI 

Jakarta 

Nomor 2714 Tahun 2001 

Tentang Penguasaan Peren-

canaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk 

Pelaksanaan Pembangunan Trace Banjir 

Kanal Timur dari Kali Buaran sampai 

dengan Laut Jawa 

5. Keputusan Gubernur DKI Jakarta 

Nomor 285 Tahun 2003 

Tentang Penguasaan Peren-

canaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk 

Pelaksanaan Pembangunan Trace Banjir 

Kanal Timur dari Kali Buaran sampai 

dengan Laut Jawa 

6. Keputusan Gubernur DKI Jakarta 

Nomor 3504 Tahun 2003 

Tentang Penguasaan Peren-

canaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk 

Pelaksanaan Pembangunan Trace Banjir 

Kanal Timur dan fasilitasnya dari Kali 

Cipinang sampai dengan Laut Jawa 

Sumber : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  

 

  Pada awal Februari 2007 Jakarta kembali dilanda banjir. Akibat banjir awal 

Februari 2007 di wilayah Jabotabek, nilai kerusakan dan kerugian terhadap aset yang 

terkena banjir, baik aset milik pemerintah, aset dunia usaha, maupun aset masyarakat 

diperkirakan mencapai Rp 5.16 triliun. Selain itu, berdasarkan perkiraan yang 

dilakukan oleh APINDO dan penilaian yang dilakukan Asosiasi Asuransi Umum 

Indonesia (AAUI), kerugian ekonomi yang harus ditanggung selama sekitar satu 

minggu sebesar US$ 400 juta atau sekitar Rp 3,6 trilyun, yang mencakup kerugian 

dan kerusakan yang dialami perumahan, kendaraan bermotor, bangunan industri, dan 
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fasilitas perdagangan. Kerugian ini tidak hanya karena kerusakan aset akan tetapi 

juga karena opportunity loss, yakni kerugian akibat tidak dapat dilakukannya kegiatan 

ekonomi akibat banjir.
15

 Setelah Jakarta terendam pada awal Februari 2007 itu, 

menurut berita berjudul “Anggaran Proyek Kanal Ditambah Rp 1,3 trilyun” yang 

dimuat di Surat Kabar Media Indonesia, tanggal 14 Februari 2007 halaman 7, 

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah 

Suzetta mengatakan : 

  “Pemerintah menambah alokasi anggaran untuk Proyek BKT tahun 2007 sebesar Rp 

1,3 trilyun, dengan rincian Rp 800 miliar dari Pemprov DKI Jakarta dan Rp 500 

miliar dari Pemerintah Pusat... Pemerintah Pusat akhirnya mengambil posisi 

mendorong penyelesaian BKT untuk menghindari bencana banjir yang menimpa 

Jakarta setiap tahun, Sebab, dampak kerugian yang ditimbulkan lebih besar. Dalam 

perhitungan sementara, banjir pada tahun ini menimbulkan potensi kerugian sekitar 

Rp 4,7 trilyun....”
16

 

 

  Kemudian pada perkembangan hingga tahun 2009, pembangunan BKT telah 

sampai kepada pengerukan serta persiapan alat-alat untuk pembangunan bantaran 

kanal nantinya. Pengerukan telah dilakukan hampir di sepanjang trase area Banjir 

Kanal Timur ini. Sementara itu di beberapa wilayah yang pengerukannya sudah 

selesai maka mulai memasang dinding pengaman di sepanjang bantaran kanalnya. 

Dinding ini gunanya untuk melapisi lapisan tanah di sepanjang sisi kanal nantinya. 

Berjalannya proses pengerukan dan pembangunan wilayah untuk BKT ini terus 

dilakukan kontrol oleh Pemerintah DKI Jakarta serta Pemerintah Pusat. 

  Kemudian dalam tahun 2010 upaya pembangunan BKT sudah mulai tampak 

hampir selesai, proses pengerukan telah berhasil diselesaikan seluruhnya. Hanya 

                                                 
15

 Lihat laporan Perkiraan Kerusakan dan Kerugian Pasca Banjir Awal Februari 2002 di Jabodetabek, 

Bappenas, 2007, hlm 32. 
16

  “Anggaran Proyek Kanal Ditambah Rp 1,3 trilyun”, dalam  Media Indonesia, tanggal 14 Februari 

2007. 
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beberapa sedikit tempat yang kerukannya masih belum selesai karena kurang dalam 

saja. Sementara itu sisi-sisi kanal juga sudah dibangun dinding untuk menahan air 

(bata blok). Pada tahun ini juga BKT sudah mulai berfungsi dalam artian bagaimana 

BKT ini mulai dialiri air, baik itu air hujan maupun air dari sungai-sungai di Jakarta. 

Meskipun demikian debit air masih belum banyak. Sementara itu proses 

pembangunan BKT yang hampir selesai dalam areal trase basah masih belum 

diimbangi pada bagian trase kering. Trase kering (koridor) yang diperuntukkan untuk 

jalan inspeksi serta jalur hijau masih belum tampak. Di sepanjang sisi BKT yang 

diperuntukkan untuk trase kering (jalan inspeksi), masih berupa kerukan tanah, bahan 

bangunan BKT, mesin berat, dan lainnya.
17

 Sementara itu di tahun 2010 ini ternyata 

persoalan pembebasan tanah juga masih belum selesai. Ini karena masih belum 

dibayarkannya uang ganti rugi sehingga beberapa bangunan yang harusnya terkena 

gusur masih terlihat berdiri, meskipun jumlahnya sudah berkurang banyak. 

  Di tahun 2011 pembangunan BKT masih belum banyak perubahan dari tahun 

2010. Masalah pembebasan tanah masih menjadi problem yang tetap terlihat. Ini 

berdasarkan informasi dari Ibu Anis, salah satu warga yang belum mendapat ganti 

rugi sehingga masih tetap bertahan tinggal di bantara dekat jalan inspeksi BKT 

Cipinang Muara. Padahal secara jelas bangunan rumah Ibu Anis terkena pembebasan 

tanah trase kering dari proyek BKT. Ibu Anis menjelaskan dalam wawancara dengan 

penulis sebagai berikut: 

                                                 
17

 Hasil observasi penulis November-Mei  2010. 
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“Warung ibu aturan ya kena gusur tapi karena belum dapat uang ganti rugi ya Ibu mah tetep 

jualan aja, ga mau digusur dulu,, denger-denger sih katanya uangnya mau dikasih abis 

lebaran.”
18

 

 

Gambar III.1 

Pemerintah Menanam Seribu Pohon 

 
   

  

 

 

 

 
 

Keterangan: Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto beserta jajarannya menanam pohon trembesi 

di sepanjang tepi Banjir Kanal Timur Duren Sawit (kiri). Petugas sedang menanam 

pohon di sepanjang BKT (kanan), 2011.  

 

 Sementara itu di tahun 2011 Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama 

dengan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan penanaman 

seribu pohon di sepanjang pinggiran BKT.
19

 Tanaman-tanaman yang masih kecil ini 

diharap nantinya dapat tumbuh besar serta mampu menjadi alat penghijauan di 

sepanjang BKT. Untuk itu perlu kesadaran juga dari masyarakat untuk menjaga 

tanaman-tanaman yang telah ditanam ini. Akan tetapi dalam realitanya, berdasarkan 

observasi yang dilakukan penulis, tanaman yang ada mulai mengalami kerusakan. 

Kurangnya perawatan sangat jelas terlihat sehingga banyak tanaman yang patah 

maupun mati seperti kekeringan.  

 

 

                                                 
18

 Wawancara dengan Ibu Anis (Warga Kelurahan Cipinang Muara), tanggal 5 Maret 2011. 
19

“Ratusan Pohon Ditanam di BKT dan Penjaringan”, 

http://www.harianpelita.com/read/18650/3/metropolitan/ratusan-pohon-ditanam-di-bkt-dan-

penjaringan/, diakses tanggal 20 Maret 2011. 

http://www.harianpelita.com/read/18650/3/metropolitan/ratusan-pohon-ditanam-di-bkt-dan-penjaringan/
http://www.harianpelita.com/read/18650/3/metropolitan/ratusan-pohon-ditanam-di-bkt-dan-penjaringan/
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3.2 Banjir Kanal Timur Kelurahan Cipinang Muara 

3.2.1 Sistem Pembangunan Banjir Kanal Timur 

Banjir Kanal Timur (BKT) adalah kanal buatan yang berfungsi untuk 

mengatasi banjir akibat hujan lokal dan aliran dari hulu di Jakarta bagian Timur. BKT 

sendiri merupakan konsep pengendalian banjir yang telah ada pada masterplan 

(rencana induk) Jakarta pada tahun 1973 tepatnya dalam Pola Induk Pengandalian 

Banjir dan Sistem Drainase Jakarta yang dibuat oleh Nedeco. Tetapi untuk 

penghitungannya telah disesuaikan dengan penghitungan yang dilakukan pada tahun 

rencana induk 1997 sebelumnya. Namun pada tahun 1973 rencana pembangunan 

BKT menuai hambatan dikarenakan hambatan kendala biaya dalam pembangunan 

dan pembebasan tanah yang akan alot. Dalam rencana induk ini BKT akan memotong 

kali cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jatikramat, Kali Cakung dan Kali 

Blencong hingga kemudian akan menembus laut di Marunda.
20

 

Rencana awal yang telah dibuat oleh Nedeco pada tahun 1973 kemudia 

ditinjau kembali oleh konsultan dari Nikken dan asosiasinya dengan bantuan OECF 

(Overseas Economic Cooperation Fund) pada tahun 1989 dan 1993. OECF adalah 

agen pemerintah jepang untuk urusan bantuan luar negeri yang saat ini disebut JBIC 

(japan Bank for International Cooperation) konsultan Nedeco pada tahun 1996 

kemudian melakukan pra studi kelayakan terhadap berbagai jenis pilihan konstruksi 

dan trase rencana pembangunan BKT. Tahun berikutnya (1997) JICA memperkuat 

usulan pembangunan BKT dalam studi yang dilakukan untuk pembuatan rencana 

induk pengendalian banjir Ciliwung Cisadane. Pada tahun 2003, PT Virama Karya 

                                                 
20

  Lihat Laporan  Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya, Loc.Cit. 



83 

 

 

 

membuat revisi detail pembuatan BKT dan hasilnya digunakan untuk  pelaksanaan 

pembangunan BKT yang ada pada saat ini.
21

 

BKT melayani sistem drainase pada wilayah seluas 20.700 hektar  dan 

mengurangi 13 kawasan rawan genangan di Jakarta Utara dan Timur hingga 

mencapai panjang 23.575 meter ini yang kemudian disebut sebagai panjang kanal 

yang ada untuk BKT. Adhi menjelaskan “lebar pada kanal sendiri beragam mulai dari 

60 meter, 80 meter hingga 100 meter. BKT akan melintasi 13 dengan panjang 23,5 

kilometer. Untuk pembuatan BKT, perlu pembebasan lahan seluas 405,28 hektar 

yang terdiri dari 147,9 hektar di Jakarta Utara dan 257,3 hektar di Jakarta Timur.”
22

 

Dalam kenyataannya, pembuatan kanal yang sudah direncanakan lebih dari 30 tahun 

lalu itu menghadapi pembebasan tanah yang berjalan sangat rumit. 

Pekerjaan Konstruksi atau Fisik dilaksanakan secara bertahap disesuaikan 

dengan ketersediaan lahan yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Satuan Kerja 

Sementara Pembangunan BKT, Induk Pelaksana Kegiatan Pengembangan Wilayah 

Sungai Ciliwung Cisadane, Direktorat Sungai, Danau & Waduk, Direktorat Jenderal 

Sumber Daya Air, Kementrian Pekerjaan Umum. Sutiyoso menjelaskan 

“pembangunan BKT dijabat oleh Ir. Pitoyo Subandrio, Dip. HE dengan atasan 

langsungnya Direktur Sungai, Danau & Waduk dijabat oleh Ir.Dyah Rahayu 

Pangesti, Dipl HE, APU dan pembantu atasan langsungnya Pemimpin Induk 

                                                 
21

 Laporan  Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya, Ibid. 
22

 Robert Adhi Ksp, Op.Cit., hlm. 46- 47. 
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Pelaksana Kegiatan Pengembangan Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane dijabat oleh 

Ir. Pitoyo Subandrio, Dip.HE.”
23

 

Pembangunan BKT yang mencapai panjang 23.575 meter ini dibagi menjadi 8 

paket pengerjaan dimana masing-masing dari paket ini akan ditenderkan dan dibagi. 8 

paket ini di kerjakan oleh 7 kontraktor lokal dan 1 kontraktor asing. Pelaksanaan 

pembangunan berdasarkan paket dirasa sangat efektif karena dengan demikian proyek 

BKT yang sempat tertunda ini mampu diselesaikan pihak kementrian dengan tepat. 

Proyek ini hanya terkendala pada masalah pembebasan tanah yang mempunyai 

mekanisme yang sangat rumit.  

Lebih lanjut Sutiyoso menjelaskan “pembangunan BKT berada di bawah 

kendali Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) yang dikepalai 

oleh Bapak Pitoyo Subandrio, BBWSCC adalah unit pelaksana teknis di Bidang 

Konservasi Sumber Daya Alam (SDA), pendayagunaan SDA dan Pengendalian daya 

rusak air pada wilayah sungai Ciliwung Cisadane.”
24

 BBWSCC mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan SDA yang meliputi perencanaan, pelaksanaan Konstruksi, 

operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan 

pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai Ciliwung Cisadane. 

Pembangunan BKT merupakan sodetan 5 Sungai/Kali Cipinang, Sunter, 

Buaran, Jati Kramat dan Cakung dan dialirkan kelaut sepanjang ± 23,5 km dengan 

kedalaman dari hulu ke hilir 3m s/d 7m. Kapasitas Kanal Timur diperhitungkan 

                                                 
23

 Sutiyoso, Megapolitan:Pemikiran Strategis Pengembangan Kawasan Terpadu dan Terintegrasi 

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007, 

hlm. 135. 
24

 Ibid., hlm. 136. 
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mampu mengalirkan debit banjir dengan kala ulang 100 tahun sebesar 350 m3/dt dan 

25 tahun untuk masing-masing sungai.
25

 

BKT dilengkapi dengan bangunan air sebagai berikut : 1. Bendung Gerak 

(Weir) terdapat pada 3 lokasi (Kel. Pondok Kelapa, Kel. Ujung Menteng & Kel. 

Marunda); 2. Inlet Sungai terdapat pada 7 Lokasi (Inlet Cipinang, Inlet Sunter, Inlet 

Buaran, Inlet Jatikramat, Inlet Cibening, Inlet Cakung, Inlet Blencong); 3. Outlet 

Sungai terdapat pada 5 Lokasi (Outlet Cipinang, Outlet Sunter, Outlet Buaran, Outlet 

Blencong); 4. Kolam Sedimen terdapat pada 1 Lokasi (Kel.Ujung Menteng); 5. 

Bangunan Terjun (Drop Structure) terdapat pada 2 Lokasi (Kel.Cipinang Besar); 6. 

Siphon Saluran Irigasi Bekasi Tengah (Kel.PuloGadung); 7. Bangunan Inlet Drainase 

terdapat pada 19 Lokasi; 8. Jalan Inspeksi dan Saluran Gendong dikiri dan kanan 

Kanal Timur; 9. Jembatan terdapat pada 24 Lokasi.
26

 

Ada 3 Jenis Potongan Melintang yang dibangun mulai dari Sungai/Kali 

Cipinang sampai dengan laut, yaitu: Pertama, Potongan melintang pada trase 18 – 

100 – 18 meter, sepanjang 22.300 meter dikawasan Kelurahan Cipinang Besar- 

Kelurahan Cakung Timur dan Kelurahan Rorotan – Kelurahan Marunda. Lebar Kanal 

berukuran 100 meter berfungsi untuk pengendali banjir. Kedua, Potongan melintang 

pada trase 18 – 300 – 18 meter, sepanjang 350 meter dikawasan Kelurahan Cakung 

Timur. Lebar Kanal berukuran 300 meter berfungsi untuk sarana rekresai dan marina. 

Ketiga, Potongan melintang pada trase 18 – 200 -18 meter, sepanjang 850 meter di 

                                                 
25

 Lihat Laporan  Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya, Loc. Cit. 
26

 Ibid. 
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Kelurahan Marunda dari laut kearah Selatan. Lebar kanal berukuran 200 meter 

berfungsi untuk pelabuhan. 

Gambar III.2 

Trase Banjir Kanal Timur 

 

       
Sumber: Dukumen Dinas Pekerja Umum Provinsi DKI Jakarta, 2009. 

 

Pelaksanaan akan dilakukan dari hulu yaitu pertemuan dengan Sungai 

Cipinang dan dari hilir atau muara. Pelaksanaan dari hulu bertujuan agar secara 

berangsur-angsur Saluran BKT dapat segera berfungsi menyalurkan sebagian debit 

banjir sungai Cipinang dan Sunter ke Sungai Buaran dan selanjutnya Cakung Drain-

Muara. Sedangkan pelaksaan pekerjaan bagian hilir dapat melayani sistem drainase 

dari daerah Pulo Gadung, Ujung Menteng dan Rorotan.  

Pembangunan fisik BKT dimulai pada tahun anggaran 2003 pada tanggal 6 

November 2003 dibagian hilir yakni di Kel. Marunda Jakarta Utara pada Kawasan 

Berikat Nusantara (KBN) dengan dana sebesar Rp. 98 Milyar dengan panjang saluran 

yang dikerjakan lebih kurang 2.4 km yang dikerjakan oleh 3 Kontraktor yaitu : PT. 

Waskita Karya, PT. Nindya Karya dan PT. Duta Graha Indah. Pada tahun anggaran 
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2004 pelaksanaan dilaksanakan di bagian hillir yakni Kelurahan Marunda, Kelurahan 

Rorotan, Kelurahan Ujung Menteng, dan dibagian hulu Kelurahan Cipinang Besar 

Selatan & Kelurahan Cipinang Muara dengan dana sebesar Rp. 80 Milyar dengan 

panjang saluran total sampai 2004 lebih kurang 4.3 km dan 1 Buah Bangunan 

Bendung Gerak (WEIR II) & Jembatan IPN yang dikerjakan oleh 6 Kontraktor yaitu : 

PT. Basuki Rahmanta Putra, PT. Sac Nusantara, PT. Asfhri Putra Lora, PT. Teguh 

Raksa Jaya, PT. Idee Murni, PT. Adhi Karya.
27

 

Pada tahun anggaran 2005 pelaksanaan dilaksanakan dibagian hilir yakni 

Kelurahan Marunda , Kelurahan Rorotan, Kelurahan Ujung Menteng, dan dibagian 

hulu Kelurahan Cipinang Besar Selatan dengan dana sebesar Rp.80,2 Milyar dengan 

panjang saluran total sampai 2005 lebih kurang 5.3 km dan 1 Buah Bangunan 

Bendung Gerak (WEIR III) yang dikerjakan oleh 6 Kontraktor yaitu : PT. Waskita 

Karya, PT. Hutama Karya, PT. Basuki Rahmanta Putra, PT. Basuki Rahmanta Putra, 

PT. Asfhri Putra Lora, PT. Duta Graha Indah.
28

 

Sumber dana pelaksanaan berasal dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja 

Negara (APBN) untuk pekerjaan fisik dan Anggaran Pengeluran dan Belanja Daerah 

(APBD) untuk pembebasan tanah. Biaya Pelaksanaan sebesar Rp.4.9 Triliun dengan 

perincian untuk pembebasan tanah sebesar Rp. 2.4 Triliun sumber dana dari APBD 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pekerjaan konstruksi (fisik) sebesar Rp. 2.5 

Triliun sumber dana dari APBN Kementrian Pekerjaan Umum. Dari Sisi Kementrian 

Pekerjaan Umum, Proyek BKT yang didanai APBN ini dimulai pada 3 desember 

                                                 
27

 Lihat Laporan  Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya, Loc. Cit. 
28

 Ibid. 
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2007. Dilaksanakan dengan tipe kontrak unit price dan harus selesai pada 

pertengahan 2010, sedangkan masa pemeliharaannya sampai pada tahun 2010. Setiap 

dana yang turun setiap tahunnya langsung dipecah menjadi delapan  paket dan 

kemudian langsung memulai pengerjaan.
29

 

Delapan paket tersebut adalah: (1) Paket 22: paket ini berada di bagian hilir 

yang bersentuhan langsung dengan muara di Laut Jawa, sepanjang 5,4 kilometer yang 

meliputi wilayah Kelurahan Marunda dan Rorotan di Kecamatan Cilincing. Jakarta 

Utara dikerjakan oleh Kontraktor Nasional PT. Waskita Karya. (2) Paket 23: paket ini 

sepanjang 2,287 kilometer dikerjakan oleh Kontraktor Jaya Konstruksi MP, Tbk. (3) 

Paket 24: Dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya (persero) Tbk. (4) Paket 25: Paket ini 

memiliki panjang 1,6 kilometer dikerjakan oleh Kontraktor RSEA engineering Corp- 

PT. Sarang Teknik JO, membentang dari Rawa Bebek ke Pulogebang, melintasi jalan 

tol Cakung Cilincing Kontraktor BUMN taiwan ini satu-satunya kontraktor asing 

yang terlibat dalam proyek BKT. (5) Paket 26: Paket 2,34 kilometer dikerjakan 

Kontraktor Nasional PT. Hutama Karya – Bumi Karsa KSO, membentang dari 

Pulogebang, Pondok Kopi hingga Duren Sawit. (6) Paket 27: dikerjakan Kontraktor 

Nasional PT. PP atau Pembangunan Perumahan (persero), meliputi wilayah 5 

Kelurahan di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. (7) Paket 28: Paket ini 

memiliki panjang 2,4 kilometer dikerjakan Kontraktor Nasional PT. SAC Nusantara – 

PT. Basuki Rahmanta Putra Joint Operation, membentang di wilayah Kelurahan 

Pondok Bambu dan Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit di Jakarta 

                                                 
29

 Laporan  Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya, Loc. Cit. 
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Timur. (8) Paket 29: Proyek BKT ini sepanjang hampir 1,5 kilometer dikerjakan 

Kontraktor Nasional PT. Adhi Karya (persero) Tbk, membentang dari wilayah 

Cipinang Besar Selatan dan Cipinang Muara di Kecamatan Jatinegara.
30

 

Sedangkan APBD yang ada digunakan untuk pembebasan lahan BKT. 

Mekanisme pembayaran adalah secara bertahap daerah-daerah yang ada, karena 

pembebasan lahan merupakan hal yang amat sulit maka setiap dana yang telah 

dikucurkan tapi tidak mampu berhasil, sisanya akan dikembalikan lagi ke Pemprov 

DKI, sedangkan untuk lahan-lahan yang sedang dalam masalah dan menjadi sengketa 

di peradilan maka dananya dititipkan di pengadilan sebagai konsinyasi apabila kasus 

tersebut selesai maka uangnya sudah tersedia untuk melakukan pembayaran.
31

 

3.2.2 Ruang Fisik Banjir Kanal Timur Kelurahan Cipinang Muara 

Pada bagian ini akan dijelaskan atau dideskripsikan bagaimana ruang fisik 

dari Banjir Kanal Timur (BKT) Cipinang Muara pada saat proses pembangunan 

sampai pasca pembangunan. Gambaran ruang fisik dipaparkan guna mendapatkan 

konstruksi fisik yang dapat berguna nantinya dalam melihat konteks sosial yang ada 

di dalamnya. Konstruksi fisik ini dilihat juga dalam kerangka bagaimana 

perkembangan pembangunan fisik sekarang ini. Gambaran ruang fisik ini juga 

bermanfaat agar mampu menjadi bahan reflektif nantinya guna melakukan proses 

monitoring dan evaluasi. Dalam melihat gambaran ruang fisik maka akan dilihat dari 

BKT itu sendiri serta wilayah di sepanjang atau pinggiran dari BKT Cipinang Muara. 

                                                 
30

 Lihat Ksp Adhi, Op.Cit., hlm 54-58. 
31

 Hasil wawancara dengan Bapak H. Tarjuki (Kepala Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air, Dinas 

Pekerja Umum DKI Jakarta) tanggal 23 Maret  2011. 



90 

 

 

 

Kelurahan Cipinang Muara merupakan salah satu daerah yang dilalui jalur 

pembangunan BKT. Kelurahan Cipinang Muara yang terletak di wilayah 

administratif Jakarta Timur merupakan salah satu daerah yang sering dilanda banjir. 

Banjir di Cipinang Muara disebabkan karena letaknya yang dekat dengan Sungai 

Cipinang dan di satu sisi juga karena termasuk ke dalam topografi tingkat yang cukup 

rendah. Pembangunan BKT di Cipinang Muara telah berlangsung sejak tahun 2003 

yang lalu, di mana langkah awalnya yakni dengan melakukan pembebasan lahan atau 

tanah pada tahun 2002 yang akan terkena jalur pembangunan proyek BKT. 

Proyek pembangunan BKT di wilayah Cipinang Muara merupakan bagian 

dari proyek pembangunan BKT bagian paling hulu. Bagian paling hulu oleh karena 

itulah pembangunan BKT di wilayah Cipinang Muara ini merupakan bagian paling 

pertama kali dikerjakan dibandingkan dengan wilayah Kelurahan lainnya. Hal ini 

karena wilayah Cipinang Muara dekat dengan sungai yang menjadi sumber aliran air 

BKT nantinya. Proyek pembangunan BKT Cipinang Muara merupakan bagian dari 

paket 29, dimana proyek BKT paket 29 ini memiliki panjang hampir 1,5 kilometer 

yang membentang dari wilayah Cipinang Besar Selatan dan Cipinang Muara di 

Kecamatan Jatinegara dan Pondok Bambu di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. 

Paket proyek 29 ini dikerjakan oleh kontraktor nasional PT. Adhi Karya (Persero) 

Tbk.  

Luas wilayah yang termasuk terkena dampak pembangunan BKT dalam paket 

29 ini adalah 142.562,93 meter persegi dan dihuni 613 Kepala Keluarga (KK). 

Manajer Proyek BKT Paket 29, Ir. Isman Widodo mengungkapkan, PT. Adhi Karya 

harus mengerjakan penggalian saluran kanal sepanjang 1.593,5 meter dengan lebar 
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penampang bawah 27 meter dan lebar penampang dari sheet pile ke sheet pile lainnya 

51 meter, sehingga membentuk lebar bagian atas rata-rata 75 meter. Volume galian 

seluruhnya diperkirakan 500.000 meter
3
. Selain itu, pembangunan jalan inspeksi 

(jalan di pinggir BKT) dalam paket ini sepanjang 1.615 meter dengan lebar 6 meter. 

“Kami juga harus melakukan pemancangan sheet pile beton sepanjang saluran kanal ini, 

dengan kedalaman sheet pile bervariasi antara 6 meter, 9 meter, dan 12 meter, dengan ukuran 

penampang sheet pile 32 cm x 50 cm. jumlahnya mencapai 6.500 batang”
32

 

 

Gambar III.3 

Proses Pembangunan BKT Cipinang Muara 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, 2009. 

 

 

Pembangunan fisik BKT paket 29 ini khususnya Kelurahan Cipinang Muara 

dimulai dari proses pembebasan lahan di wilayah yang terkena trase pembangunan 

BKT. Proses pembebasan lahan ini dilakukan pemerintah daerah menggunakan dana 

APBD, membayar uang ganti rugi kepada pihak kepala keluarga yang rumah atau 

wilayahnya terkena trase pembebasan guna pembangunan BKT. Tetapi, sama seperti 

paket-paket pembangunan BKT lainnya, persoalan utama yang dihadapi dalam paket 

                                                 
32

 Wawancara dengan, Bapak Isman Widodo (Manajer Proyek BKT Paket 29, tanggal 28  Maret 

2011). 
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29 ini adalah persoalan pembebasan tanah. Menurut Isman, lokasi lahan yang sudah 

dibebaskan tidak beraturan dan terputus-putus sampai 30 titik. Akibatnya, pekerjaan 

penggalian tidak efektif. Dan persoalan seperti ini tidak akan terjadi jika semua lahan 

sudah dibebaskan. Kondisi lapangan yang seperti ini menyebabkan perlunya 

dilakukan perubahan tata letak dan dimensi bangunan-bangunan yang sudah 

direncanakan. 

“Bahkan,,ada beberapa bangunan yang tidak bisa dikerjakan secara maksimal sesuai 

kebutuhan teknis.. Belum lagi,,pengerahan tenaga kerja, peralatan ekskavator, buldoser dan 

dump truck, serta penggunaan bahan material yang berlipat ganda karena batas kontrak kerja 

hampir berakhir..”
33

 

 

Dalam proses pengerukan ini masih ada beberapa rumah yang berdiri padahal 

ia harus segera dihancurkan guna pengerukan lahannya dikarenakan tanah mereka 

belum dibebaskan. Meskipun demikian proses pengerukan tetap berjalan meski ada 

beberapa rumah yang belum terkena pembebasan tanah. Banyak cara yang dilakukan 

untuk mengatasi kebuntuan tersebut. Beberapa cara yang dilakukan oleh kontraktor 

PT. Adhi Karya ini adalah menggeser jembatan untuk menghindari lahan atau rumah 

yang belum dibebaskan. Ada dua jembatan yang digeser dari izin trasenya, mengingat 

trase awal berada pada kondisi tanah yang belum bebas, yaitu Jembatan Pembina dan 

Jembatan Cipinang Indah.  

“agar pekerjaan jembatan ini dapat dilaksanakan,,,dibuatlah kajian dan usulan untuk 

menggeser kedua jembatan ini dengan mempertimbangkan unsur teknis dan kondisi jalan 

yang ada..dan disini kita harus memutar otak agar pekerjaan tetap berjalan yaitu mencari win-

win solution dengan pemilik tanah..pada kondisi tertentu, diperlukan pendekatan dengan 

pemilik tanah yang mempertimbangkan kepentingan pemilik tanah…akhirnya diperoleh 

kesepakatan meskipun tanah blom dibebaskan,,tetapi kami dapat melakukan galian dengan 

                                                 
33

 Wawancara dengan, Bapak Isman Widodo (Manajer Proyek BKT Paket 29, tanggal 28  Maret 

2011). 
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syarat hasil galian dapat dimanfaatkan oleh pemilik tanah..dan akhirnya kami pun menggali 

dan membuang tanah tersebut ke lahan yang sudah ditentukan pemilik tanah…”
34

 

 

Gambar III.4 

Pengerukan BKT Paket 29 di Cipinang Muara 
 

    
Sumber: Dokumen PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, 2009. 

 

 

Bukan hanya itu saja, membayar kompensasi atau istilahnya “uang 

kerohaniman” juga digalangkan. Penyelesaian ini banyak dilakukan pada lokasi lahan 

yang sudah bebas akan tetapi masih ada rumah diatas lahan tersebut, dan penghuni 

rumah tersebut bukanlah pemilik tanah. Dalam kasus-kasus ini, diberikan ganti rugi 

(biaya kompensasi) kepada pemilik bangunan sebagai biaya pindahan. Namun 

menurut Isman, masih banyak masalah yang dapat diselesaikan dengan cara-cara lain 

selain yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

“..Ada beberapa tempat yang masih bermasalah berkaitan dengan pembebasan lahan atau 

tanah sengketa. Biasanya karena status tanah tersebut adalah fasilitas umum..menurut data 

panitia seperti itu..saya kurang tau menau..namun pada saat pelaksanaan pembebasan 

lahan,,muncul klaim-klaim mengaku-ngaku pemilik tanah tersebut..”
35

 

 

Setelah proses pengerukan maka proses pembangunan selanjutnya yakni 

pembangunan bantaran. Pembangunan bantaran merupakan tahap di mana pinggiran 

                                                 
34

 Wawancara dengan, Bapak Isman Widodo (Manajer Proyek BKT Paket 29, tanggal 28  Maret 

2011). 
35

 Wawancara dengan, Bapak Isman Widodo (Manajer Proyek BKT Paket 29, tanggal 28  Maret 

2011). 
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trase kanal diberi konstruksi yang kokoh guna mencegah longsor. Kebanyakan 

bantaran BKT Cipinang Muara ini menggunakan bata blok.  

Gambar III.5 

Pemasangan Bata Blok BKT Cipinang Muara 
 

 
Sumber: Dokumen PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, 2009. 

 

Di bagian fisik BKT pada saat ini telah cukup berkembang. Ketika penulis 

melakukan observasi trase kanal dari BKT Cipinang Muara telah selesai dibangun. 

Bahkan pada sekarang ini kanal di wilayah ini telah mulai dialiri air, baik itu air dari 

air hujan maupun air dari aliran sungai atau yang biasa disebut warga danau. Danau 

ini merupakan bagian hulu dari BKT, di mana di danau terdapat pintu air yang 

fungsinya untuk mengatur aliran air di BKT Cipinang Muara. Danau ini awalnya 

merupakan sungai juga akan tetapi sekarang sungai ini teraliri ke trase BKT dan ini 

dimulai dari wilayah BKT paling hulu yaitu wilayah BKT Cipinang Muara.  

Kemudian berdasarkan observasi penulis keadaan di kanal BKT cukup 

memprihatinkan. Hal ini karena dapat kita lihat sudah banyak sampah yang ada di 

kanal BKT Cipinang Muara ini. Sampah ini mulai tampak menumpuk yang 

menjadikannya terlihat kotor. Sampah-sampah ini berasal dari aliran danau yang 
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terbawa menuju BKT. Sampah ini berasal dari warga yang membuang sampah di 

sekitar danau dekat pintu air kemudian ia terbawa masuk sampai ke wilayah BKT. 

Alhasil, di kanal BKT Cipinang Muara ini terdapat banyak sampah yang terlihat 

menggenang. Banyaknya sampah ini tentu menjadi persoalan tersendiri. Hal ini 

mengingat masalah sampah ini dapat menimbulkan cukup banyak efek negatif. 

Diantaranya yakni dapat menghambat aliran air, berkembangnya kuman penyakit, 

menimbulkan bau yang kurang sedap, mencipta pemandangan yang kurang baik, dan 

lain sebagainya.  

Gambar III.6 

BKT Cipinang Muara Telah Diairi 
 

 
Sumber: Dokumen Penulis, 2011. 

 

Banyaknya sampah sudah menjadi persoalan yang dikeluhkan oleh 

pemerintah. Hal ini karena sampah sangat jelas dapat mengganggu aliran air serta 

merusak sisi keindahan BKT nantinya. Untuk mencegah permasalahan sampah ini di 

wilayah BKT Cipinang Muara pemerintah telah melakukan beberapa hal. Kegiatan 

yang telah dilakukan pemerintah antara lain memasang reklame yang berisi himbauan 

ataupun ajakan untuk tidak membuang sampah di BKT.  
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Gambar III.7 

BKT Cipinang Muara Mulai Tergenang Sampah 
 

   
Sumber: Dokumen Penulis, 2011. 

 

Reklame itu juga berisi ajakan kepada warga untuk secara bersama-sama 

menjaga kebersihan BKT ini. Reklame ini dipasang di sepanjang bantaran trase BKT. 

Akan tetapi plang reklame ini terlihat sangat kecil sehingga agak sulit untuk dilihat 

warga. Selain itu pemerintah juga terus melakukan operasi penjagaan di BKT dengan 

merekrut warga yang dekat di BKT untuk menjadi penjaga kebersihan. Di setiap 

wilayah paket ataupun kelurahan terdapat paling tidak satu pos penjagaan.  

Dalam hal ini yakni mereka bertugas untuk melarang warga yang membuang 

sampah. Akan tetapi karena jumlahnya yang masih sedikit sehingga tingkat 

keberhasilannya masih kurang. Pemerintah juga melakukan aksi kebersihan dengan 

mengangkat atau pengerukan sampah meskipun frekuensinya masih sangat jarang. 

Hal ini turut menjadi perhatian penting untuk pemerintah daerah, agar terus 

memantau pengerukan kanal jika perlu segera untuk dikeruk. 
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Gambar III.8 

Reklame BKT Cipinang Muara 
 

    
Sumber: Dokumen enulisi, 2011. 

 

Sementara itu gambaran fisik kita lihat juga dari sisi yang ada di pinggir 

maupun bantaran dari BKT Cipinang Muara. Pertama, penulis melakukan observasi 

di mana terlihat ada beberapa coretan di dinding-dinding rumah yang dekat dengan 

BKT. Coretan tulisan itu berisi perihal protes warga akan proyek pembangunan BKT, 

terutama dari sisi ganti rugi lahan. Meskipun tidak terlalu banyak coretan ini jelas 

cukup mengganggu dan membuka bagi masalah yang ada di BKT itu sendiri.  

Kedua, penulis juga melihat bagaimana masih ada satu rumah yang berdiri 

tepat di atas bantaran kanal BKT ini. Satu rumah ini masih berdiri dan di dindingnya 

tampak cukup banyak coretan yang isinya mengenai protes akan pembangunan BKT. 

Rumah ini menurut informasi yang penulis dapat masih berdiri karena merasa tidak 

atau belum mendapat ganti rugi lahan yang adil. Satu rumah ini berdiri cukup 

mencolok yang menjadi interest ketika datang ke BKT wilayah Cipinang Muara. 

Berikut gambar penulis sajikan. 
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Gambar III.9 

Bangunan Rumah Yang Masih Bediri di BKT Cipinang Muara 

 

 
Sumber: Dokumen Penulis, 2011. 

 

 

Gambar III.10 

Aspirasi Masyarakat Cipinang Muara 

 

    
Sumber: Dokumen Penulis, 2011. 

 

Kemudian gambaran fisik di bantaran atau pinggiran BKT yakni mengenai  

pembangunan jalan inspeksi yang gunanya sebagai jalur sepeda, pejalan kaki maupun 

jogging track. Jalan ini nantinya berfungsi sebagai arena Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

dengan memanfaatkan pembangunan BKT ini. Jalur ini akan diiringi dengan 

pembangunan ruang hijau yang kongkretnya berupa penanaman pohon di sepanjang 
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bantaran BKT dan jalan inspeksi. Ruang jalan ini pada sekarang sudah terbangun 

meski belum semuanya, tapi hampir sebagian besar sudah terbangun. Untuk 

membangun jalan BKT ini dapat penulis lihat bagaimana ada beberapa alat berat 

yang berfungsi untuk membangun jalan ini nantinya. Berikut gambar penulis sajikan. 

Gambar III.11 

Ruang Terbuka Hijau dan Jalan Inspeksi BKT Cipinang Muara 
 

    
Sumber: Dokumen Penulis, 2011. 

 

Berbicara menegenai bangunan pengendalian banjir ini, telah masyarakat 

rasakan khususnya masyarakat Cipinang muara dalam hal pengendalian terhadap 

banjir. Berikut ini wawancara dengan warga Cipinang Muara yang tinggal di sekitar 

kanal yang telah merasakan dampak positif langsung dari pembangunan BKT. 

“ Sebelum BKT dibangun, daerah tempat tinggal ibu emang terkenal dengan daerah banjir 

neng..dulu waktu banjir tahun 2002, ibu sama sekali gak siap ama banjir..gak pernah 

kepikiran deh kalau semua dagangan ibu akan abis kebawa air..apa lagi pas banjir tahun 2007 

kemaren,,tingginya tuh hampir sampe setinggi kulkas ini (sambil menunjuk ke tempat kulkas 

coca-cola), 1,5 meter lah kira-kira dari pada banjir waktu tahun 2002 dulu..tapi ibu dah siap-

siap bareng si bapak mindah-mindahin barang dagangan ibu ke lantai atas rumah..tapi ibu 

sempet takjub loh pas tahun 2010 kemaren hujan deras turun tapi ga banjir sama sekali,,yang 

ada paling air genangan..itu juga karena selokan mampet ama sampah..dan juga waktu hujan 

deres itu air genangan yang di depan rumah ibu cepet surut..mungkin karena BKT dah kelar 

kali yaa..trus airnya langsung masuk ke sono..”
36

 

 

                                                 
36

 Wawancara Ibu Mawarni (Pemilik Warung Kelontong di Cipinang Muara), 28 April 2011. 
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Bukan hanya masyarakay cipinang saja yang merasakan dampak positif 

berkaitan dengan permasalahan banjir, warga Jakarta Timur yang sudah terbiasa 

melintasi kanal ini pun ikut merasakan manfaatnya. Berikut ini pula wawancara 

dengan warga Jakarta Timur yang biasa melintasi BKT hampir setiap harinya. 

“ Pembangunan Banjir Kanal Timur memang terbukti membantu mengurangi banjir dan 

kemacetan akibat banjir.. Ini merupakan langkah antisipasi yang bagus.. Kalau dulu sebelum 

BKT dibangun, seringkali ada genangan saat hujan deras turun yang berdampak pada 

kemacetan lalu lintas yang relatif lama.. Sekarang setelah BKT dibangun, saya sebagai 

pengguna jalan yang biasa lewat disini merasakan genangan di jalan cepat surut sehingga 

tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Namun saya masih melihat ada 

kelemahannya,.seperti timbulnya pencemaran udara ketika pembangunan BKT dikerjakan, 

terutama di daerah yang di sepanjang BKT. Menurut saya, kanal terbuka cukup berbahaya 

jika tidak dijaga dan diselesaikan. Dan saya berharap BKT segera diselesaikan agar debu-

debu, polusi udara tidak mengganggu. Juga agar aliran airnya lancar. Sekarang sepertinya 

baru menampung air hujan saja.. Sebagai warga Jakarta, saya berharap BKT ditata dengan 

baik sesuai fungsi dan ruang hijau yang nyaman. Jalan inspeksi dibangun dan dirawat 

dengan baik. Jika kanal itu ditata dengan nuansa hijau, akan lebih baik..Keterlibatan 

masyarakat yang tinggal di sekitar BKT untuk merawat kanal ini sangat penting. Dengan 

demikian, BKT dapat menjadi kebanggaan masyarakat Jakarta…”
37

 

 

Dikemukakan pula oleh Bapak Sarijan, salah satu pekerja sebagai tukang ojek di 

wilayah Cipinang Muara. 

“ saya inget bener dulu pas banjir tahun 2007 waktu itu, yang tingginya hampir ampe langit-

langit rumah kontrakan saya..dulu saya cuma sempet nyelametin tv ma baju yang saya pake 

aja..trus saya ngungsi..dua minggu lebih tuh saya ga narik ojek gara-gara banjir..buat makan 

aja saya ma keluarga nebeng sama warga sesama pengungsi..pokoknya barang-barang di 

rumah ancur ga bias kepake lagi karna kerendem banjir..sekarang mah alhamdulillah dah 

gada banjir mba..pokoknya kalo hujan airnya cepet surut..paling ada sedikit genangan di 

depan kontrakan saya,,kalo sampah di selokan dah dibersihin juga lancar lagi gotnya..maklum 

soalnya emang got depan kontrakan itu belok-belok gitu jadi sampah suka nyangkut..makanya 

emang harus sering dibersihin..”
38

 

 

 

 

3.3 Pembebasan Tanah Kelurahan Cipinang Muara 

3.3.1 Mekanisme dan Tata Cara Pembebasan Tanah Banjir Kanal Timur 

  Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi 
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Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden 

Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelakanaan Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan 

Presiden RI Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu Realisasi pembuatan BKT diawali 

dengan penyediaan tanah. Penyediaan tanah terdiri dari Pengadaan Tanah yang 

berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 36/2006 dan Permen Agraria Nomor I/94, 

Pengosongan Lahan berlandaskan Instruksi Gubernur, dan Penyerahan Kewajiban 

Fasos/Fasum berdasarkan Surat Izin Penguasaan Penggunaan Tanah (SIPPT).
39

 Maria 

menjelaskan: 

Pengadaan Tanah dikelompokkan menjadi dua bagian : Tanah dengan Hak (Hak 

Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Wakaf) dan Tanah Tanpa 

Hak. Penggantian tanah dengan hak dilakukan dengan pemberian ganti rugi yang 

dilakukan oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Sedangkan untuk Tanah Tanpa 

Hak yang biasanya diisi oleh penggarap diberikan uang santunan oleh Walikota. 

Pengosongan lahan dilakukan untuk tanah negara dengan langkah penertiban atau 

upaya paksa oleh Dinas Tramtib. Sedangkan, kewajiban Fasos/Fasum berdasarkan 

SIPPT diberlakukan untuk tanah yang dikelola atau dikuasai oleh pengembang. Aset 

tanah itu diserahkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Tim Pengendali 

Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (TP3W).
40

 

 

  Penyediaan Tanah untuk pengadaan trase BKT meliputi dua kegiatan : 

Pengadaan Tanah dan pemberian kewajiban fasos/fasum oleh Pengembang. Selain 

Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T), penyediaan tanah untuk kepentingan umum di 

DKI Jakarta melibatkan berbagai instansi, antara lain Dinas Pekerjaan Umum (DPU), 

                                                 
39

 Diolah dari, Mudakir Iskandar Syah, Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum: 

Upaya Hukum Masyarakat Yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak, Jakarta: Jala Permata 

Aksara, 2010, hlm. 33-60. 
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Dinas Tata Kota (DTK), Biro Administrasi Sarana Perkotaan (ASP), Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Tata Bangunan dan Gedung (KTBG), serta 

Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan (Sudin Tanhut). Kegiatan pengadaan tanah 

dikelompokkan menjadi tiga tahap antara lain tahap persiapan, tahap inventarisasi, 

dan tahap pelaksanaan ganti rugi. Masing-masing tahap terdiri dari beberapa 

langkah.
41

 

”Tahap Persiapan dimulai dari pembuatan surat permohonan penerbitan trase BKT yang 

dibuat oleh DPU DKI Jakarta dan ditujukan kepada Dinas Tata Kota atau DTK... Kemudian 

DTK membuat peta trase BKT. Setelah peta trase BKT selesai dibuat, Administrasi Sarana 

Perkotaan mengurus pembuatan Surat Gubernur tentang Penguasaan Trase BKT. Seluruh 

kegiatan dalam Tahap Persiapan memerlukan waktu antara 2 bulan dan 3 bulan. Setelah itu 

masuk tahap berikutnya. Tahap pelaksanaan inventarisasi...”
42

 

 

  Tahap pelaksanaan inventarisasi dimulai dengan pengajuan surat permohonan 

untuk pelaksanaan pengadaan tanah oleh DPU kepada P2T. Setelah itu dilakukan 

penyuluhan kepada warga yang tanahnya diperkirakan akan terkena pembebasan 

untuk trase BKT oleh DPU dan P2T. Setelah penyuluhan, dilakukan pematokan oleh 

DTK. Segera setelah pematokan selesai, dilakukan pengukuran dan pendataan luas 

tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berada di tanah itu oleh P2T. 

Berikutnya, pembuatan daftar bangunan dan benda-benda di atasnya oleh KTBG dan 

pembuatan daftar tanaman dan pohon oleh Sudin Tanhut. Berdasarkan daftar yang 

telah dibuat itu, P2T melakukan penyelidikan status, riwayat, penguasaan dan 

penggunaan tanah dan bangunan serta benda-benda lain di atas tanah tersebut. Setelah 

itu, BPN membuat peta rincikan. Peta ini berisi data luas tanah yang dibebaskan 
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lengkap dengan nama pemilik dan benda-benda lain yang ada di atas tanah itu, P2T 

lalu memadukan data hasil inventarisasi,  serta membuat pengesahan daftar dan peta 

inventarisasi serta mengumumkan hasil inventarisasi itu dikantor Kelurahan. 

Pengumuman dilakukan antara satu bulan dan tiga bulan. Tahap Pelaksanaan 

Inventarisasi menghabiskan waktu antara 3 bulan hingga 4 bulan.
43

 

”Tahap terakhir adalah Pemberian Ganti rugi. Pada tahap ini P2T dan DPU 

melakukan musyawarah harga dengan masyarakat yang terkena pembebasan lahan. 

Setelah diperoleh kesepakatan harga penggantian, P2T meminta Walikota agar 

menerbitkan SK mengenai besar dan bentuk ganti rugi. DPU kemudian membuat 

daftar nominatif, yaitu daftar yang berisi nama-nama warga yang bersedia menerima 

ganti rugi dan besaran ganti rugi yang akan diserahkan. DPU juga membuat 

pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) 

Giro. Sementara itu, P2T melakukan penelitian atas surat-surat bukti kepemilikan 

tanah dan bangunan. Bila semua bukti itu benar, DPU dan P2T memberikan ganti 

rugi kepada warga. Setelah menerima penggantian, warga memberikan tanah beserta 

segala yang ada di ata tanah itu kepada Pemerintah Provinsi DKI melalui DPU. 

Proses dalam tahap ini menghabiskan waktu 3 bulan sampai 4 bulan. Secara 

keseluruhan langkah-langkah pelaksanaan pengadaan tanah dari mulai pengajuan 

trase BKT hingga penyerahan aset berupa tanah warga memakan waktu antara 8 

bulan sampai 11 bulan.”
44

 

 

  Secara ringkas, pembangunan BKT dimulai dengan pembebasan tanah untuk 

trase BKT. Pembebasan tanah dilakukan dengan pengadaan tanah dan penyerahan 

kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum. Pengadaan tanah terdiri dari 22 langkah 

yakni 9 langkah kegiatan persiapan hingga inventarisasi, dan 13 langkah kegiatan 

inventarisasi hingga penyerahan aset. Langkah persiapan hingga inventarisasi adalah 

adalah sebagai berikut: (1) usulan trase, (2) pembuatan gambar trase, (3) pembuatan 

surat keputusan (SK) Penguasaan Tanah, (4) Penerbitan Surat Pemberitahuan (SP), 

(5) rapat koordinasi panitia pembebasan tanah, (6) penyuluhan I, (7) pematokan trase, 
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(8) inventarisasi dan (9) pembuatan daftar hasil inventarisasi. Langkah selanjutnya : 

(10) pengumuman hasil inventarisasi, (11) musyawarah harga, (12) SK penetapan 

harga, (13) pembuatan daftar nominatif, (14) penerbitan surat Permintaan 

Pembayaran (SPP), (15) penerbitan Surat Perintah Membayar dengan Giro (SPMG), 

(16) Pencairan SPMG, (17) Penelitian berkas, (18) pembayaran ganti rugi, (19) 

Penerbitan Surat Pelepasan Hak (SPH), (20) Pengamanan lahan, (21) Pensertifikatan 

tanah dan terakhir, (22) Penyerahan surat.
45

 

Bagan III.1 

Pelaksanaan Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Arsip Dinas Pekerja Umum Provinsi DKI Jakarta, 2007. 

                                                 
45

 Lihat Prosedur Pelaksanaan Pembebasan Tanah dalam  ArsipDinas Pekerja Umum Provinsi DKI 

Jakarta. 

Pemberian Ganti Rugi 

Panitia Pengadaan Tanah 

(P2T) 

Pemberian Ganti Rugi 
 

Walikota 

Penyerahan Aset Tanah 

Tim Pengendali Pelaksanaan 

Pembangunan Wilayah (TP3W) 

Tanah Dengan Hak 

(HM. HGU, HGB, HP, 

Wakaf) 

Tanah Tanpa Hak 

(Penggarap) 

Tanah yang Dikelola/ 

Dikuasai Pengembang 

Pengadaan Tanah 

(Perpres 65/2006 & 35/2005, 

Permen Agraria No.1/1994 

Kewajiban Fasos / Fasum 

(SIPPT) 

Pembebasan Tanah 

Untuk Kepentingan Umum 

(Pembangunan BKT) 



105 

 

 

 

3.3.3 Dialektika Pembebasan Tanah Kelurahan Cipinang Muara 

Proses pembebasan tanah Cipinang Muara dilakukan sejak proyek 

pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) secara umum dicanangkan. Program 

pembebasan tanah merupakan bagian yang cukup sensitif dan memakan waktu yang 

lama. Hal ini karena adanya proses tawar menawar antara warga selaku pemilik tanah 

dan pemerintah daerah selaku yang akan membiayai ganti rugi lahan. Proses 

pembebasan tanah memiliki aspek sosial, ekonomi, dan politik yang luas. Secara 

sosial berhubungan mengenai rasa identitas warga karena telah lama tinggal, 

kemudian secara ekonomi mengenai harga atau biaya dalam hal pertukaran ganti rugi 

lahan. Sementara itu secara politik berkaitan dengan konflik kepentingan dalam 

proses pembebasan tanah antar negara khususnya pemerintah daerah dan masyarakat. 

Hal inilah yang menyebabkan proses pembebasan tanah dapat dikatakan tahapan 

yang paling kompleks dalam pembangunan BKT, termasuk di wilayah Cipinang 

Muara. 

Pembangunan BKT di wilayah Cipinang Muara melalui dua Rukun Warga 

(RW) yakni RW 002 dan RW 014. Dalam proses pembangunan BKT Cipinang 

Muara masalah pembebasan tanah masih menjadi persoalan yang alot. Dalam kasus 

di Cipinang Muara, proses pembebasan tanah penuh dialektika. Dialektika yang ada 

di Cipinang Muara antara lain mengenai ketidaksesuaian pembayaran sesuai Nilai 

Jual Objek Pajak (NJOP) dengan harga pasaran tanah saat itu. Dari pihak pemerintah 

sebagai calon pengguna tanah menghendaki harga yang terjangkau dengan keuangan 

pemerintah, karena kebutuhan pemerintah sendiri tak terhingga termasuk kebutuhan 

pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum seperti BKT ini. Oleh 
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karena itu selama ini pihak pemerintah dalam menentukan besarnya uang ganti rugi 

masih berpatokan kepada peraturan yang berlaku yaitu patokan harga NJOP. 

Bersikukuhnya pemerintah dalam mempertahankan patokan harga NJOP 

karena adanya kebutuhan pemerintah yang tidak terbatas jumlahnya, sedangkan 

kebutuhan fasilitas sosial dan fasilitas umum tidak bisa ditunda lagi keberadaannya. 

Bahkan jika fasilitas umum itu ditunda keberadaannya, maka akan mempunyai akibat 

terhadap masyarakat itu sendiri seperti pengadaan tanah untuk BKT ini. 

Akan tetapi, menurut beberapa pakar pertanahan,
46

 standarisai NJOP terhadap 

pemberian ganti rugi pembebasan tanah tidaklah tepat. Dikarenakan NJOP semata-

mata hanya sebagai patoka besar kecilnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) bagi wajib pajak yang tertera dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 

(SPPT) dan hanya sebagai penentu tarif pajak belaka bukan untuk patokan dalam 

pemberian ganti rugi dalam pembebasan tanah. Namun, jarang tidak jarang dijadikan 

patokan dalam penentuan besarnya pemberian uang ganti rugi. Pemerintah belum 

mempunyai patokan besarnya ganti rugi harga pembebasan tanah. Sedangkan pada 

kubu masyarakat Cipinang Muara yang lahan atau rumahnya terkena trase BKT, 

menginginkan harga ganti rugi lahannya sebanding dengan harga pasaran tanah pada 

saat itu. 

Jika pemerintah menggunakan standart harga pasaran, tetap saja pemerintah 

mengalami kesulitan. Karena harga pasaran itu sendiri akan ditentukan antara penjual 

dan pembeli, artinya harga tanah bisa saja jauh lebih tinggi. Jika kebutuhan tanah 
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terletak pada pembeli, terlebih kepentingan bisnis, harga tanah bisa jauh lebih tinggi 

dari harga pasaran setempat. Maupun sebaliknya jika dalam transaksi yang 

mengkehendaki berada pada pihak pemilik tanah, maka harga tanah akan bisa jatuh 

serendah mungkin. 

  Sebelumnya beberapa warga atau masyarakat menolak untuk melepaskan hak 

atas tanahnya dalam pembebasan tanah BKT. Berita berjudul ”Warga 9 Kelurahan 

Tolak Ganti Rugi BKT” yang dimuat Kompas, 23 Maret 2007 menyebutkan : 

  ”... perwakilan warga dari sembilan Kelurahan di Jakarta Timur mendatangi Kantor 

Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan surat penolakan tawaran ganti rugi atas 

tanah yang akan dijadikan proyek saluran Banjir Kanal Timur atau BKT, Kamis 

(22/3). Masyarakat menolak rencana pemerintah itu karena tidak ada musyawarah 

dan negosiasi soal harga.... Koordinator tim advokasi warga, Supriano, mengatakan 

tidak ada dialog dan tidak ada negosiasi pemerintah dengan warga melanggar 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 pasal 18 dan pasal 15. Menurut 

Perpres itu warga harus diposisikan setara dengan pihak yang memerlukan tanah. 

Harga ganti rugi juga tidak harus tepat seperti NJOP, tetapi terdapat pilihan warga 

nyata atau harga sesuai pemerintah. Sembilan Kelurahan itu adalah Cipinang Besar 

Selatan, Cipinang Muara, Pondok Bambu, Duren Sawit, Malaka Sari, Malaka Jaya, 

Pondok Kopi, Pulo Gebang, dan Ujung Menteng....”
47

 

 

 

Dialektika berikutnya yakni terjadinya tanah sengketa. Hal ini dikarenakan 

banyaknya surat tanah atau surat bangunan yang bermasalah hukum. Anehnya  tanah 

yang disebut sengketa itu sewaktu dilakukan pendataan terdahulu sudah jelas 

identitas pemiliknya, atau tidak adanya tanda-tanda tanah sengketa. Namun seiring 

dengan perjalanannya waktu, dikala akan dilakukannya pembayaran ganti rugi atas 

tanah, ternyata ada pihak lain yang mengakui sebagai pemegang hak pemilik yang 

syah dan timbulnya hal seperti ini secara tiba-tiba. Orang atau warga yang mengakui 

sebagai pemiliknya ini pun dengan membawa alat bukti kepemilikan (surat 
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kepemilikan tanah ganda). Sementara itu pemerintah setempat belum mau membayar 

ganti rugi tanah, maka penyelesaian tanah sengketa harus melalui lembaga 

Pengadilan. Sedangkan uang ganti rugi tersebut akan dititipkan kepada Pengadilan 

setempat dimana letak tanah itu berada, setelah ada keputusan yang tetap dari 

Pengadilan. Putusan yang tetap dari Pengadilan biasanya memakan waktu yang 

cukup lama. Walau pembayaran ganti rugipun mengalami penundaan, bukan berarti 

menghentikan kegiatan pembangunan BKT tersebut. 
48

  

 Sedangkan dari masyarakat atau warga yang bersengketa tidak bisa menunggu 

dan menuntut tanahnya harus segera terbayar. Tidak sedikit para warga yang 

bersengketa melampiaskan kekesalannya dengan mengecam pemerintah setempat 

tidak bertanggung jawab memberikan hak warga tersebut yang dalam hal ini uang 

ganti rugi tanah. Pelampiasan ini biasa dilakukan pada media-media di sekitar ranah 

yang bersengketa itu berada, seperti tembok ataupun papan. 

Adanya dua kepemilikan dalam satu lahan atau tanah terjadi akibat kurang 

ketaatnya dalam hal administrasi pertanahan. Sengketa kepemilikan tanah ini menjadi 

proses dialektika yang melibatkan tiga aktor, yakni antara satu pihak dengan pihak 

lain yang merasa memiliki tanah serta antara dua pihak tadi dengan pemerintah. 

Akibat adanya hal ini menjadikan proses ganti rugi lahan menjadi semakin lama. Hal 

ini yang menjadi penghambatan besar dalam setiap proses pembangunan untuk 

kepentingan umum yaitu masalah sengketa tanah.  
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Proses Pengadilan menjadi di luar kapasitas pemerintah karena ini 

menyangkut persoalan dari dua belah pihak saja. Untuk itulah maka pemerintah di 

sini tidak boleh ikut campur dalam proses pengadilan. Pemerintah nantinya hanya 

menerima hasil keputusan dari Pengadilan. Keputusan itulah yang akan menjadi dasar 

hukum pemerintah dalam memberikan uang ganti rugi lahan kepada pihak yang 

memenangkan proses pengadilan. Dengan hal ini diharap terbangun keadilan bagi 

kedua belah pihak dalam menyelesaikan persoalan sengketa tanah yang berimbas 

kepada ganti rugi lahan.  

Pada saat ini di wilayah Cipinang Muara hampir sebagian besar masalah 

pembebasan tanah telah selesai. Sudah banyak warga yang telah mencapai 

kesepakatan perihal jumlah ganti rugi lahan mereka. Warga yang telah mendapatkan 

uang ganti rugi mulai berpindah tempat. Menurut informasi yang didapat ada 

beberapa warga yang pindah ke daerah Bekasi, Tambun, Depok, maupun Bogor. 

Untuk memudahkan dalam mendapat data jumlah warga pembebasan tanah, penulis 

berdasar dengan hasil wawancara membagi menjadi dua perihal klasifikasi daerah 

pembebasan tanah yaitu trase kering (koridor) dan trase basah. 

Tabel III.4 

Trase Kering (Koridor) dan Trase Basah 

 

Trase Kering (Koridor) Trase Basah 

Luas bidang: 9.547 m2 

Luas Koridor: 814 m2 

Jumlah uang: Rp 10.203.895.200 

Jumlah KK: 93 

RW 002: 58 KK  RW 014: 35 KK 

Jumlah KK: 351 KK 

RW 002: 65 KK ; RW 014: 286  

Jumlah uang: Rp 21.587.614.200 

Jumlah KK yang masih proses pengadilan: 31 

KK 

Sumber: Diolah dari Data Pembebasan Tanah Kelurahan Cipinang Muara, 2009. 
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Trase kering atau koridor adalah wilayah pembangunan BKT di luar kanal, 

maksudnya daerah pinggiran kanal dari BKT. Sementara trase basah merupakan 

wilayah pembangunan BKT yang dijadikan kanal atau mengalami proses pengerukan. 

Secara ringkas jumlah pembebasan tanah di trase kering dapat dituliskan yakni luas 

bidang yang terkena pembebasan tanah yakni 9.547m
2
 dan luas koridor yang terkena 

pembebasan tanah yakni 814m
2
. Sementara itu jumlah uang yang diterima seluruh 

warga yang terkena pembebasan tanah trace kering wilayah Cipinang Muara yakni 

sebesar Ro 10.203.895.200,-. Dengan jumlah kepala keluarga yang dibebaskan yakni 

93 kepala keluarga (KK).  Sementara itu dalam lingkup trase basah dapat dituliskan 

yakni dari sisi jumlah uang saja. Jadi total uang yang diterima seluruh warga yang 

terkena pembebasan tanah di trase basah wilayah Cipinang Muara yakni Rp 

21.587.614.200,-. Sementara total KK yang terkena pembangunan yakni sebanyak 

351KK. 

Dari tabel III.5 terlihat bagaimana di dalam trase basah masih ada beberapa 

kepala keluarga yang masalah ganti rugi lahannya belum selesai. Menurut informasi 

yang didapat penulis dari kelurahan Cipinang Muara terdapat 31 KK yang belum 

selesai masalah ganti rugi lahan. Ketiga puluh satu KK ini masih dalam proses 

pengadilan karena masih ada masalah dalam sengketa kepemilikan lahan. Untuk itu 

pemerintah belum dapat membayarkan ganti rugi lahan sampai hasil keputusan 

pengadilan keluar. Dari tabel di atas terlihat bagaimana di trase basah jumlah kepala 

keluarga yang terkena pembebasan tanah lebih banyak di wilayah RW 014 dari pada 

di RW 002. Sementara itu di wilayah trase kering yang terkena pembebasan tanah 

jumlah KK di RW 002 justru lebih banyak dari pada di RW 014. 
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Tabel III.5 

Realitas Dialektika Pembebasan tanah BKT 

 

Dialektika Pembebasan 

Tanah Kelurahan Cipinang 

Muara 

Nilai Pembayaran Pembayaran sesuai Nilai Jual 

Objek Pajak (NJOP) vs harga 

pasaran tanah saat itu. 

Sengketa Kepemilikan 

Tanah 

Banyaknya surat tanah atau 

surat bangunan yang 

bermasalah hukum; ada pihak 

lain yang mengakui sebagai 

pemegang hak pemilik yang 

syah 

Sumber: Diolah dari Data lapangan, 2011. 
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BAB IV 

IMPLIKASI PEMBANGUNAN BANJIR KANAL TIMUR  

KELURAHAN CIPINANG MUARA  

 

Proses pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) merupakan salah satu 

langkah yang  dilakukan Pemda DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan banjir. 

Kompleksitas permasalahan banjir memang menuntut suatu langkah strategis guna 

mencapai tingkat penanggulangan yang efektif. Oleh karena itu dalam pembangunan 

BKT suatu kerangka besar dalam melihat proses pembangunan BKT sangat penting. 

Kerangka besar di sini maksudnya ialah bagaimana pembangunan BKT memiliki 

outlook yang jelas. Outlook di sini merupakan bagaimana proses pembangunan BKT 

mulai dari pra/ perencanaan, implikasi/pelaksanaan, dan evaluai/ penilaian dapat 

diperhitungkan secara matang. 

  Dalam melihat hal itu semua maka diperlukan suatu analisis evaluasi 

pembangunan untuk meilihat kerangka besar tersebut. Analisis ini diperlukan agar 

kita mengetahui sejauh mana pembangunan BKT sampai saat ini serta apa saja hasil 

yang telah terbangun dari program pembangunan BKT saat ini. Dalam analisa ini 

coba digunakan bagaimana kerangka analisa monitoring dan evaluasi. Kerangka ini 

menggunakan metode dengan menjelaskan bagaimana proses dari program 

pembangunan dari pra, pelaksanaan, dan evaluasi. Secara jelas pra dilihat dari sisi 

input, pelaksanaan dilihat dari sisi analisis, evaluasi dilihat dari output, outcame, dan 

impact. 
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Tabel IV.1 

Analisis Evaluasi Program Pembangunan BKT 

 

Inputs Process Outputs Outcomes Impacts 

- Negara: 

terhambatnya 

realisasi 

pembangunan 

penegendalian banjir 

karena anggaran 

- Masyarakat: antara 

masyarakat yg 

resistant dan 

akomodatif dengan 

rencana 

pembangunan 

- Lingkungan: 

padatnyapenduduk 

maupun bangunan 

pemukiman yg sangat 

berpotensi banjir 

Proses 

pembangunan 

BKT (dinamika 

aktor, sosial, 

dan lainnya) 

Hasil dari 

pembangunan 

BKT: 

 

- Fasilitas umum 

(jogging track) 

- Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) 

- Banjir 

terkendali 

Lingkungan 

tertata 

- Interaksi dan 

sosialisasi 

masyarakat kota 

meningkat 

- Deviasi BKT 

karena masalah 

pembebasan 

lahan belum 

selesai 

Belum 

bisa 

terlihat 

Sumber: Analisis Penulis , 2011. 

 

Dalam pembangunan BKT proses inputs dilihat dari sumber daya yang 

terlibat dalam pembangunan BKT. Inputs dalam program pembangunan BKT ini ada 

tiga yakni negara, masyarakat, dan lingkungan. Negara berkaitan dengan perannya 

yang harus dapat menciptakan solusi permasalahan banjir yang kerap terjadi di 

Jakarta. Untuk itu negara harus mampu membuat suatu kebijakan yang tepat dalam 

mengatasi permasalahan banjir. Negara juga berkaitan juga misal dengan persoalan 

dana dan lainnya. Sementara masyarakat dilihat dari sisi yang menuntut masalah 

penyelesaian banjir serta masyarakat dalam lingkup ruang proyek BKT. Masyarakat 

yang masuk dalam lingkup ruang BKT ini dilihat juga secara luas mengenai reaksi 

masyarakat akan program tersebut. Apakah reaksi mereka, siapakah yang bersedia 
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atau tidak bersedia dalam hal program tersebut. Kemudian sisi lingkungan dilihat dari 

masalah banjir yang semakin kompleks, perhitungan mengenai analisis dampak 

lingkungannya, dan lainnya. 

Kemudian sisi analisis lebih melihat kearah dinamika selama proses 

pembangunan BKT. Ini dilihat bisa dari pertama analisa aktor atau pelaku dalam 

proyek BKT. Bagaimana dinamika sosial antara aktor yang resisten maupun 

akomodatif dalam pembangunan BKT tersebut. Selain itu bisa berkaitan juga dengan 

bagaimana alokasi peran negara dalam menyiapkan dana, kerjasama dengan 

pengembang, pembangunan fisik, dan lainnya. Berbicara juga di bagian ini mengenai 

persoalan pembebasan tanah. Jadi bagian analisis ini lebih melihat sejauh mana 

dinamika sosial yang ada dalam proses pembangunan BKT tersebut. 

Lalu bagian outputs berbicara ke arah keluaran yang telah ada. Dalam hal ini 

apa hasil langsung yang terlihat dari program pembangunan BKT ini. Bagian outputs 

ini antara lain pertama yakni soal BKT yang sudah selesai. Ruang fisik BKT yang 

telah selesai dibangun masuk dalam outputs karena hal ini tercipta secara langsung 

sesuai dengan rencana awalnya. Kemudian kedua yakni dibangunnya fasilitas umum, 

dalam hal ini misal jogging track dan lainnya. Ini sebagai tempat yang dapat 

dimanfaatkan warga untuk berolahraga atau bersosialisasi. Lalu outputs selanjutnya 

yakni terbentuknya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta.  

 Kemudian berbicara kearah outcomes yakni berkaitan dengan perubahan 

sosial maupun lingkungan yang terjadi. Ini lebih bersifat perubahan langsung (direct 

changes), jadi tidak membutuhkan waktu jangka panjang dalam melihat hal ini. 

Outcame dari BKT pertama yakni masalah banjir yang kerap terjadi mulai terkendali. 
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Ini cukup bagus karena menjadikan BKT solusi harapan penanggulangan masalah 

banjir Jakarta. Kemudian outcomes lain yakni lingkungan yang lebih tertata. Ini 

karena adanya rekonstruksi lingkungan baru seperti misal adanya fasilitas umum serta 

ruang terbuka hijau. Lalu outcomes juga dilihat bagaimana tumbuhnya sosialisasi dan 

interaksi antara masyarakat kota di jogging track sekitar BKT. Jadi BKT membuka 

ruang publik untuk masyarakat kota berolahraga, berkumpul, berinteraksi, dan 

bersosialisasi. 

 Meskipun demikian dalam proses outcomes ini terdapat deviasi di mana 

masalah pembebesan tanah masih menjadi hal yang belum terselesaikan walaupun 

pada dasarnya pembangunan BKT telah selesai. Ini terjadi karena masih ada beberapa 

masyarakat yang resisten karena merasa belum mencapai keadilan dalam proses 

tawar dengan negara. Deviasi dalam outcomes ini menjadi catatan evaluasi penting 

dalam proses pembangunan BKT. Ke depannya ini bisa menjadi indikator dalam 

merencakan program pembangunan lain yang ada di Jakarta secara umum. 

 Sementara itu dari sisi impact lebih melihat kearah dampak dari program 

BKT. Ini juga berkaitan dengan tujuan pembangunan BKT. Hal ini berarti lebih 

melihat ke dalam jangka waktu yang relatif panjang. Maka dari itu dalam evaluasi 

BKT ini aspek dari impact belum bisa terlihat. Ini karena proses pembangunan BKT 

yang baru saja keluar sehingga dalam melihat impact diperlukan dimensi waktu yang 

panjang. Untuk itu impact dari BKT belum bisa terlihat. 
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4.1 Implikasi Sosial Pembangunan Banjir Kanal Timur Cipinang Muara 

Proses pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) yang berlangsung cukup 

lama dan telah memasuki tahap akhir penyelesaian telah membangun berbagai 

dinamika. Kebanyakan penelitian yang dibicarakan yakni bagaimana proses dinamika 

selama pembangunan maupun dari sisi pembebasan lahan dari BKT itu sendiri. 

Padahal di satu sisi pembangunan BKT yang telah selesai dan memerlukan suatu 

studi evaluasi dari pembangunan BKT.  

Pada tahap awal ini akan dilihat bagaimana implikasi sosial dari 

pembangunan BKT. Implikasi sosial dilihat dari bagaimana perubahan tatanan 

struktur masyarakat pasca pembangunan BKT. Dalam kesempatan studi kali ini studi 

implikasi sosial dari pembangunan BKT dilihat dari bagaimana BKT mampu 

memproduksi dua hal baru yang didapat penulis selama penelitian. Kedua hal itu 

yakni mengenai tumbuhnya partisipasi politik serta terbangunnya ruang publik bagi 

masyarakat Cipinang Muara pasca terbangunnya BKT. Kedua implikasi sosial ini 

penulis paparkan berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis. Implikasi sosial yang terproduksi dari pembangunan BKT dilihat secara 

sosiologis guna mendapatkan pemahaman akan pembangunan yang komprehensif. 

4.1.1 Tumbuhnya Partisipasi Politik Masyarakat 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pembangunan BKT di wilayah Cipinang 

Muara telah membuka perubahan sosial dalam tatanan masyarakat. Hal ini berkaitan 

dengan perilaku masyarakat selama proses pembangunan BKT. Khususnya yang 

berkaitan dengan aksi beberapa warga ketika dalam mekanisme pembebasan tanah. 

Beberapa warga yang merasa ketidakadilan dalam proses ganti rugi lahan melakukan 
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tindakan politik berupa demonstrasi maupun gerakan lain untuk bernegosiasi dengan 

pemerintah. Aksi warga ini merupakan reaksi atas ketidakadilan yang mereka rasakan 

sehingga mereka berani mengambil jalur politik untuk menyelesaikan.  

Skema IV.1 

Skala Waktu Terbangunnya Partisipasi Politik dalam BKT 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Analisis Penulis, 2011. 

 

Jalur politik yang ditempuh oleh warga bertujuan untuk melakukan proses 

tawar menawar kepada pemerintah agar mereka mendapatkan hak mereka secara adil. 

Keadilan perihal mendapatkan hak mereka secara proporsional dalam ganti rugi 

lahan. Masyarakat terlibat dalam politik dengan berupa aksi demonstrasi atau secara 

pribadi melakukan negosiasi dengan pemerintah. Ada juga beberapa warga yang 

melakukan aksi pencoretan pada bidang dinding rumah maupun papan di beberapa 

tempat sebagai aksi penolakan mereka dalam pembangunan BKT. Mereka tidak 

segan-segan juga secara terbuka memberikan kritik kepada aktor di balik 

pembangunan BKT atau pun kepada fisik BKT itu sendiri. 

Sesuai dengan istilah partisipasi, maka partisipasi berarti keikutsertaan warga 

negara biasa (yang tidak mempunyai wewenang) dalam mempengaruhi proses 

• Terbangunnya 
issue publik 

Perencanaan 
Pembangunan BKT 

• Terbentuknya 
partisipasi 

politik 

Proses Pembangunan 
BKT 

• Terbentuknya 
partisipasi 

politik 

Evaluasi Pembangunan 
BKT (Implikasi) 
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pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Surbakti menjelaskan “kegiatan warga 

negara biasa pada dasarnya yakni kegiatan yang mempengaruhi isi kebijakan umum 

dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dengan kata 

lain, partisipasi politik merupakan perilaku politik tetapi perilaku politik tidak selalu 

berupa partisipasi politik.”
1
 

Menurut Huntington dan Nelson memberi tafsiran yang luas tentang 

partisipasi politik yakni “kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang 

dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi 

bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, 

secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal serta efektif atau tidak efektif.”
2
 

Kegiatan yang dikategorikan sebagai partisipasi politik yakni, pertama, 

kegiatan atau perilaku luar individu warga Negara biasa yang diamati, bukan perilaku 

dalam yang berupa sikap dan orientasi. Kedua, kegiatan itu diarahkan untuk 

mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Seperti 

kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum. Alternatif pembuatan dan 

pelaksanaan keputusan politik dan kegiatan mendukung ataupun menentang 

keputusan politi yang dibuat pemerintah. Ketiga, kegiatan yang berhasil (efektif) 

maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah. Keempat, kegiatan yang 

mempengaruhi pemerintah secara langsung atau tidak langsung. Langsung disini 

berarti tanpa menggunakan perantara, tidak langsung berarti mempengaruhi 

pemerintah melalui pihak lain yang dapat meyakinkan pemerintah. Kelima, kegiatan 

                                                 
1
 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm. 139. 

2
 Samuel P Huntington dan Joan M. Nelson, No Easy Choice: Political Participation Developing 

Countries, Cambridge Mass: Harvard University Press, 1977, hlm. 3. 
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mempengaruhi pemerintah dilakukan melalui prosedur yang wajar (konvensional) 

dan tak berupa kekerasan (non violence) seperti, ikut memilih dalam pemilihan 

umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, menulis surat, maupun 

dengan cara-cara diluar prosedur yang wajar dan berupa kekerasan, seperti 

demonstrasi, huru hara, mogok, serangan bersenjata dan gerakan-gerakan politik 

seperti kudeta dan revolusi. 

Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi 

merupakan hak warga negara, tetapi dalam kenyataannya presentase warga Negara 

yang berpartisipasi berbeda dari satu negara ke negara lain. Dengan kata lain, tidak 

semua warga Negara ikut serta dalam proses politik. Lalu faktor-faktor yang 

diperkirakan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang menurut 

Budiardjo “kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). 

Yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban 

sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang 

lingkungan masyarakat dan politik, sera menyangkut minat dan perhatian seseorang 

terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup.”
3
 

Anggota masyarakat yang berpartisipasi  dalam proses politik, misalnya 

melalui pemberian suara atau kegiatan lainnya, terdorong oleh keyakinan bahwa 

melalui kegiatan bersama, kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-

kurangnya diperhatikan. Bahwa mereka sedikit banyaknya dapat mempengaruhi 

tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan. 

                                                 
3
 Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik: Edisi Revisi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2008, hlm. 367. 
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Dari hal ini kita dapat melihat bagaimana proses pembangunan BKT telah 

membuka akses bagi berkembangnya tingkat partisipasi politik masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis, sebelum terbangunnya BKT, kesadaran soal 

politik di wilayah ini masih belum tinggi. Tingkat partisipasi masyarakat juga rendah 

di mana masyarakat melihat proses politik hanya dalam kegiatan pemilihan umum. 

Masih kurangnya kesadaran atau partisipasi politik masyarakat ini terjadi sebelum 

mereka mendapatkan kabar perihal proses pembebasan tanah dalam rangka 

pembangunan BKT. Dalam hal ini di mana proses pembebasan tanah akan secara 

langsung mengusik kehidupan atau hak mereka. 

Dari titik inilah kemudian mulai berkembang partisipasi politik masyarakat. 

Pembebasan tanah yang menyebabkan warga kehilangan lahan atau tempat 

tinggalnya telah menyentuh sisi ekonomi dan personal dari diri mereka. Dampaknya 

proses pembangunan BKT menjadi momentum bagi tumbuhnya keberanian warga 

dalam terjun ke ranah yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini 

yakni relasi antara masyarakat dan pemerintah dalam hal pembebasan tanah. Warga 

yang merasa tidak mendapatkan keadilan dalam hal pembebasan tanah melakukan 

aksi politik untuk menentang tindakan pemerintah. 

Aksi politik berupa demonstrasi, pencoretan, atau dialog dengan pemerintah 

bertujuan sebagai arena tawar menawar dalam hal hak dan kewajiban yang harus 

mereka dapatkan atau lakukan. Ini berkaitan bagaimana relasi antara negara dan aktor 

dalam hal ini mayarakat. Negara dan masyarakat dalam pembangunan BKT 

melakukan proses negosiasi untuk menyelesaikan konflik. Di mana pada sebelumnya 

pemerintah cenderung bermain secara sepihak dalam hal pembebasan tanah. Proses 
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negosiasi ini tumbuh karena sebelumnya telah tumbuh juga partisipasi politik dari 

warga masyarakat. Partisipasi politik ini terkait dengan pembebasan tanah yang 

dinilai sebagian warga merupakan proyek dari beberapa oknum pemerintah. 

Terusiknya rasa ketidakadilan yang dirasakan langsung oleh warga telah 

membangunkan partisipasi politik dari masyarakat. Rasa ketidakadilan yang 

membangun partisipasi politik selanjutnya memproduksi aksi politik warga. Aksi ini 

terdiferensiasi dalam berbagai bentuk, baik yang secara dialog komunikatif, 

demonstrasi, maupun media. Partisipasi politik yang tumbuh di warga yang 

merasakan pembangunan BKT mengindikasikan bagiamana kesadaran politik akan 

berkembang cepat ketika ia telah menyentuh secara langsung ruang pribadi mereka. 

Berikut bagan alur dari kerangka pembangunan BKT sampai dengan tumbuhnya 

partisipasi politik pada warga  yang rumah atau lahannya terkena trase pembangunan. 

Skema IV.2 

Kerangka Pembangunan BKT dan Partisipasi Politik 

 
 

 

 

 

 

Sumber: Analisis Penulis, 2011. 

 

 

Berbicara mengenai partisipasi dalam konteks pembangunan BKT maka tidak 

dapat dilepaskan dari faktor kekuasaan dalam pembangunan lingkungan dalam hal ini 

BKT. Ada hubungan antara kekuasaan dan lingkungan. Andarin menyatakan bahwa 

“kekuasaan didefinisikan sebagai penggunaan sejumlah sumber daya (asset, 

Pembebasa

n Lahan 

BKT 

Aksi politik 

(dialog, 

demonstasi, 

media, dll) 

Tumbuhnya 

partisipasi politik 

Rasa ketidakadilan 

pribadi langsung 

 

Relasi/Negosi
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kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan (tingkah laku menyesuaikan) dari pihak 

lain. Sumber daya politik yang dimaksudkannya tidak hanya berjumlah satu tapi 

sekurang-kurangnya ada lima tipe.”
4
 Lima tipe itu terlihat dalam tabel berikut. 

Tabel IV.2 

Tipe-tipe Sumber Daya politik 

 

No. Tipe Sumber Daya Contoh Sumber Daya 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Fisik 

Ekonomi 

Normatif 

Personal 

Keahlian 

Senjata: senapan, rudal, bom 

Kekayaan, pendapatan, barang dan jasa, sumber daya, alam 

Moralitas, kebenaran, tradisi religious, legitimasi, 

kewenangan 

Karisma pribadi, daya tarik kepribadian, popularitas 

Informasi, pengetahuan, IQ, keahlian teknis 

 

Sumber: Charles F Andarin, Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial, Yogyakarta: Tiara 

Wacana, 1992, hlm.132. 

 

 

Dalam tabel diatas angka 1 sampai 5 tidak menunjukkan tingkatan. Bukan 

berarti yang memiliki sumber daya politik 1 lebih baik daripada yang memiliki 

sumber daya politik 2 atau 3. Akan lebih tepat pembacaan kita bahwa semakin 

banyak yang memiliki sumber daya politik, akan semakin baik. Kemudian kita lihat 

pada sumber daya ekonomi. Hal yang dimaksudkan adalah penguasaan: kekayaan, 

pendapatan, barang dan jasa, dan sumber daya alam. Siapa pun yang mampu 

menguasai atau memiliki kewenangan mengatur sumber daya alam, ia akan memiliki 

kekuasaan lebih. Tidak jarang karena kemampuan ini, individu atau kelompok 

tertentu menjadi kaya. Dari penjelasan tentang batasan kekuasaan tersebut, 

sebenarnya tampak jelas bagi kita bahwa ada pertautan antara politik dengan 

lingkungan. 

                                                 
4
 Charles F Andarin, Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992, 

hlm.132. 



123 

 

 

 

Dalam kasus BKT ini pertautan politik dan lingkungan dilihat dalam konteks 

partisipasi politik tadi. Hal ini di mana lingkungan mampu menjadi rangsangan dalam 

membangun kesadaran dan partisipasi politik. Ini berkaitan dengan ruang kekuasaan 

yang ada dalam pembangunan BKT, khususnya yang berkaitan dengan kontestasi 

kekuasaan antara Negara dan masyarakat dalam hal pembebasan lahan BKT. Hal ini 

karena menurut Aditjondro “membicarakan persoalan lingkungan bukanlah sekedar 

persoalan teknis, sebab akan berkembag sebagai isu politik karena hasil interaksi 

antara ilmu pengetahuan, teknis, kondisi psikologis, dan kondisi ekonomi 

masyarakat.”
5
 Maka dari itu, kita dapat melihat bagaimana membicarakan 

pembangunan BKT bukan sekedar teknis tapi akan masuk juga ranah politik di mana 

tuntutan akan keadilan dengan kontestasi kekuasaan akan menjadi isu utamanya. Baik 

itu dari pra sampai pasca pembangunan BKT. 

4.1.2 Terbangunnya Ruang Publik bagi Masyarakat 

Pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) yang dicanangkan oleh pemerintah 

DKI Jakarta telah memproduksi berbagai bentuk baru dalam tatanan struktur sosial di 

masyarakat. Berbagai perubahan sosial yang terjadi ini tidak lepas dari intervensi dari 

proyek pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang memiliki aspek multidimensi 

mampu membuka ruang-ruang baru perubahan dalam masyarakat. Perubahan yang 

terjadi di masyarakat ini ada yang tercipta memang karena direncanakan maupun di 

luar rencana. Hal ini juga diwarnai dengan berbagai dinamikanya tersendiri, di mana 

                                                 
5
 George Junus Aditjondro, Pola-Pola Gerakan Lingkungan: Refleksi untuk Menyelamatkan 

Lingkungan dari Ekspansi Modal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm.158. 
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proses perubahan ini akan menjadi suatu sistem baru yang dapat mempengaruhi 

kehidupan adaptasi dari masyarakat itu sendiri. 

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bagaimana pembangunan BKT 

khususnya di wilayah Cipinang Muara telah membangun bentuk partisipasi 

masyarakat dalam politik. Khususnya ini berkaitan dengan keadilan dalam proses 

ganti rugi lahan. Kemudian pada bagian ini dilihat bagaimana pembangunan BKT 

juga memproduksi perubahan dalam tataran sosial. Jika dalam tataran politik berupa 

terbangunnya partisipasi, maka dalam aspek sosial yakni terbangunnya ruang publik. 

Terbangunnya ruang publik menjadi implikasi sosial berdasarkan observasi yang 

dilakukan penulis di mana tatanan dalam ruang publik mengalami pertambahan. 

Di wilayah Cipinang Muara pembangunan BKT memproduksi implikasi 

sosial baru. Implikasi tersebut yakni terbentuknya ruang publik. Ruang publik di sini 

dalam artian terbentuknya ruang terbuka bagi masyarakat untuk berkumpul atau 

berinteraksi. Ruang publik ini terbentuk di dalamnya dilihat bagaimana proses 

interaksi semakin meningkat karena pengaruh dari pembangunan fisik BKT. 

Meningkatnya proses interaksi ini terjadi tidak lain karena akses ruang publik yang 

semakin terbuka dan mudah diakses. Dalam realitanya bentuk dari implikasi ini kita 

dapat lihat salah satunya makin banyak anak muda sampai para lanjut usia yang 

bersosialisasi. Dalam hal ini istilah ruang publik menurut Hardiman mengacu pada 

dua arti: 

 Pertama, istilah ini mengacu pada suatu ruang yang dapat diakses semua orang, 

maka juga membatasi dirinya secara spasial dari adanya ruang lain yaitu ruang privat 

seperti keluarga dan rumah. Ruang publik dibentuk dari warga yang saling respek 

terhadap hak mereka masing-masing. Kedua, istilah ruang publik memiliki arti 

normatif yakni, mengacu pada peranan masyarakat warga dalam demokrasi. Ruang 
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publik seperti ini yang juga disebut sebagai ruang publik politis yaitu suatu ruang 

komunikasi para warga Negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
6
 

 

 

Istilah ruang publik dalam studi sosiologi dapat kita lihat dari konsep yang 

diungkapkan oleh Jurgen Haberman. Habermas merupakan salah satu tokoh sosiologi 

dari Jerman yang secara khusus membahas mengenai ruang publik. Dalam istilah 

yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas sendiri, ruang publik ini menjadi penengah 

antar ruang privat dengan ruang otoritas publik. Dalam bahasa Habermas, ruang 

publik ini meliputi konsep ruang, tempat-tempat sosial dimana makna dan ide 

dipetukarkan, juga berarti sebuah tubuh kolektif yang tersusun dari publik itu sendiri. 

Hardiman pun menjelaskan “Habermas memberi empat prasyarat untuk munculnya 

ruang publik. Pertama, status orang tidak dipersoalkan. Kedua, bahan yang 

didiskusikan adalah apa-apa yang belum dipertanyakan sebelumnya. Ketiga, 

keputusan yang diambil di dasarkan pada diskusi rasional. Terakhir, publik yang 

dimaksud bersifat inklusif (tidak eksklusif).”
7
 

Bentuk nyatanya yang telah diuraikan sebelumnya, di mana banyak warga 

yang berolahraga di sekitar BKT khususnya di jalan inspeksi untuk  jalur sepeda atau 

track jogging. Sarana ini memang sengaja di bangun terintegrasi dalam pembangunan 

BKT. Adanya pembangunan jalur inspeksi, saat ini sudah terlihat implikasinya di 

mana sekarang dijadikan arena olahraga dan sosialisasi khususnya bagi anak-anak 

muda. Ruang publik ini terbentuk dengan rencana dan tujuan dari pembangunan BKT 

sehingga implikasi ini sebenarnya sudah diperhitungkan dalam blue print 

                                                 
6
 R. Budi Hardiman, Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokrasi dari Polis sampai Cyberspace, 

Jakarta: Kanisius, 2010 , hlm. 10. 
7
 R. Budi Hardiman, Op Cit, hlm. 25. 
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pembangunan BKT itu sendiri. Berikut adalah gambar dari  interaksi masyarakat atau 

komunitas Kelurahan Cipinang Muara dan juga warga sekitar sedang bersepeda 

maupun jogging di jalur jalan inspeksi BKT. 

Gambar IV.1 

Masyarakat jogging dan Bersepeda di Arena Jalan Inspeksi 

 BKT Cipinang Muara 

 

   
Sumber: Dokumen Penulis, 2011. 

 

Keberadaan ruang publik merupakan elemen yang penting bagi kota Jakarta. 

Betapa indahnya membayangkan masyarakat berkumpul di satu tempatt menikmati 

berbagai aktivitas yang mampu memberikan keceriaan dan kesenangan bersama 

masyarakat. Ruang publik dalam kategori spasial adalah ruang yang ditujukan untuk 

kepentingan umum. Di ruang tersebut masyarakat bebas untuk melakukan kegiatan 

atau aktivitas, selama tidak merugikan kenyamanan bersama. 

Di kota Jakarta, kebutuhan untuk saling berkomunikasi memerlukan ruang 

untuk mewadahinya. Berdasarkan hal itu maka blue print BKT salah satunya 

memperhitungkan bagaimana memanfaatkan ruang yang ada agar mampu terbangun 

ruang publik. Dengan BKT ini diharap keberadaan ruang publik semakin besar. Di 

sisi lain keberadaan ruang publik ini juga agar mampu meningkatkan kualitas 
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kehidupan perkotaan seperti rasa kebersamaan, persaudaraan, dan sosialisasi antar 

masyarakat di kota. 

Ruang publik di daerah perkotaan, khususnya di daerah BKT, didesain 

memberikan rasa nyaman, aman, dan dapat menimbulkan rasa kebersamaan untuk 

anggota yang ada di dalamnya. Ruang publik kini terlihat tidak hanya sebagai arena 

di mana kehidupan sosial terbentang tetapi juga sebagai media melalui hubungan 

sosial yang diproduksi dan direproduksi. Fasilitas publik terintegrasi ke dalam sebuah 

ruang terbuka kota yang merupakan ruang untuk berkumpul sekaligus memberikan 

pengaruh positif bagi kualitas hidup masyarakat merujuk lingkungan di mana kita 

hidup. Ruang publik yang coba dibangun dari program BKT ini coba memberikan 

kontribusi kepada kualitas sosial, lingkungan, dan juga estetika. 

  Pada dasarnya kita bisa melihat di dalam ruang publik yang terbangun dari 

proyek BKT memiliki beberapa fungsi makna. Fungsi makna dilihat dari sisi sosial, 

ekonomi, dan lingkungan. Makna sosial melihat ruang publik sebagai arena bagi 

masyarakat untuk saling bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesamnya. Makna 

ekonomi yaitu ruang publik yang mulai muncul dari proyek BKT ini ruang atau 

tempat bagi sebagian masyarakat untuk memperoleh keuntungan dengan cara 

berdagang di sekitar tempat yang ramai orang berkumpul di BKT. Misal ketika hari 

Minggu banyak yang berolahraga banyak juga mulai ada pedagang. Makna 

lingkungan yaitu untuk mengendalikan banjir dan estetika lingkungan. 

Salah satu akses dalam membuka ruang publik yaitu adanya kebebasan serta 

interaksi yang intensif. Hal ini berkaitan dengan membangun interaksi yang positif 

dan saling menghargai. Dalam hal ini bagaimana warga yang memanfaatkan ruang 
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publik yang terbentuk ini dapat menjaga dan menjalin relasi positif dengan penduduk 

sekitar. Selain itu perlu juga adanya pertumbuham kolektifitas sosial guna menjadi 

pondasi dalam proses pembangunan BKT maupun pembangunan lain ke depannya. 

Kolektifitas sosial ini merupakan rasa kebersamaan masyarakat dalam kehidupan 

sosial. Kolektifitas sosial ini salah satunya dapat dikembangkan dengan terlebih 

dahulu mengasah dan mempertajam kepekaan sosial setiap individu. 

 

Skema IV.3 

 Makna Ruang Publik dalam BKT 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Analisis Penulis, 2011. 

 

 

Jika ruang publik dapat tumbuh dengan baik dalam tatanan sosial baru ini 

maka dapat mendorong perubahan lain. Misalnya yakni jika ruang publik kokoh 

maka dapat membentuk perubahan ekonomi. Dalam artian bagaimana ruang publik 

yang positif mampu membuka peluang-peluang ekonomi baru. Tentu hal ini sangat 

bermanfaat karena dapat mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat. Di 

Cipinang Muara ini ruang publik yang terbentuk masih sedang mencari bentuk. 

Untuk itulah peran pemerintah diperlukan guna menjadi fasilitator maupun 

Ruang Publik BKT 

Makna Sosial: arena 
sosialisasi 

 Makna ekonomi: 
memperoleh 
keuntungan 

Makna lingkungan: 
pengendali banjir dan 

estetika lingkungan 
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monitoring dalam mendorong terbangunnya ruang publik yang positif serta juga 

produktif. 

Skema IV.4 

Terbentuknya Ruang Publik 

 
 

 

 

 

 

 
Sumber: Analisis Penulis, 2011. 

 

 

 

4.2 Implikasi Ekologi Pembangunan Banjir Kanal Timur Kelurahan Cipinang  

Muara 

Dalam studi mengenai pembangunan, evaluasi pembangunan pada saat ini 

tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi maupun sosial. Akan tetapi juga mengenai 

lingkungan. Aspek lingkungan menjadi penting guna mewujudkan pembangunan 

yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan pada saat ini telah menjadi hal 

yang krusial dalam masalah pembangunan. Untuk itu kiranya setiap proses 

pembangunan memperhatikan aspek lingkungan ini sehingga hasil dari pembangunan 

tidak menjadikan lingkungan tereksploitasi. 

Dalam studi mengenai pembangunan BKT wilayah Cipinang Muara ini akan 

dilihat aspek lingkungan dari sisi evaluasi pembangunan. Evaluasi pembangunan dari 

sisi lingkungan dalam pembangunan BKT dilihat dari pendekatan implikasi ekologis. 

Hal ini maksudnya apa dan bagaimana produksi dari aspek lingkungan pada 

pembangunan BKT. Melihat implikasi ekologi ini diperlukan guna melihat apakah 
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BKT ini merupakan program pembangunan yang menerapkan pembangunan 

berkelanjutan atau tidak. Selain itu juga dapat menjadi bahan refleksi dalam melihat 

pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masalah lingkungan. 

Dalam studi maupun observasi yang dilakukan penulis, penulis 

mengelompokkan dua implikasi ekologi yang terproduksi dari pembangunan BKT di 

Cipinang Muara ini. Pertama mengenai relasi pembangunan lingkungan dan perilaku 

masyarakat. Ini lebih dilihat bagaimana proses pembangunan BKT yang menyentuh 

langsung aspek lingkungan memiliki korelasi dengan konstruksi perilaku masyarakat. 

Secara jelas menganalisa bagaimanakah perilaku masyrakat saat ini setelah BKT 

selesai dibangun. Dilihat dari perilaku masyarakat yang berada di dekat BKT maupun 

secara umum. Kedua mengenai konstruksi tatanan lingkungan baru. Hal ini berkaitan 

dengan analisan signifikansi pembangunan BKT terhadap permasalahan banjir 

maupun masalah lain dalam pembangunan Ibukota. 

4.2.1 Relasi Pembangunan Banjir Kanal Timur Kelurahan Cipinang Muara 

dan Perilaku Masyarakatnya 

Pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) yang berkaitan atau menyentuh 

langsung terhadap lingkungan tentu memiliki korelasi dengan perilaku manusia. 

Dalam studi ini dilihat bagaimana pembangunan BKT membentuk perilaku 

masyarakaat berkaitan dengan lingkungan. Jadi dalam hal ini perilaku masyarakat 

dilihat dalam aspek akan kesadaran lingkungan. Perilaku masyarakat mengenai 

kesadaran atau kecintaan terhadap lingkungan menjadi menarik jika kita kaitkan 

dengan pembangunan BKT. Hal ini karena apakah pembangunan BKT yang 
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bertujuan dalam membangun lingkungan yang nyaman aman akan membentuk juga 

perilaku masyarakat yang pro lingkungan. 

 Dalam tahapan hubungan manusia dengan lingkungan, ditunjukan bahwa 

seluruh aspek budaya, perilaku bahkan nasib manusia dipengaruhi, ditentukan dan 

tunduk pada lingkungan. Dalam kehidupan kelompok, misalnya, Susilo mengatakan 

bahwa:  

bentuk-bentuk persekutuan hidup manusia muncul sebagai akibat dari interaksi iklim, 

geografi dan ekonomi. Ketiga bagian dari lingkungan itu juga bersifat sangat 

menentukan corak temperamen manusia. Sementara itu, Donald L. Hardisty yang 

mendukung pandangan dominasi lingkungan fisik memainkan peran dominan 

sebagai bentuk kepribadian, moral, budaya, politik dan agama. Pandangan ini muncul 

tidak lepas dari asumsi dalam tubuh manusia ada tiga komponen dasar, yakni bumi, 

air, dan tanah yang merupakan unsur-unsur penting lingkungan.
8
 

 

 Adanya komposisi yang berbeda dari masing-masing komponen dasar itu, 

menyebabkan perbedaan fisik kepribadian dan tingkah laku manusia. Teori ini bisa 

untuk membenarkan watak-watak manusia. Mereka yang tinggal di lingkungan 

beriklim panas, akan berwatak keras, kasar, pemalas dan temperamental. Sementara 

itu, mereka yang tinggal di daerah beriklim dingin cenderung memiliki watak, seperti 

halus, lembut, rajin, dan panjang usia. Secara ekologis, hal ini tidak lepas dari sisi 

ketercukupan udara dan air. 

 Mujiyono Abdilah mengungkapkan bahwa “daya jangkau teori ini mampu 

mengungkapkan secara baik misteri hubungan antara lingkungan dan manusia, 

terutama pada tahapan masyarakat belum maju dimana lingkungan masih 

                                                 
8
 Rachmad  K. Dwi Susilo, Sosiologi Lingkungan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 30. 
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digambarkan sebagai sebuah misteri. Oleh sifat masyarakat modern karena 

masyarakat modern sebagai tahap lanjutan ditentukan oleh determinisme teknologi.”
 9

  

 Menurut penulis, teori ini masih bisa digunakan untuk menjelaskan 

masyarakat kontemporer. Sebab, ternyata tidak semua hukum alam bisa ditaklukan 

teknologi. Teknologi memiliki keterbatasan-keterbatasan ketika menghadapi 

kekuatan alam. Terlebih menghadapi bencana yang murni sebagai kehendak alam. 

Sedangkan Pramudia Sunu menyebutkan bahwa: 

Terdapat dua jenis bencana akibat rusaknya daya dukung lingkungan. Pertama, 

kerusakan  faktor internal, yakni kerusakan yang berasal dari alam sendiri. Bagi 

masyarakat kerusakan ini sulit dihindari karena merupakan bagian dari proses alam 

itu sendiri. Kedua, kerusakan Karena faktor eksternal, yaitu kerusakan lingkungan 

yang berasal dari perilaku manusia. Terutama beralasan demi meningkatkan kualitas 

dan kenyamanan hidup. Kerusakan daya dukung sebagai akibat dari kegiatan-

kegiatan seperti, industrialisasi, penggunaan bahan bakar fosil dan limbah rumah 

tangga yang dibuang di sungai-sungai.
 10

 

 
 

Inti dari teori dominasi lingkungan diringkas sebagai berikut. Pertama, alam 

dan lingkungan memiliki kehendak atas manusia dan kehidupan manusia 

dikendalikan olehnya. Artinya sebagai kekuatan tersendiri, lingkungan memiliki sifat 

sangat menentukan kehidupan manusia. Alam dan lingkungan menentukan dan 

membentuk kepribadian, pola-pola hidup, organisasi sosial manusia, seperti model 

kehidupan sosial masyarakat yang disesuaikan dengan lingkungan. Kedua, manusia 

tidak kuasa menderita akibat kekuatan alam yang menampakan diri di luar 

kemampuan mereka untuk mengatasinya. Kemunculan bencana murni sebagai 

                                                 
9
 Mujiyono Abdilah, Fikih Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Bewawasan Lingkungan, 

Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005, hlm. 20. 
10

 Pramudya Sunu, Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001, Jakarta: PT Gramedia 

Widiasarana Indonesia, 2001, hlm. 43. 



133 

 

 

 

kehendak Tuhan. Jadi dalam konteks bencana alam yang murni inisiatif Tuhan, 

manusia hanya bisa mengurangi dampak yang akan diterima.  

Ketiga, begitu kuatnya dominasi lingkungan mendorong manusia 

mengembangkan ritus-ritus yang berisi rantai hubungan gerak alam dengan kekuatan 

mitos supranatural. Dalam konteks ini, penghormatan manusia pada alam dan 

lingkungan bisa dikatakan cukup besar. Keyakinan ini dikarenakan keagamaan 

manusia dalam memahami dan menjelaskan fenomena alam. Seperti hama, curah 

hujan yang sangat tinggi dan terjadinya banjir. Di sinilah manusia menggantungkan 

dirinya pada mitos-mitos. Tujuan menciptakan mitos-mitos ini merupakan upaya 

manusia untuk menekan gangguan-gangguan alam terhadap kelangsungan pertanian 

mereka.  

Dalam kasus di wilayah Kelurahan Cipinang Muara pembangunan BKT tentu 

akan memiliki kaitannya dengan perilaku masyarakat. Dalam hal ini dilihat 

bagaimana perilaku masyarakat mengenai kesadaran lingkungan dalam kerangka 

pembangunan BKT. Selain itu, dilihat juga aspek fisik lingkungan di sekitar BKT 

dengan perilaku masyarakatnya. Aspek fisik lingkungan misalnya masalah sampah, 

kualitas air di BKT, keadaan kebersihannya, maupun lainnya. Jika dihubungkan 

dengan teori dominasi yang penulis paparkan di atas maka penulis melihat adanya 

suatu konstruksi perilaku akibat pembangunan lingkungan. Konstruksi perilaku 

terlihat seperti memaksa individu untuk bertindak.  

Dalam pandangan sosiologi Durkheim, tindakan individu merupakan 

konstruksi dari sistem yang ada. Jika kita melihat terminologi fakta sosial yang 

diungkapkan oleh Durkheim bagaimana ia bersifat memaksa untuk individu bersikap. 
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Sistem membentuk individu merupakan kerangka dari pendekatan Durkheim melihat 

perilaku masyarakat. Sistem dalam hal ini BKT telah menjadi fakta sosial yang 

membentuk individu bersikap. Fakta sosial itu  regulasi dari pemerintah, tatanan 

lingkungan baru, maupun yang lainnya. 

Skema IV.5 

Kerangka Tindakan Individu Menurut Durkheim 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Analisis Penulis, 2011. 

 

Kita dapat melihat perubahan lingkungan akibat pembangunan BKT memaksa 

individu untuk dapat menerima meskipun dia pada dasarnya menjadi aktor yang 

kurang setuju dengan BKT. Ini karena kekuasaan sistem yang begitu kuat sehingga 

perilaku masyarakat berubah. Hasil dari pembangunan BKT seakan menjadi fakta 

sosial tersendiri yang memiliki kekuatan kuat. Hal ini juga terus menekan individu 

sehingga ia bertindak harus sesuai dengan fakta sosial ini. Jika tidak ia bisa keluar 

dari lingkungan saat ini sehingga merasa terasing. 

Dalam sisi dimensi politik kita lihat bagaimana pembangunan BKT merubah 

masyarakat dalam hal ini soal partisipasi politik. Dari sisi lingkungan masyarakat 

dikonstruksikan agar mau menjaga BKT serta hidup dalam kerangka blue print 

Sistem (fakta 
sosial) 

Tindakan individu 
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pembangunan BKT, seperti tidak membuang sampah, menjaga, merawat dan lain 

sebagainya. Dari sisi sosial masyarakat berperilaku dengan dapat menerima tetangga 

ataupun sahabat maupun sanak saudaranya yang telah pindah tempat tinggal, 

terbentuk ruang publik baru, dan sebagainya.  

4.2.2 Perubahan Lingkungan Pasca Pembangunan Banjir Kanal Timur 

Kelurahan Cipinang Muara sebagai Upaya Pengendalian Banjir 

Pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) tentu menjadi proyek yang 

memiliki tujuan tersendiri. Salah satu tujuan utama dari pembangunan BKT itu yakni 

sebagai pengendali banjir. Meskipun demikian ada juga beberapa fungsi lain seperti 

untuk membuka Ruang Terbuka Hijau (RTH), sarana konservasi air tanah, wisata 

bahari, dan lainnya. Fungsi-fungsi ini diharapkan dapat membentuk suatu tatanan 

baru dalam lingkungan di sekitar BKT itu sendiri. Konstruksi tatanan lingkungan 

baru ini berkaitan dengan bagaimana pembangunan BKT mengkonstruksi suatu 

perubahan lingkungan baru.  

Dari hasil observasi melalui wawancara mendalam maupun wawancara 

sambil lalu dengan masyarat Cipinang Muara maupun dengan pemerintah akar 

rumpun, penulis melihat adanya pembangunan BKT cukup berperan signifikan dalam 

mengendalikan banjir. Hal ini karena blue print BKT yang memang telah lama 

dirancang sehingga cukup efektif. Efektifitas pembangunan BKT ini tentu didorong 

juga dengan aspek sosiologis di mana beberapa masyarakat yang berada di luar 

wilayah yang terkena pembangunan BKT sangat mendukung. Dukungan dari 

masyarakat ini untuk dapat segera menyelesaikan pembangunan BKT merupakan titik 
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fokus dalam efektivitas pembangunan BKT. Meskipun demikian secara teknis 

memang pembangunan BKT ini telah berjalan sesuai rencana.  

Di sisi lain implikasi juga berkaitan dengan mulai terbukanya ruang publik 

(jalan inspeksi) serta Ruang Terbuka Hijau (RTH). Meskipun pemerintah masih 

belum banyak menanam pohon di sekitar rencana RTH tetapi langkah ini mendapat 

tanggapan positif. Bahkan masyarakat sangat mendesak untuk segera merealisasikan 

penyempurnaan pembangunan BKT. Hal ini karena keadaan sekarang yang 

cenderung gersang. Keadaan gersang dinilai secara sosiologis mempengaruhi 

dukungan rakyat untuk segera menyelesaikan RTH dari pembangunan BKT itu 

sendiri. 

Tabel IV.3 

BKT Mengendalikan Banjir di Cipinang Muara 

 

Periode 

Tahun 

Banjir Daerah Ketinggian Penyebab Keterangan 

1990-an Tidak - - Aliran sungai lancar, 

daerah resapan masih 

cukup banyak. 

- 

2002 Banjir RW 05, 

11, 13, 14, 

15, 16 

± 1-3 meter Sampah, Aliran Sungai 

dan drainase terhambat, 

daerah resapan sedikit. 

- 

2007 Banjir RW 11, 

13, 14, 15, 

16 

± 1-2 meter Sampah, Aliran Sungai 

dan drainase terhambat, 

daerah resapan sedikit. 

RW 05 tidak 

terkena, Banjir 

tidak separah 

tahun 2002. 

2010 Tidak - - Pelebaran Kali Cipinang, 

pembangunan BKT. 

Masyarakat dan 

Pemerintah 

kelurahan menilai 

BKT mengurangi 

banjir. 

Sumber: Analisis Penulis, 2011. 
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 Disini terlihat bahwa dampak yang ditimbulkan dari pembangunan BKT 

khususnya Cipinang Muara secara tidak langsung telah dirasakan para warga sekitar 

kanal. Terbukti bahwa setelah kanal selesai digali dan dibangun dengan baik, banjir 

yang biasa terjadi di daerah Cipinang Muara kini hanya genangan air saja yang 

terlihat terutama ketika hujan deras turun. Itu pun dikarenakan drainase yang 

terhambat oleh tumpukan sampah. Sampah ini kebanyakan dari kebiasaan masyarakat 

yang  membuang sampah tidak pada tempatnya. Ini mencerminkan kesadaran 

masyarakat akan kebersihan lingkungan masih kurang.  

 BKT dirasakan masyarakat Cipinang Muara telah mampu mengurangi 

masalah banjir yang kerap kali terjadi di wilayah ini. Atas dasar inilah pembangunan 

BKT diapresiasi positif oleh kebanyakan masyarakat. Karena banjir yang telah 

berkurang maka masyarakat pun juga timbul kesadaran akan banjir juga semakin 

berkurang. Jika pemerintah dalam hal ini membangun BKT untuk mengurangi banjir, 

maka pasca pembangunan ini masyarakat semakin aktif untuk juga mengurangi 

banjir.  

 Salah satu yang dilakukan masyarakat yaitu membersihkan drainase atau 

selokan dari sampah yang biasa tersangkut. Dari hal ini kita dapat melihat bagaimana 

terbentuk suatu tatanan lingkungan baru akibat  mulai terbentuk relasi positif dari 

pemerintah dan masyarakat dalam usaha mengendalikan banjir terutama pasca 

pembangunan BKT ini. Mengenai kegiatan yang dilakukan masyarakat yang 

membersihkan drainase guna semakin mendorong pengurangan banjir.  

  Kemudian tatanan baru juga diharapkan menyentuh aspek pariwisata. Akan 

tetapi jika dianalisa lebih lanjut hal ini masih belum tumbuh. Wisata bahari yang 
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pemerintah canangkan sebagai proyek imbasan dari BKT masih belum tumbuh. 

Padahal jika kita tinjau secara sosiologis hal ini baik serta dapat mendorong 

perekonomian, akan tetapi kurangnya daya dorong untuk hal itu dari pemerintah 

sehingga masih sangat rendah reaksi akan hal ini. Dalam studi sosiologi pariwisata 

terbukanya sektor atau daerah pariwisata baru memerlukan juga kreatifitas dari 

masyarakat setempat. Namun, karena masyarakat masih berkutat dengan masalah 

ketidak adilan ganti rugi lahan hal ini memperlambat faktor tersebut.  

Tabel IV.4 

Analisa Evaluasi Summatif Tujuan Pembangunan BKT 

 

Tujuan Pembangunan BKT Evaluasi Pembangunan BKT  

di Cipinang Muara 

1. Menunjang penanganan 

pengendalian banjir di wilayah 

Utara dan Timur Jakarta dengan 

mengendalikan aliran 5 sungai dari 

13 sungai yang melintas di wilayah 

Jakarta; 

2. Mengurangi 13 kawasan 

genanganbanjir di wilayah Timur 

dan Utara Jakarta; 

3. Melindungi kawasan industri, 

pergudangan dan pemukiman yang 

terletak di Timur dan Utara Jakarta; 

4. Sebagai sarana konservasi air dan 

sumber air beku; 

5. Sebagai prasarana transportasi air 

dan rekreasi; 

6. Sebagai motor pertumbuhan 

ekonomi wilayah Timur dan Utara 

Jakarta dengan konsep water front 

city. 

1. Dari hasil wawancara dan data di 

lapangan keadaan sungai lebih 

terkendali karena sebagian besar 

debit air mengalir ke BKT; 

2. Wilayah Cipinang Muara yang 

termasuk ke dalam 13 kawasan 

genangan, mulai terkendali; 

3. Observasi umum di kawasan industri 

Pulo Gadung sudah berkurang 

terjadinya banjir; 

4. Belum dapat terlihat, tetapi fasilitas 

untuk itu mulai dibangun dengan 

membangun beberapa titik resapan 

air tanah di sekitar BKT; 

5. Sulit terealisasi karena galian kanal 

kurang dalam sedangkan jembatan 

pun kurang tinggi, jadi kapal kecil 

tidak dapat melintasi; 

6. Belum dapat terlihat, karena impacts 

jangka panjang, perlu tambahan 

infrastruktur pendukung lainnya, 

seperti perbaikan Muara Baru dan 

lain sebagainya. 

Sumber: Analisis Penulis, 2011. 

 



139 

 

 

 

Terakhir, penulis mencoba memaparkan secara umum evaluasi BKT yang 

terlihat dari analisa tujuan pembangunannya. Ini dilakukan agar kita juga dapat 

menggambarkan evaluasi BKT secara sudut pandang lebih luas. Evaluasi yang 

digunakan berdasarkan waktunya adalah evaluasi summatif yaitu evaluasi yang 

dilaksanakan pada akhir program/kegiatan untuk mengukur apakah tujuan program 

tersebut tercapai.
11

 Dalam memaparkan evaluasi tujuan pembangunan BKT ini 

penulis lebih ke pendekatan studi analisa berdasarkan observasi dan studi literatur. 

Berikut merupakan analisa evaluasi pembangunan BKT Khususnya di Cipinang 

Muara. Tabel IV.4 merupakan tabel analisa evaluasi summatif dari tujuan 

pembangunan BKT khususnya di wilayah Kelurahan Cipinang Muara. 

 

4.3 Membangun Arah Pembangunan Berkelanjutan dalam Banjir Kanal Timur 

Kelurahan Cipinang Muara 

 Berhubungan dengan bahasan manusia sebagai perancang keberlanjutan 

lingkungan, konsep masyarakat berkelanjutan (sustainable society) menjadi 

kebutuhan penting. Fritjof Capra  menyatakan bahwa “masyarakat berkelanjutan 

adalah masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa mengurangi 

kesempatan generasi-generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhan mereka.”
12

 

 Capra pun mendefenisikan keberlanjutan bukan menggambarkan kenyataan 

kondisi masyakakat dan lingkungan saja. Namun, justru yang dipentingkan 

masyarakat nanti atau ke depan. Ia lebih menandaskan nasihat moral penting sebagai 

                                                 
11

 Hanif  Nursyatif, dkk,  Pembangunan Partisipatif Pembangunan Daerah, Jakarta: PT. Grasindo, 

2009, hlm. 137. 
12

 Fritjof Capra, Hidden Connection: Strategi Sistemik untuk Melawan Kapitalisme Baru., Yogyakarta: 

Jalasutra, 2003, hlm. 250. 
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keinginan „suci‟ kominitas dunia dalam ikut memelihara keberlangsungan lingkungan 

global. 

 Menurut Budiharjo, inti dari pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development) yakni “penghormatan interksi harmonis, antara tigas sistem diantaranya 

sistem biologis dan sumberdaya alam, sistem ekonomi dan sistem sosial. Atau yang 

popular diistilahkan sebagai triple P (Planet, People, Profit).”
13

 

Sustainable development muncul dengan terlebih dahulu menjelaskan 

pandangan-pandangan tentang lingkungan yang dimiliki oleh masyarakat, yang 

meliputi tiga tahapan menurut Susilo yakni “lingkungan adalah untuk membangunan 

ekonomi (eco-developmentalism), lingkungan untuk keperluan manusia (eco-

humanism) dan terakhir lingkungan untuk lingkungan (eco-environmentalism). 

Kelemahan pandangan pertama dan kedua telah dievaluasi karena ia terbukti 

menghasilkan kondisi lingkungan yang bisa dikatakan mengkhawatirkan.”
14

 

 Dari sini sebenarnya telah muncul kesadaran bahwa persoalan pembangunan 

memiliki dua sisi yang seharusnya selaras. Pada satu sisi, ia dianggap sebagai 

indikator kemajuan umat manusia sebab manusia telah memiliki upaya-upaya 

sistematis tertentu demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Sementara itu, 

pada sisi lain keberlanjutan lingkungan (ekologis) dan bentuk perubahan masyarakat 

(pengembangan sosial) menjadi penting dan merupakan agenda yang tidak bisa 

diabaikan begitu saja. Bentuk perubahan masyarakat (pengembangan sosial) dan 

variabel lingkungan harus dimasukkan dalam setiap upaya pembangunan. 

                                                 
13

 Eko Budiharjo, Kota Berkelanjutan, Bandung:Alumni, 2005, hlm. 18. 
14

 Rachmad K. Dwi Susilo, Sosiologi Lingkungan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 190. 
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Pembangunan BKT haruslah mempunyai arah pembangunan berkelanjutan. 

Maksudnya seperti yang telah dijelaskanpada bagan IV.1, pembangunan BKT harus 

memiliki tiga dimensi keberlanjutan atau pengembangan. Ketiga hal itu adalah 

keberlanjutan ekologis (biosphere), pengembangan sosial (bentuk masyarakat), dan 

pengembangan ekonomi (mode produksi). Ini penting agar pembangunan BKT 

mampu menjadi infrastruktur yang bermanfaat baik dari sisi ekonomi, sosial, dan 

juga lingkungan. Ketiga dimensi tersebut perlu diinternalisasi dalam pembangunan 

BKT baik itu pra maupun pasca pembangunan BKT. 

Bagan IV.1 

Pembangunan Berkelanjutan dalam Pembangunan BKT 

 

 

 Sumber: Rachmad K. Dwi Susilo, Sosiologi Lingkungan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 191.  

 

Dimensi keberlanjutan ekologis dalam pembangunan BKT yakni keadilan 

antar genarasi dan keadilan dalam satu generasi. Keadilan antar generasi melihat 

pembangunan BKT harus memenuhi hak kebutuhan lingkungan generasi sekarang 

dan generasi yang akan datang. Jadi dalam pembangunan BKT masyarakat antar satu 

Pembangunan 
Berkelanjutan 

dalam 
Pembangunan BKT 

Bentuk 
Masyarakat 

(Pengembang
an Sosial) 

Mode 
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Biosphere 
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utan 
Ekologis) 



142 

 

 

 

generasi dengan generasi berikutnya adalah mitra. Sementara keadilan dalam satu 

generasi melihat pembangunan BKT di dalamnya harus ada pemenuhan kebutuhan 

secara bersama-sama tanpa adanya kesenjangan. Pentingnya masyarakat menjaga 

lingkungan bukan sekedar karena BKT tapi karena kesadaran manfaatnya. 

Dimensi pengembangan sosial melihat bagaimana BKT menjadi harapan 

masyarakat dalam prinsip pencegahan dini. Oleh karena itu perlunya ada sistem 

monitoring dan evaluasi serta manajemen resiko dalam BKT itu meski 

pembangunannya sudah selesai. Jadi lebih ke arah manajemen resiko banjir dengan 

memanfaatkan BKT. Kemudian dimensi ini juga membicarakan prinsip perlindungan 

keanekaragaman sosial. Ini berkaitan dengan pembangunan BKT harus tetap mampu 

memperkenalnya dan sepatutnya mendukung keaslian, kebudayaan dan kepentingan 

kelompok atau daerah tertentu sehingga kearifan lokal jika itu ada dapat tetap 

berkembang. 

Sementara itu dimensi pengembangan ekonomi, BKT harus menekankan 

internalisasi biaya lingkungan. Gagasan ini melihat bahwa biaya mengenai 

lingkungan dan sosial harus diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan 

yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang ada, dalam hal ini adalah 

pembangunan BKT. Jadi setiap proyek BKT harus berdimensi sosial dan lingkungan, 

tidak melulu berkaitan dengan ekonomi yang cenderung mengejar keuntungan dan 

produktifitas. Jika hanya ekonomi yang jadi perhatian maka hanya bisa cenderung 

terjadi eksploitasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Proses pembangunan BKT yang telah berlangsung cukup lama dan telah 

memasuki tahap akhir penyelesaian telah membangun berbagai dinamika. Proses 

evaluasi diperlukan untuk melihat bagaimana implikasi dari pembangunan BKT itu 

secara umum. Dalam studi ini secara khusus melihat bagaimana implikasi dari 

pembangunan BKT di wilayah Cipinang Muara ini dari dimensi sosial dan 

lingkungan. 

Implikasi sosial dari pembangunan BKT dilihat dari bagaimana perubahan 

tatanan struktur masyarakat pasca pembangunan BKT. Implikasi sosial dari 

pembangunan BKT dilihat dari bagaimana BKT mampu membangun dua hal baru 

pertama, tumbuhnya partisipasi politik dimana partisipasi politik ini terkait dengan 

pembebasan tanah pembangunan BKT di Cipinang Muara. Terusiknya rasa 

ketidakadilan yang dirasakan langsung oleh warga telah membangunkan partisipasi 

politik dari masyarakat. Rasa ketidakadilan yang membangun partisipasi politik 

selanjutnya memproduksi aksi politik warga. Aksi ini terdiferensiasi dalam berbagai 

bentuk, baik yang secara dialog komunikatif, demonstrasi, maupun media. Partisipasi 

politik yang tumbuh di warga yang merasakan pembangunan BKT mengindikasikan 

bagaimana kesadaran politik akan berkembang cepat ketika ia telah menyentuh secara 

langsung ruang pribadi mereka.   
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Kedua, terbangunnya ruang publik bagi masyarakat Cipinang Muara pasca 

terbangunnya BKT. Ruang publik di sini dalam artian terbangunnya ruang terbuka 

bagi masyarakat untuk berkumpul atau berinteraksi. Ruang publik ini terbangun di 

dalamnya dilihat bagaimana proses interaksi semakin meningkat karena pengaruh 

dari pembangunan fisik BKT. Bentuk nyatanya dilihat ketika pada akhir pekan, di 

mana banyak warga yang berolahraga di sekitar BKT khususnya di jalan inspeksi 

untuk  jalur sepeda atau track jogging.  

 Sementara itu implikasi ekologi yang terproduksi dari pembangunan BKT di 

Cipinang Muara ini pertama, mengenai relasi pembangunan BKT Kelurahan 

Cipinang Muara dan perilaku masyarakatnya. Ini lebih dilihat bagaimana proses 

pembangunan BKT yang menyentuh langsung aspek lingkungan memiliki korelasi 

dengan konstruksi perilaku masyarakatnya. Dalam hal ini dilihat bagaimana perilaku 

masyarakat mengenai kesadaran lingkungan dalam kerangka pembangunan BKT. 

Selain itu, dilihat juga dalam aspek fisik lingkungan di sekitar BKT dengan perilaku 

masyarakatnya. Aspek fisik lingkungan misalnya masalah sampah, kualitas air di 

BKT, keadaan kebersihannya, maupun lainnya. Dimana dalam teori dominasi yang 

telah penulis paparkan, penulis melihat adanya suatu konstruksi perilaku akibat 

pembangunan BKT. Konstruksi perilaku terlihat seperti memaksa individu untuk 

bertindak. Dimana masyarakat dikonstruksikan agar mau menjaga BKT serta hidup 

dalam kerangka blue print pembangunan BKT, seperti tidak membuang sampah, 

menjaga, merawat dan lain sebagainya.  

Kedua, mengenai perubahan lingkungan pasca pembangunan BKT sebagai 

upaya pengendalian banjir. Hal ini berkaitan dengan analisa signifikansi 
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pembangunan BKT terhadap permasalahan banjir maupun masalah lain dalam 

pembangunan Ibukota. Dimana dalam hal ini melihat adanya pembangunan BKT 

cukup berperan signifikan dalam mengendalikan banjir khususnya di cipinang Muara. 

BKT dirasakan masyarakat Cipinang Muara telah mampu mengurangi masalah banjir 

yang kerap kali terjadi di wilayah ini. Atas dasar inilah pembangunan BKT 

diapresiasi positif oleh kebanyakan masyarakat. 

 

5.2 Saran 

 Pengendalian banjir pada dasarnya bukan rekayasa teknik belaka, melainkan 

salah satu tumpuan bagi strategi pembangunan yang berlanjut, khususnya bagi 

wilayah Ibukota Jakarta ini sebagai bagian utamanya. Maka di dalam membahas 

masalah pengendalian banjir perlu diperhatikan pengertian pengendalian banjirnya 

sendiri yakni, pertama, pengendalian banjir bukan usaha yang berdiri sendiri, 

melainkan merupakan sarana guna mewujudkan suatu kondisi yang merupakan 

prasyarat bagi pelaksanaan pembangunan sosial,ekonomi dan juga lingkungan yang 

sehat dari sebuah wilayah perkotaan.  

 Kedua, pengendalian banjir bukan merupakan perwujudan dari suatu rekayasa 

teknik belaka, namun memerlukan jaminan dukungan fasilitas pengoprasian dan 

pemeliharaan yang memadai. Ketiga, pengendalian banjir baru dapat disebut benar-

benar efektif bila beroprasi di dalam rangkaian terpadu dengan sarana dan fasilitas 

perkotaan lainnya seperti perhubungan dan transportasi, pengadaan air bersih, 

pembuangan air, limbah dan lainnya. Keempat, perencanaan pengendalian banjir dan 

sarana serta fasilitas perkotaan lainnya menuntut pengelolaan oleh suatu kerangka 
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institusional yang efektif yang dapat menjamin agar masing-masing proyek atau 

tindakan tidak berperan sendiri-sendiri, melainkan di dalam perpaduan rencana 

jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 

 Maka, dari yang telah di uraikan baik dalam wacana penelitian maupun 

kesimpulan penelitian, untuk itu penulis mengajukan saran-saran yang diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Upaya pengendalian banjir tidak bisa dilakukan secara sektoral maupun 

parsial. Diperlukan kesatuan penanganan mulai dari daerah hulu, tengah, 

sampai hilir. Rencana disusun berdasarkan fungsi masing-masing daerah. Air 

yang melewati Ibu Kota berasal dari wilayah hulu di luar batas administrasi 

DKI Jakarta. Membangun kanal di Jakarta, harus disertai dengan upaya 

pembenahan kawasan hulu di Bogor-Puncak-Cianjur. Keseimbangan 

penanganan daerah hulu dan hilir perlu melibatkan berbagai pemerintah 

daerah dan pemerintah pusat. Semua orang dan pihak bertanggungjawab, 

dengan peran yang berbeda-beda.  

2) Pengendalian banjir di Jakarta tidak selalu harus diselesaikan dengan upaya 

struktur yang memerlukan biaya besar dan mengakibatkan kelambanan dalam 

pengendalian banjir itu sendiri. Pengendalian banjir juga harus dilakukan 

dengan upaya non-struktur seperti penyadaran warga, baik penduduk kota 

Jakarta yang berada di wilayah banjir, warga di daerah aliran sungai, maupun 

penduduk yang berada di wilayah Hulu. Hal ini dikarenakan bahwa tidak akan 

ada bangunan pengendali banjir yang dapat menjamin pengamanan seratus 

persen terhadap banjir. Masyarakat di dalam wilayah sarat banjir harus tetap 
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waspada terhadap terjadinya banjir. Maka istilah flood control kadangkala 

menyesatkan sekan-akan banjir dapat di-control dalam artian dapat dikuasai, 

dicegah atau mungkin ditanggulangi. Yang dapat diusahakan hanya 

pembatasan dari dampak banjir (flood mitigation). Maka usaha pengendalian 

banjir merupakan usaha yang berlanjut dan tidak dapat dipandang tuntas 

dengan satu atau sekali usaha. Oleh Karena itulah faktor-faktor yang 

membawa berbagai keterbatasan ini, masyarakat di dalam wilayah banjir 

harus memahami berbagai aspek banjir dan tahu apa saja yang harus 

diperbuatnya apabila batasan telah terlampaui. 

3) Proyek pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT), yang telah terbilang hampir 

rampung keseluruhannya ini, perlu adanya support dari pemerintah baik itu 

pemerintah daerah, pemerintah pusat,  maupun masyarakat Jakarta khususnya 

masyarakat Timur dan Utara untuk merealisasikan sebagai tempat rekreasi air. 

Kedepannya dapat dilakukan kampanye bersahabat dengan air dengan 

mengkampanyekan kebersihan BKT utamanya. Bukan hanya itu saja, agar 

pemerintah daerah mengupayakan percepatan penyelesaian pembangunan 

jalur hijau BKT guna menambah keindangan serta keasrian lingkungan 

Jakarta, khususnya wilayah Timur dan Utara Jakarta. Perlu diingat pula bahwa 

BKT akan berhasil sebagai pengendalian banjir jika diikuti dengan perbaikan 

dan pembangunan sistem drainase yang baik. 

 

 

 


